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ABSTRACT
Muhammad Aenur Rosyid, 06210039.2011, Ijbar right Guardians In view of Imam

Syafi’i Gender Perspective. Al-Ahwal al-Shakhsiyyah Department, Syari’ah
Faculty, The State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang.
Supervisor: Dr.Hj.Umi Sumbulah, M. Ag

Keywords: Ijbar, Imam Syafi’i, Gender

One result of the still limited understanding of the community in understanding
the rights ijbar guardian is still strongly entrenched culture of forced marriages. Ijbar
rights that should be understood as a form of protection or responsibility of a father to
their children because their children is considered not or do not have the ability to act
alone in the marriage, even understood as a tool to legitimize the actions of parents to
force their children to marry, or marry off their children by choice, not the choice of his
son. This is because the fundamental mistake in understanding the meaning ijbar who
identified with ikrah.

Departing from the shift of meaning ijbar who identified with ikrah by most
Indonesian people are majority adopt Mazhab Syafi’i, encourage researchers to conduct
a study on how exactly ijbar right guardian against girls and widows in the view of
Imam Syafi’i? and how ijbar right guardian against girls and widows in the view of
Imam Syafi’i viewed from the perspective of gender justice?

To find a way out of problems above, researchers used a type of library research.
Because the data obtained from different kinds of books that include the book al-Umm
as the main reference and some books that talk about the problems of equality and
gender justice in Islam as a secondary reference. While the approach of this research is
descriptive-qualitative approach. Because this study intended to reveal and describe
ijbar right guardian in view of Imam Syafi’i as seen from a gender perspective.

By using the method of research that has been described above was obtained a
conclusion that ijbar right guardian in the view of Imam Syafi’i applied to young girls,
who were grown and also a widow. In the application of ijbar right trustee for the
widow shall be discussed by way of request and expressly consent for girls, an
indication of consent simply by silence alone. While according to gender rights activists
ijbar right guardian in the view of Imam Syafi’i does not reflect a gender equality since
it usurps the rights of freedom for girls to choose a spouse according to what she wants.
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ABSTRAK
Muhammad Aenur Rosyid,06210039,2011, Hak ljbar Wali Dalam Pandangan Imam
Syafi’i Perspektif Gender. Skripsi, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah, Fakultas
Syari’ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
Dosen Pembimbing : Dr.Hj.Umi Sumbulah,M.Ag

Kata kunci : ljbar,Imam Syafi’i,Gender

Salah satu akibat dari masih sempitnya pemahaman masyarakat dalam
memahami hak ijbar wali adalah masih mengakar kuatnya budaya kawin paksa. Hak
ijbar yang seharusnya dimaknai sebagai bentuk perlindungan atau tanggung jawab
seorang ayah terhadap anaknya Karena keadaan anaknya yang dianggap belum atau
tidak memiliki kemampuan untuk bertindak sendiri dalam pernikahan, malah dipahami
sebagai alat untuk melegitimasi tindakan orang tua untuk memaksa anaknya kawin atau
menikahkan anaknya dengan pilihannya, bukan pilihan anaknya. Hal ini dikarenakan
adanya kesalahan mendasar dalam memahami makna ijbar yang diidentikkan dengan
ikrah.

Berangkat dari adanya pergeseran pemaknaan ijbar yang diidentikkan dengan
ikrah oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang mayoritas menganut Mazhab
Syafi’i, mendorong peneliti untuk melakukan sebuah penelitian tentang bagaimana
sebenarnya hak ijbar wali terhadap anak gadis dan janda dalam pandangan Imam
Syafi’i? dan bagaimana hak ijbar wali terhadap anak gadis dan janda dalam pandangan
Imam Syafi’i dilihat dari perspektif keadilan gender?

Untuk mencari jalan keluar dari problematika di atas, peneliti menggunakan
jenis penelitian kepustakaan. Karena data yang diperoleh berasal dari berbagai macam
buku yang diantaranya kitab al-Umm sebagai rujukan utamanya dan beberapa buku
yang membicarakan tentang problematika kesetaraan dan keadilan gender dalam Islam
sebagai rujukan sekundernya. Sedangkan pendekatan penelitian ini adalah pendekatan
deskriptif-kualitatif. Karena penelitian ini dimaksudkan untuk mengungkapkan dan
mendeskripsikan hak ijbar wali dalam pandangan Imam Syafi’i yang dilihat dari
perspektif gender.

Dengan menggunakan metode penelitian yang sudah dipaparkan di atas
dihasilkanlah sebuah kesimpulan bahwa hak ijbar wali menurut pandangan Imam
Syafi’i diberlakukan bagi anak gadis yang masih kecil, yang sudah dewasa dan juga
janda. Dalam pemberlakuan hak ijbar wali bagi janda wajib dimusyawarahkan dengan
cara meminta persetujuannya secara tegas dan bagi anak gadis, indikasi persetujuannya
cukup dengan diamnya saja. Sedangkan menurut para aktifis gender hak ijbar wali
dalam pandangan Imam Syafi’i tidak mencerminkan sebuah keadilan gender karena
merampas kebebasan hak bagi anak perempuan untuk memilih pasangan hidup sesuai
dengan apa yang dikehendakinya.

XVii



ABSTRAK
Muhammad Aenur Rosyid,06210039,2011, Hak Ijbar Wali Dalam Pandangan Imam
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yang diantaranya kitab al-Umm sebagai rujukan utamanya dan beberapa buku yang
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deskriptif-kualitatif. Karena penelitian ini dimaksudkan untuk mengungkapkan dan
mendeskripsikan hak ijbar wali dalam pandangan Imam Syafi’l yang dilihat dari
perspektif gender.

Dengan menggunakan metode penelitian yang sudah dipaparkan di atas
dihasilkanlah sebuah kesimpulan bahwa hak ijbar wali menurut pandangan Imam
Syafi’i diberlakukan bagi anak gadis yang masih kecil, yang sudah dewasa dan juga
janda. Dalam pemberlakuan hak ijbar wali bagi janda wajib dimusyawarahkan dengan
cara meminta persetujuannya secara tegas dan bagi anak gadis, indikasi persetujuannya
cukup dengan diamnya saja. Sedangkan menurut para aktifis gender hak ijbar wali
dalam pandangan Imam Syafi’i tidak mencerminkan sebuah keadilan gender karena
merampas kebebasan hak bagi anak perempuan untuk memilih pasangan hidup sesuai
dengan apa yang dikehendakinya.
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One result of the still limited understanding of the community in understanding
ijbar rights guardian is still strongly entrenched culture of forced marriages. ljbar rights
that should be understood as a form of protection or responsibility of a father to their
children because their children is considered not or do not have the ability to act alone in
the marriage, even understood as a tool to legitimize the actions of parents to force their
children to marry, or marry off their children by choice, not the choice of his son. This is
because the fundamental mistake in understanding the meaning ijbar rights who
identified with ikrah.

Departing from the shift of meaning ijbar rights who identified with ikrah by
most Indonesian people are majority adopt Mazhab Syafi’i, encourage researchers to
conduct a study on how exactly ijbar rights guardian against girls and widows in the
view of Imam Syafi’i? and how ijbar rights guardian against girls and widows in the
view of Imam Syafi’i viewed from the perspective of gender justice?

To find a way out of problems above, researchers used a type of library research.
Because the data obtained from different kinds of books that include the book al-Umm
as the main reference and some books that talk about the problems of equality and
gender justice in Islam as a secondary reference. While the approach of this research is
descriptive-qualitative approach. Because this study intended to reveal and describe
ijbar rights guardian in view of Imam Syafi’i as seen from a gender perspective.

By using the method of research that has been described above was obtained a
conclusion that ijbar rights guardian in the view of Imam Syafi’i applied to young girls,
who were grown and also a widow. In the application of ijbar rights trustee for the
widow shall be discussed by way of request and expressly consent for girls, an
indication of consent simply by silence alone. While according to gender rights activists
ijbar rights guardian in the view of Imam Syafi’i does not reflect a gender equality since
it usurps the rights of freedom for girls to choose a spouse according to what she wants.
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sudah menjadi sunatullah bahwa setiap manusia diciptakan untuk hidup
dengan naluri berpasang-pasangan. Naluri alamiah berpasang-pasangan ini kemudian
terlembagakan dalam sebuah ikatan lahir batin yang disebut dengan perkawinan.
Perkawinan adalah suatu cara yang dipilih manusia sebagai jalan untuk bereproduksi
dan berkembang biak demi kelestarian hidupnya dalam mempertahankan eksistensinya
di dunia. Selain itu bereproduksi juga merupakan salah satu upaya positif dalam
mewujudkan tujuan perkawinan yang disyariatkan dalam agama Islam.

Perkawinan dalam Islam sebagaimana diketahui, merupakan sebuah kontrak
antara sepasang laki-laki dan perempuan yang setara. Seorang perempuan sebagai
pihak yang sederajat dengan laki-laki dapat menetapkan syarat-syarat yang diinginkan

sebagaimana juga laki-laki. Sehingga dalam sebuah perkawinan antara laki-laki dan



perempuan tidak terdapat kondisi mendominasi dan didominasi. Semua pihak setara
dan sederajat untuk saling bekerja sama dalam sebuah ikatan cinta dan kasih sayang

(mawaddah wa rahmah).* Sebagaimana firman Allah dalam surat an-Nisa’ (4) : 1 :
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Artinya : Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah
menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya;
dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang
banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya
kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim.
Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

Namun dalam realita yang ada, seringkali masih banyak Kkita jumpai
sebagian masyarakat yang memahami ajaran Islam dari arah figh secara sempit.
Memang figh merupakan salah satunya jalan dalam memahami dan mejalankan syariat
Islam. Namun perlu diingat bahwa figh merupakan produk pemikiran Ulama terdahulu
yang dihasilkan dari pemahaman terhadap Al-Qur’an dan Hadits yang disesuaikan
dengan kondisi sosio-kultural orang yang mengkaji tersebut. Bukan berati mengikuti
pendapat Ulama terdahulu adalah sebuah kesalahan besar. Namun jika dalam

mengamalkannya tidak dibarengi dengan pemahaman yang kontekstual, hal ini malah

akan membawa kita keterkungkungan nalar, kejumudan berpikir dan kestatisan dalam

!Asghar Ali Engineer, Hak-Hak Perempuan Dalam Islam, terjemahan Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf,
(Bandung : LSPPA, 1994), 138.
2QS. al-Nisa’ (4) : 1.



menjalankan ajaran agama. Sehingga kemaslahatan yang ingin dicapai jauh dari
harapan Kita.

Salah satu akibat sempitnya dalam memahami ajaran figh ini adalah masih
mengakar kuatnya budaya kawin paksa. Hal ini terjadi karena dalam tradisi masyarakat
Indonesia, tak terkecuali di lingkungan pesantren, masih terdapat anggapan yang
sangat kuat dipegang, bahwa jodoh bagi anak laki-laki adalah urusan Tuhan, tetapi bagi
anak perempuan adalah urusan orang tua yang dalam hal ini adalah bapaknya.
Pandangan ini kemudian melahirkan suatu pemahaman yang keliru terhadap apa yang
dikenal dengan hak ijbar.®Dalam tesis Iklilah Muzayyanah Dini Fajriyyah yang
merupakan hasil penelitiannya tentang praktik pengamalan hak ijbar di lingkungan
ndalem pesantren di lima kabupaten di Jawa Timur yaitu di Malang, Jombang, Jember,
Pamekasan dan Pasuruan dengan melibatkan tujuh perempuan anak Kkyai sebagai
informan utama, ditemukan data bahwa, pertama, konsep ijbar dalam perkawinan
Islam telah menyimpang dari konsep ijbar yang ada dalam fikih munakahah serta jauh
dari prinsip dasar ajaran Islam. Kedua, praktik ijbar pada perempuan dilakukan karena
adanya kepentingan kuasa wali di baliknya, sehingga perempuan disubordinasi dan
dijadikan yang lain dalam perkawinannya sendiri. Ketiga, ljbar membawa dampak
terjadinya berbagai tindak kekerasan terhadap perempuan dan disharmoni perempuan
dengan keluarga. Selain itu ijbar berakibat pada hilangnya rasa percaya perempuan
terhadap keadilan Allah. Dari temuan penelitian ini dapat diambil sebuah gambaran

tentang otoritas yang cukup besar pada orang tua dalam hal ini adalah bapak untuk

*Anjar Wahyu Nugroho, Hak-Hak Perempuan Dalam Perkawinan Prespektif Kesetaraan Laki-Laki Dalam
Islam, http://pemikiranislam.wordpress.com/2007/07/27/Hak-Hak-Prempuan-Dalam-Perkawinan/, (diakses
tgl 1 Agustus 2010), 3.




menikahkan anak perempuan dengan siapa yang dikehendakinya, tanpa perlu
pertimbangan anak perempuan tersebut sehingga banyak menimbulkan dampak negatif
bagi anak perempuan.’

Hak ijbar yang dimiliki oleh wali mujbir seharusnya dimaknai sebagai hak
yang dimiliki orang tua untuk menikahkan anak perempuannya atas dasar tanggung
jawab. Namun karena adanya kepentingan patriarkhi dan stereotipe perempuan yang
masih menghegemoni pandangan ulama fikih. Praktik pelaksanaan hak ijbar ini
mengalami penyimpangan. Hal ini karena adanya pergeseran makna terhadap
pemahaman ijbar yang lalu menimbulkan asumsi bahwa Islam membenarkan adanya
kawin paksa. Kawin paksa sendiri merupakan salah satu istilah yang memiliki konotasi
ikrah. Menurut Husein Muhammad yang merupakan aktifis pembela hak-hak
perempuan mengatakan, bahwa ikrah merupakan suatu bentuk paksaan terhadap
seseorang untuk melakukan satu pekerjaan disertai dengan suatu ancaman yang
mengancam jiwa dan tubuhnya, tanpa dia sendiri mampu melawannya. Sementara bagi
orang yang dipaksa, perbuatan tersebut bertentangan dengan kehendak hati nurani dan
pikirannya.’

Pemaknaan ijbar dengan konotasi ikrah tentu saja tidak dapat dibenarkan.
Karena hal ini dapat memberi peluang kepada orang tua untuk berlaku sewenang-
wenang terhadap anak perempuan yang akan menikah. Selain itu, pernikahan berkaitan

langsung dengan perasaan seorang anak gadis atau janda yang akan mendampingi

*Iklilah Muzayyanah Dini Fajriyyah, “Kuasa Konsep ljbar Terhadap Perempuan: Studi Atas Pengalaman
Kawin Paksa di Keluarga Ndalem Pesantren di Jawa Timur,” Tesis (Jakarta : Universitas Indonesia, 2007 ).
*Husein Muhammad, Figh Perempuan: Refleksi Kyai Atas Wacana Agama Dan Gender,(Yogyakarta: LKiS,
2001), 106.



suaminya seumur hidup. Dialah yang akan menjalani dan merasakan kebahagiaan serta
ketentraman dalam rumah tangganya. Maka meminta persetujuan seorang gadis dan
janda dalam perkawinan sangatlah dianjurkan. Sebab, seorang anak perempuan

memiliki hak untuk menentukan pilihannya, seperti hadis Nabi SAW :
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Artinya : ....Berkata kepadaku Abu Hurairah bahwasannya Rasulullah
berkata : Tidak boleh dinikahkan para janda sehingga ia diajak musyawarah dan tidak
boleh dinikahkan seorang gadis sehinga dimintai izinnya, mereka bertanya : ya
Rasulullah, bagaimana izinnya ? Rasulullah menjawab : diamnya. (riwayat An-Nasa’i)
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Artinya :.....Dari Khansa binti Khidam sesungguhnya bapaknya telah
mengawinkannya. Sedang Khansa adalah seorang janda, maka ia datang menghadap
Rasulullah SAW maka Rasulullah menolaknya (membatalkan) nikahnya. (riwayat
Bukhori)
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Artinya : ...Dari ibnu Abbas bahwasannya seorang gadis datang menghadap
rasulullah saw. la menceritakan bahwasannya ayahnya telah mengawinkannya dengan
paksa sedang ia tidak menyukainya, maka Rasulullah menyuruh untuk memilih
(melanjutkan atau membatalkan). (riwayat Abu Dawud)

® An-Nasa’l, Sunan Nasa'l, juz VI, (Beirut: Dar al-Fikr,tt), 86.

"Al-Ja’fiy Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhori, Shohih Bukhori, juz VI, (Beirut: Dar Ibnu Katsir,
tt), 2547,

® Sulaiman Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, juz |, (Beirut: Dar al-Fikr,tt) 638,



Hadis di atas, menegaskan bahwa diberikannya hak ijbar bagi seorang ayah
karena posisinya dalam keluarga merupakan kepala rumah tangga yang harus
bertanggung jawab segala kejadian dan aktivitas anggota keluarganya sehingga
perkawinan yang berlaku tanpa menghadirkan ayah atau wali maka perkawinan
tersebut tidak akan terlaksana bahkan batal demi hukum. Tapi hadis di atas juga tidak
berati menafikkan hak seorang anak perempuan untuk menyatakan pendapatnya berupa
persetujuan ataupun penolaknnya.

Menyikapi polemik di atas, Imam Syafi’i sebagai salah seorang ulama figh
menilai meminta persetujuan seorang gadis bukan perintah wajib namun hanya anjuran
demi kebaikan semata (amru ikhtiyarin la fardlin). Sebab dalam hadis di atas janda dan
gadis dibedakan. Sehinga pernikahan seorang gadis yang masih kecil ataupun sudah
baligh yang dipaksakan tanpa izinnya sah-sah saja. Sebab jika sang ayah tidak dapat
menikahkan tanpa izin si gadis, maka seakan-akan gadis tidak ada bedanya dengan
janda. Padahal jelas sekali hadis ini membedakan antara janda dan gadis. Janda harus
menegaskan secara jelas dalam memberikan izin. Sementara, seorang gadis cukup
dengan diam saja.’

Imam Syafi’i dan ulama yang lain, menetapkan hak ijbar bagi seorang wali
atas dasar kasih sayangnya yang begitu dalam terhadap putrinya itu. Seorang ayah
dipersonifikasikan sebagai sosok yang begitu peduli pada kebahagiaan anak gadisnya.
Sebab sang gadis belum berpengalaman hidup berumah tangga, disamping biasanya ia
pun malu untuk mencari pasangan sendiri, sehingga para ulama mencoba memberi

sarana bagi ayah untuk membantu buah hatinya itu. Karenanya, Syafi’i hanya

° Abi Abdillah Muhammad bin Idris al-Syafi’i, al-Umm, (Beirut : Dar al- Figr, 1983), 13.



memberikan hak ijbar kepada ayah semata. Walaupun dalam perkembangan
selanjutnya, Ashab (sahabat-sahabat) Syafi’i memodifikasi konsep ini dengan
memberikan hak ijbar juga pada kakek.'

Di sisi lain, Asghar Ali Engineer mengatakan, bahwa di dalam al-Qur’an
perempuan setara dengan laki-laki dalam kemampuan mental dan moralnya. Sehingga
masing-masing memiliki hak independen yang sama dalam menentukan
pasangannya.'' Ayat al-Qur’an yang dijadikan rujukan oleh Asghar adalah surat al-

Ahzab ayat 35 :
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Artinya : Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan
perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya,
laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan
perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan
perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya,
laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah
menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

Nilai moral yang dapat dipetik dari ayat di atas, bahwa diharapkan adanya

kesamaan antara laki-laki dan perempuan dalam ranah aktualisasi diri, kesempatan

19 pera Sopariyanti, Menilai Kawin Paksa Prespektif Figh dan Perlindungan Anak, (Jakarta : RAHIMA,
2008), 15.

1 Asghar Ali Engineer, Op.Cit, 137.

12 QS.al-Ahzab (33) : 35.



beprestasi, serta menentukan pilihan hidup. Bukan kesamaan pada aspek biologis yang
bersifat kodrati. Menentukan pasangan untuk membangun sebuah rumah tangga
merupakan bagian dari pilihan hidup yang asasi. Perempuan sama berhaknya
menentukan siapa laki-laki yang layak menjadi suaminya. Sebagaimana laki-laki yang
berhak menentukan siapa yang akan menjadi istrinya.

Dalam hal ini tanpa memandang unsur anak gadis atau seorang janda dalam
artian secara umum kedua mempelai harus dimintai persetujuannya karena perkawinan
merupakan ikatan kuat yang akan dijalani untuk selama-lamanya. Jika hak memilih
yang dimiliki oleh seorang laki-laki adalah sesuatu yang dominan dan disenangi, maka
sudah sepatutnyalah bagi setiap perempuan apabila ia akan meminang seorang laki-laki
dan dipinangkan oleh wali nikahnya, hendaknya ia mengetahui keberagamaan dan
kepribadiannya. Inilah hak memilih yang disyariatkan menjadi milik perempuan untuk
memilih teman hidupnya. Agar hak untuk mendapatkan kebahagiaan hidup, keamanan
jiwa dan harga diri terpenuhi dan dapat hidup dalam dekapannya dengan tenang tanpa
terombang-ambing oleh deraan pertikaian dan jauh dari fitnah.** Maka dalam hal ini
penggunaan hak ijbar wali dan persetujuan perempuan hendaklah digunakan secara
proposional sehinga tidak menimbulkan percekcokan atau perselisihan dalam
kehidupan rumah tangga dikarenakan pihak perempuan merasa tidak memiliki
pasangan dari hasil pilihannya.

Berdasarkan uraian masalah tersebut di atas penulis ingin mengkaji dan

membahas tentang pemasalahan tersebut dalam sebuah karya ilmiah berupa skripsi

B3Kamil al-Hayali, Solusi Islam dalam konflik rumah tangga, diterjemahkan oleh Noor Hasanuddin, (Jakarta:
Raja Grafindo Persada, 2005), 9.



mengingat bahwa Imam Syafi’i merupakan tokoh intelektual muslim yang menjadi
inspirator bagi berdiri dan berkembangnya mazhab Syafi’i. Dan Mazhab Syafi’i sendiri
merupakan mazhab yang banyak dianut oleh umat Islam di Indonesia sehingga perlu
kiranya untuk mengkaji secara lebih mendalam pemikiran Imam Syafi’i agar nantinya
dihasilkan sebuah bangunan nalar fiqih Syafi’iyah yang tidak melenceng dari koridor
kesetaraan dan keadilan gender. Lebih lanjut ide pokok dari penelitian ini tertuang
dalam sebuah judul : “Hak ljbar Wali Dalam Pandangan Imam Syafi’i Perspektif

Gender”



B. Batasan Masalah
Untuk menghindari meluasnya pembahasan masalah yang nantinya malah
akan mengakibatkan kurang fokusnya pembahasan terhadap materi pokok penelitian
yang akan dikaji, maka peneliti memberikan batasan masalah yaitu dengan
menentukan bahwa pokok bahasan penelitian yang akan dilakukan hanya akan berkutat
pada pandangan Imam Syafi’i tentang hak ijbar wali nikah terhadap anak perempuan
baik yang masih berstatus gadis (yang masih kecil dan yang sudah dewasa) ataupun

yang sudah janda yang dianalisa dengan pendekatan gender.

C. Rumusan Masalah
Dari pembahasan tersebut di atas, maka dapat ditarik suatu rumusan masalah
yang akan menjadi kerangka pembahasan masalah ini, dan rumusan masalahnya adalah
sebagai berikut :
1. Bagaimana pandangan Imam Syafi’i tentang hak ijbar wali terhadap gadis dan
janda?
2. Bagaimana hak ijbar wali menurut pandangan Imam Syafi’i terhadap gadis dan

janda yang ditinjau dari perspektif keadilan gender ?

D. Tujuan Penelitian
Mengacu pada rumusan masalah di atas maka dapat diketahui tujuan dari
penelitian masalah ini yang diantaranya adalah sebagai berikut :
1. Mendeskripsikan pendapat Imam Syafi’i tentang hak ijbar wali terhadap gadis dan

janda.

10



2. Menganalisa pandangan Imam Syafi’i hak ijbar wali terhadap gadis dan janda

ditinjau dari perspektif keadilan gender.

E. Manfaat dan Kegunaan Penelitian
Dengan adanya tujuan penelitian di atas, maka penelitian ini diharapkan
dapat memberi manfaat dan kegunaan baik secara teoritis dan praktis. Manfaat dan
kegunaan tersebut antara lain adalah sebagai berikut:
a. Secara teoretis
Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menambah
khazanah keilmuan mengenai perdebatan eksistensi hak ijbar wali, khususnya
yang dipandang dari pendapat Imam Syafi’i dan yang dianalisa dengan
pendekatan gender.
b. Secara praktis
Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan
referensi bagi kalangan akademis, kalangan pesantren, masyarakat umum, dan
peneliti lainnya dalam menggali permasalahan yang berkaitan dengan hak ijbar.
Sehingga diharapkan akan dilahirkan karya-karya baru yang lebih progresif yang

mampu menjawab permasalahan di setiap zaman.
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F. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan

3.

Sesuai dengn objek kajian penelitian ini, maka jenis penelitian yang peneliti
gunakan adalah penelitian kepustakaan/library research dengan pendekatan deskriptif
kualitatif yang datanya berupa teori, konsep dan ide. Pendekatan deskriptif kualitatif,
bertujuan mengungkapkan dan mendeskripsikan data atau teori yang diperoleh. *
Sedangkan teori dan konsep yang dipilih dalam penelitian ini adalah teori Imam Syafi’i
tentang hak ijbar dan konsep gender mengenai hak ijbar wali.

Metode pengumpulan data

Dalam wupaya pengumpulan data, peneliti menggunakan metode
dokumentasi, yaitu dengan melakukan pencarian data dari sumbernya berupa
dokumen, fakta dan catatan. *°Metode pengumpulan data dalam studi kepustakaan atau
dokumentasi dilakukan dengan pencatatan berkas-berkas atau dokumen-dokumen yang
ada hubungannya dengan materi yang dibahas.® Suharsimi Arikunto menjelaskan
metode dokumentasi adalah dengan mencari data mengenai hal-hal atau variabel-
variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, prasasti dan notulen rapat.*’

Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data

sekunder,'® karena akan mengkaji literatur/kepustakaan. Data sekunder ini terdiri

dari bahan-bahan yang meliputi :

4 |exy J.Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2006) , 4.

15 Sutrisno Hadi, Metodologi Research, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan UGM, 1986), 36.

16 Sperjono Sukanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2005), 66.

YSuharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: PT.Remaja Rosdakarya, 1987), 231.

'8 Data sekunder adalah data yang diperoleh dari orang kedua, lihat Soerjono Sukanto dan Sri Mamuiji,
Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2006, ), 29.
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a. Bahan primer adalah bahan yang mengikat dan utama,® seperti kitab-kitab klasik
karya Imam Syafi’i yang dalam hal ini adalah kitab al-Umm dan buku-buku yang
membahas masalah gender dan Islam yang diantaranya adalah sebagai berikut :

— Hak-hak perempuan dalam Islam karya Asghar Ali Engineer

— Argumen kesetaraan gender dalam Al-Qur’an karya Nasaruddin Umar.

— Kesetaraan gender dalam Al-Qur’an : Studi pemikiran para Mufassir karya Yunahar
Ilyas

— Figh perempuan : Refleksi kyai atas wacana agama dan gender karya Husein
Muhammad.

— Pembebasan Perempuan karya Asghar Ali Engineer.

— Setara di hadapan Allah : relasi laki-laki dan perempuan dalam tradisi Islam pasca
patriarkhi oleh Fatimah Mernisi dan Riffat Hasan.

— Perempuan dalam pasungan : Bias laki-laki dalam penafsiran oleh Nurjannah
Ismail.

— Dekontruksi gender: Kritik wacan perempuan dalam Islam oleh Nasr Hamid Abu
Zayd.

— Wanita di dalam Al-Qur’an oleh Amina Wadud Mubhsin.

— Perempuan tertindas: kajian hadis-hadis misoginis oleh Hamim llyas.

b. bahan sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan primer,

seperti hasil penelitian terdahulu dan hasil karya dari kalangan pemikir hukum Islam

¥ 1hid., 5.
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berupa buku-buku, dokumen-dokumen, jurnal-jurnal serta laporan-laporan. Adapun
bahan sekunder yang terkait dengan masalah ini adalah :.

— Jurnal de Jure terbitan P3M fakultas Syari’ah UIN Maliki Malang.

— Jurnal Ibda’ terbitan P3M STAIN Purwokerto.

— Jurnal Paramadina terbitan Universitas Paramadina.

c. Bahan Tertier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap
bahan primer dan sekunder, seperti ensiklopedia, dan kamus.?’ Untuk membantu
dalam pengumpulan data di atas, maka peneliti mencantumkan bahan tertier,
misalnya ensiklopedia hukum Islam dan kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa
Arab serta kamus bahasa Inggris.

4. Pengolahan dan Analisa Data.

Pengolahan dan analisa data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan
bekerja dengan data, pengorganisasian data, memilah-milahnya menjadi satuan yang
dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa
yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan
kepada orang lain. pengolahan dan analisis data atau informasi dilakukan untuk
menemukan makna setiap data atau informasi, hubungannya antara satu dengan yang
lain dan memberikan tafsiran yang dapat diterima secara akal sehat (common sense).
Dalam konteks masalahnya secara keseluruhan, untuk itu data atau informasi tersebut

dihubung-hubungkan dan dibanding-bandingkan satu dengan yang lainnya.?

20 H
Ibid., 12-13.
2! Hadari Nawawi dan Mimi Martini, Penelitian Terapan, (Yogyakarta: Gajah Mada University,1994) , 190.
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Pengolahan dan analisa data dalam penelitian ini terbagi dalam lima tahap,
yang diantaranya adalah sebagai berikut :
a. edit (editing)

Untuk mengetahui sejauh mana data-data yang telah diperoleh baik yang
bersumber dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, sudah cukup baik dan
dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya, maka pada bagian ini
peneliti merasa perlu untuk menelitinya kembali terutama dari kelengkapan data,
kejelasan makna, kesesuaian serta relevansinya dengan rumusan masalah dan data
lainnya.?* Maka secara global data-data yang diteliti kembali adalah konsep hak
ijbar dalam pandangan Imam Syafi’i dan teori tentang hak ijbar dalam perspektif
gender.

b. klasifikasi (classifying)

Setelah melakukan edit data, peneliti mereduksi data yang ada dengan cara
menyusun dan mengklasifikasikan data yang diperoleh ke dalam pola tertentu atau
permasalahan tertentu untuk mempermudah proses analisinya. Sehingga
pembahasannya dapat dilakukan dengan mudah.?

c. verifikasi (verifying)
Sebagai langkah lanjutan peneliti memeriksa kembali data yang diperoleh,

misalnya dengan kecukupan referensi, triangulasi (pemeriksaan melalui sumber

22 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2003), 125.
% Lexy J. Moleong, Op.Cit, 104-105.
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lain) dan teman sejawat agar validitasnya terjamin. Selain itu, juga untuk
mempermudah peneliti dalam mengisi data.**
d. analisis (analyzing)

Metode analisis yang peneliti gunakan adalah deskriptif komparatif dengan
mengumpulkan, memilah dan mengklasifikasikan mensintesiskan dan membuat
ikhtisar sehingga dengan begitu diperoleh data yang benar-benar fokus dengan
masalah yang dikaji.?> Maka dari itu dalam menganalisis, peneliti mengkaitkan dan
menggambarkan secara jelas tentang konsep hak ijbar wali dalam pandangan Imam
Syafi’i dan menganalisis hak ijbar wali dalam pandangan Imam Syafi’i dengan
menggunakan pendekatan gender.

e. konklusi (concluding)

Langkah terakhir adalah konklusi atau penarikan kesimpulan, yakni dengan
cara menganalisa data secara komprehensif serta menghubungkan makna data yang
ada kaitannya dengan masalah penelitian.?® Langkah terakhir ini harus dilakukan
secara cermat dengan mengecek kembali data-data yang telah diperoleh, khususnya

tentang konsep hak ijbar wali dalam pandangan Imam Syafi’i perspektif gender.

G. Penelitian Terdahulu
Penelitian terdahulu sangat dibutuhkan dalam penelitian. Hal ini

dikarenakan, dengan adanya penelitian terdahulu dapat dilihat kelebihan dan

# Nana Sudjana dan Ahwal Kusuma, Proposal Penelitian di Perguruan Tinggi, (Bandung: Sinar Baru
Alasindo, 2000), 84-85.

% 1bid., 248.

% 1bid., 89.
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kekurangan antara peneliti dengan peneliti sebelumnya dalam berbagai teori dan
konsep yang diungkapkan oleh peneliti dalam masalah yang behubungan dengan
penelitian. Penelitian terdahulu juga dapat mempermudah pembaca untuk melihat
dan menilai adanya persamaan dan perbedaan teori yang digunakan oleh peneliti
dengan peneliti lainnya dalam masalah yang sama.

Adapun penelitian terdahulu yang membahas tentang hak ijbar wali adalah
sebagai berikut :

Skripsi Rodiah yang berjudul “faktor-faktor yang menyebabkan wali mujbir
menolak menjadi wali nikah (studi kasus wali adhal di Pengadilan Agama
Pasuruan)”. >’ Dalam penelitiannya, Rodiah lebih memfokuskan penelusurannya
terhadap faktor-faktor yang melatarbelakangi wali mujbir menolak menjadi wali
nikah yang kemudian berujung dengan diajukannya wali adhal di Pengadilan
Agama Bangil.

Sedangkan perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan penulis, bahwa
penulis lebih memfokuskan penelitian pada hak ijbar wali terhadap anak gadis dan
janda dalam pandangan Imam Syafi’i perspektif gender.

Skripsi Uswatun Hasanah yang berjudul “Hak kewalian seorang janda atas
dirinya (studi fenomenologi pembatalan perkawinan oleh Pengadilan Agama
Mojokerto atas seorang janda yang berumah tangga lebih dari satu tahun)”.?Dalam

melakukan penelitian, Uswatun Hasanah memfokuskan kajiannya untuk menelusuri

%" Rodiah, “Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Wali Mujbir Menolak Menjadi Wali Nikah (Studi Kasus Wali
Adhal Di Pengadilan Agama Kabupaten Pasuruan).” Skripsi, (Malang : UIN Malang, 2006).

% Uswatun Hasanah, “Hak Kewalian Seorang Janda Atas Dirinya (Studi Fenomenologi Pembatalan
Perkawinan Oleh Pengadilan Agama Mojokerto Atas Seorang Janda Yang Berumah Tangga Lebih Dari Satu
Tahun),” Skripsi , (Malang :UIN Malang, 2005).
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sebab-sebab pembatalan perkawinan yang dilakukan Pengadilan Agama Mojokerto
terhadap pernikahan seorang janda yang telah berumah tangga lebih dari satu tahun
dengan suami keduanya. Pembatalan perkawinan itu dilakukan karena adanya
indikasi adanya unsur keterpaksaan si janda menikah. Adapun perbedaan penelitian
yang dilakukan Uswatun Hasanah dengan peneliti, bahwa peneliti lebih fokus untuk
meneliti hak ijbar wali terhadap anak gadis dan janda dalam pandangan Imam
Syafi’i perspektif gender.

Tesis Iklilah Muzayyanah Dini Fajriyyah, yang berjudul “Kuasa konsep
ijbar terhadap perempuan: studi atas pengalaman kawin paksa di keluarga ndalem
pesantren di Jawa Timur.”?°Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif
dengan perspektif perempuan yang menempatkan pengalaman perempuan sebagai
fokus perhatian utama. Kajian ini dilakukan di lima kabupaten di Jawa Timur yaitu
di Malang, Jombang, Jember, Pamekasan dan Pasuruan dengan melibatkan tujuh
perempuan anak Kyai sebagai informan utama.

Penelitian ini mengkaji dua hal, yaitu dasar hukum ijbar dalam kitab-kitab
fikih dan pengalaman perempuan dengan metode wawancara mendalam dan
observasi. Hasil penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan bagaimanakah
pembentukan konsep ijbar dalam hukum Islam dan apa implikasinya bagi
kehidupan perempuan?. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan
peneliti, bahwa peneliti lebih memfokuskan pada pandangan Imam Syafi’i tentang

hak ijbar wali yang dianalisa dengan pendekatan gender.

% |klilah Muzayyanah Dini Fajriyyah, “Kuasa Konsep ljbar Terhadap Perempuan: Studi Atas Pengalaman
Kawin Paksa Di Keluarga Ndalem Pesantren di Jawa Timur, Tesis, (Jakarta : Universitas Indonesia, 2007 ).
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Skripsi Mustofa Kamal yang berjudul “ljbar dan Kebebasan Wanita Dalam
Menentukan Pasangan Perspektif Mahmud Syaltut”.*°Skiripsi ini menggunakan
maslahah yang berkonsentrasi pada hifdzu an-nafs, yang pada gilirannya skripsi ini
menyimpulkan bahwa memberikan hak kepada perempuan untuk bebas memilih
calon suamniya merupakan “harga mati” yang tidak bisa ditawar lagi demi
mewujudkan tujuan perkawinan itu sendiri.

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian
terdahulu di atas bahwa penelitian yang dilakukan penulis lebih memfokuskan pada
hak ijbar wali menurut pandangan Imam Syafi’i yang dianalisa dari perspektif

gender.

H. Sistematika Pembahasan
Dalam penelitian ini disusun sebuah sistematika penulisan, agar dengan
mudah diperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh tentang fokus penelitian
yang akan dilakukan, maka secara umum sistematika pembahasan ini akan
dipaparkan sebagai berikut :

Bab | : Mengemukakan pendahuluan yang di dalamnya memuat latar belakang yang
mencerminkan kegelisahan intelektual penulis, dari latar belakang ini
dimunculkan batasan masalah agar lebih fokusnya masalah akan diteliti
dan dirumuskan beberapa pertanyaan mengenai rumusan masalah. Untuk

menjawab rumusan masalah itu maka ditentukannlah tujuan penelitian.

% Musthofa Kamal, “Ijbar dan Kebebasan Wanita dalam Menentukan Pasangan Perspektif Mahmud Syaltut”,
Skripsi , (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta , 2003).
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Bab 11

Bab Il

Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara
teoritis dan kontribusi secara praktis. Pada bab ini juga diuraikan tentang
metode penelitian untuk memaparkan cara menganalisis masalah yang akan
diteliti. Selanjutnya, penelitian terdahulu diutarakan sebagai parameter
untuk mengetahui  sejauh mana orisinalitas penelitian yang sedang
penulis lakukan dan sistematika pembahasan guna memberikan gambaran
umum tentang tahapan penelitian yang akan dilakukan.

: Menguraikan tentang teori-teori dan definisi-definisi yang melandasi
penulisan dan pembahasan yang berkaitan dengan judul. Teori dan definisi
tersebut diperoleh dari studi kepustakaan dan beberapa literatur. Kajian
pustaka pada penelitian ini meliputi : pengertian, dasar hukum, syarat-
syarat, macam-macam, urutan hak kewalian dan pembahasan khusus
tentang hak ijbar wali dalam pernikahan. Dalam bab ini juga dipaparkan
juga tentang problematika gender dan Islam yang meliputi wawasan gender
yang terdiri dari : pengertian gender dan perbedaan sex dan gender; gender
dalam hukum Islam yang terdiri dari : asal-usul penciptaan perempuan,
kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam kepemimpinan dan prinsip-
prinsip kesetaraan laki-laki dan perempuan dalam al-Qur’an; pernikahan
yang berkeadilan gender; gender dalam keluarga.dipaparkannya kajian
pustaka ini adalah sebagai titik tolak dalam menganalisis tema yang
dijadikan sebagai fokus dalam penelitian.

: Bab ini memuat tentang Biografi dan Sejarah Sosio-Intelektual Imam

Syafi’i yang mengantarkan penulis bagaimana memahami riwayat hidup,
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corak pemikiran Imam Syafi’i dan faktor-faktor yang mempengaruhi corak
pemikiran Imam Syafi’i.

Bab IV : Bab ini memaparkan tentang hak ijbar dalam pandangan Imam Syafi’i
terhadap gadis dan janda yang dilihat dari perspektif keadilan gender
dengan memaparkan pendapat para aktifis gender mengenai kesetaraan
laki-laki dan perempuan yang dikaitkan dengan hak ijbar wali menurut
pandangan Imam Syafi’i. Sehingga dari sisi akan diperoleh pemahaman
tentang hak ijbar wali dalam pandangan Imam Syafi’i perspektif gender.

Bab V : Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi penutup yang merangkum
semua hasil penelitian yang kemudian dihasilkanlah sebuah kesimpulan
yang merupakan intisari penelitian dan saran-saran agar nantinya penelitian
yang dilakukan dapat dipakai sebagai bahan rujukan bagi penelitian

mendatang yang memiliki tema sama.
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BAB 11
WALI DALAM PERNIKAHAN DAN

GENDER DALAM ISLAM

A. Wali dalam pernikahan
1. Pengertian Wali
Kata wali dikalangan masyarakat muslim mengandung beragam
pemahaman. Kata wali memiliki makna yang berbeda sesuai dengan bidang dan
disiplin keilmuannya. Misalnya pegertian wali dala
m ilmu tasawuf akan berbeda dengan pengertian menurut ilmu figh. Menurut
bahasa, perwalian (al-wilayah) berarti kecintaan dan pertolongan, seperti firman

Allah swt dalam surat al-Maidah (5) ayat 56 :
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Artinya : Dan Barangsiapa mengambil Allah, Rasul-Nya dan orang-orang
yang beriman menjadi penolongnya, Maka Sesungguhnya pengikut (agama) Allah
Itulah yang pasti menang.

Adakalanya kata al-wilayah dipakai juga dengan makna al-qudrah atau
al-sulthah. Dengan demikian, wali disini adalah yang mempunyai kekuasaan
(shahibus sulthah). Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, wali
diartikan sebagai pengasuh pengantin perempuan ketika nikah, yaitu orang yang
melakukan janji nikah dengan laki-laki.*

Wali secara umum adalah seseorang yang karena kedudukannya
berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Dapatnya ia
bertindak terhadap dan atas nama orang lain itu adalah karena orang lain itu
memiliki sesuatu kekurangan pada dirinya yang tidak memungkinkan ia  bertindak
sendiri secara hukum, baik bertindak atas harta atau atas dirinya.*

Menurut Burgerlijk Wetboek, wali adalah orang yang menurut hukum
menggantikan orang dewasa dalam melaksanakan kewajiban yang tergolong
perbuatan hukum. * Sedangkan dalam istilah figh, perwalian ialah penguasaan
penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk melakukan,

menguasai dan melindungi orang atau barang. Penguasaan dan perlindungan itu

disebabkan oleh :

¥ QS.al-Maidah (5) : 56.

%2 Tim Penyusun Kamus Pusat Penelitian dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia,
(Jakarta : Balai Pustaka, 1989), 1007.

¥ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Kencana, Jakarta, 2006), 68.

% Djohan Effendi, “Wali” dalam Ensiklopedia Nasional Indonesia, XVIII (Jakarta : PT.Cipta Adi
Pustaka,1991), 232.
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a. Pemilikan orang atas orang atau barang, seperti perwalian atau budak yang
dimiliki atau barang-barang yang dimiliki.
b. Hubungan kerabat atau keturunan, seperti perwalian seseorang atas salah seorang
kerabatnya atau anak-anaknya.
c. Karena memerdekakan budak, seperti perwalian seseorang atas budak yang
dimerdekakannya.
d. Karena pengangkatan, seperti perwalian seseorang kepala negara atas rakyatnya
atau perwalian seorang pemimpin atas orang yang dipimpinnya.®
Alauddin Al-Khurafa’ menjelaskan bahwa secara bahasa perwalian dalam
Syariat Islam berarti pertolongan atau bantuan atau orang yang mempunyai
tanggung jawab untuk melaksanakan urusan orang lain dan menguasai serta
mengurusi perkara orang lain tersebut. Sedangkan perwalian menurut istilah adalah
suatu hak untuk mengucapkan suatu ucapan (akad) atas orang lain baik ia
menghendakinya atau tidak, dikarenakan kelemahan yang dimiliki oleh orang lain
tersebut dan minimya keahlian untuk melaksanakan transaksi atas dirinya sendiri.*
Dalam perkawinan wali itu adalah seseorang yang bertindak atas nama
mempelai perempuan dalam suatu akad nikah. Akad nikah dilakukan oleh dua
pihak, yaitu pihak laki-laki yang dilakukan oleh mempelai laki-laki dan pihak

perempuan yang dilakukan oleh walinya.*

% Kamal Muchtar, Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan, cet ke-3 (Jakarta : Bulan Bintang, 1993), 93.
% Djohan Effendi, Op.Cit., 234.
" Amir Syarifuddin, Op.Cit., 68.
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2. Dasar Hukum Adanya Wali
Dasar hukum keharusan adanya wali dalam pernikahan adalah sebagai
berikut :

a. Firman Allah SWT dalam surat an-Nur ayat 32 dan surat al-Baqgarah ayat 221 :

A e s Al c,, PR NP PR N AR £
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Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu,

dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang
lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah

akan memampukan mereka dengan karurnia-Nya. dan Alla Maha Luas
(pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

3
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Artinya : Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik,
sebelum mereka beriman.

Menurut pendapat jumhur Ulama figh yang dikutip oleh Sayyid Sabiq,

dalam dua ayat di atas ditujukan kepada laki-laki bukan kepada perempuan.
Seolah-olah Allah berfirman : (S il oS5 ga ol g¥Ileal) 52853 (Janganlah

kamu menikahkan —wahai para wali- perempuan-perempuan yang berada di
bawah perwalian kamu dengan laki-laki musyrik).*

b. Dua hadis Nabi masing-masing dari Abu Musa r.a. dan Aisyah r.a. yang
menegaskan bahwa pernikahan seseorang tanpa adanya wali adalah batal

Rasulullah bersabda :

%QS.An-Nur (24) : 32.

¥Qs.Al-Bagarah (2) : 221.

“OYunahar llyas, Kesetaraan Gender Dalam Al-Qur’an : Studi Pemikiran Para Mufassir, (Yogyakarta:
LABDA Press,2006), 119.
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Artinya :....dari Abi Musa berkata : berkata Rasulullah Saw : Tidak
ada nikah kecuali dengan adanya wali (HR.Ahmad, Abu daud Tirmidzi dan
Ibnu Majah dari Abu Musa)

O Qlasbes e o () oo Al O a Las JB 20300 U jus) JB 2 5 B )
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Artinya: ....dari Aisyah RA dari Nabi Saw bahwasannya beliau
berkata berkata : Siapapun perempuan yang menikah tanpa seizin walinya,
maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal. Jika hubungan seksual
telah terjadi (setelah pernikahan itu) maka perempuan itu berhak mendapatkan
maharnya karena ia telah menghalalkan kehormatannya. Jika pihak wali enggan
menikahkan, maka hakimlah yang bertindak sebagai wali bagi seseorang yang
tidak ada walinya. (HR. Abu Daud, Ibnu Majah, Ad-Darimi dan At-Tirmidzi
dari Aisyah)

“"Musnad Ahmad, Musnad Kufiyin,hadis nomor 18911; Musnad Abu Dawud kitab an-Nikah bab fi al-wali
hadis nomor 1785; Sunan at-Tirmidzi kitab an-Nikah bab ma jaa la nikaha illa bi wali hadis nomor
1020;Sunan Ibnu Majah kitab an-Nikah bab la nikaha illa bi wali hadis nomor 1871.

%2 Sunan at -Tirmidzi ,kitab an-Nikah, bab ma jaa la nikaha illa bi wali,hadis nomor 1021; Musnad Abu
Dawud,kitab an-nikah,bab fi al-wali,hadis nomor 1784; Sunan Ibnu Majah,kitab an-Nikah,bab la nikaha illa
bi wali,hadis nomor 1869; Sunan ad-Darimi,kitab an-Nikah,bab an-nahyi an nikah bi ghairi wali, hadis

nomor 2089.

26



C.

Latar belakang turunnya firman Allah SWT
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Artinya : Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa

iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi
dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka
dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang

beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu
dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

Dalam sebuah riwayat Bukhari dari Hasan disebutkan bahwa Ma’qil
bin Yasar menceritakan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan dirinya, *

mengatakan :
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Artinya : dari Hasan berkata kepadaku Ma’qil bin Yasar (s slaai Y
bahwa ayat tersebut turun berkaitan dengan dirinya. la berkata aku menikahkan
saudara perempuanku dengan seorang laki-laki kemudian ia menceraikannya
sampai ketika habis masa iddahnya ia dating kembali untuk melamarnya lalu
aku berkata padanya aku sudah menikahkanmu, member kamu tempat tinggal
dan memuliakan lalu engkau datang lagi melamarnya tidak demi Allah ia tidak

**QS.Al-Bagarah (2) : 232.

** Yunahar llyas, Op.Cit., 120.

% Al-Ja’fiy Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhori, Shohih Bukhori, No.4255, juz IV, (Beirut: Dar
Ibnu Katsir, tt), 1645.
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akan pernah kembali kepadamu. Laki-laki tersebut menanggapinya sebagai
masalah namun perempuan tersebut sebetulnya masih ingin kembali padanya

maka Allah kemudian menurunkan ayat o=y Rasul kemudian
menanggapinya dan membacakan ayat tersebut di atas lalu aku berkata
sekarang aku akan melakukannya ya Rasulullah ia kemudian meninggalkan
penjagaan itu dan tunduk pada perintah Allah lalu ia menikahkannya
denganku (HR.Bukhari)

Menurut Ibnu Hajar al-Asgalani dalam Fath al-Bari, latar belakang
turunnya ayat ini merupakan dalil yang paling jelas tentang hukum perwalian.
Karena kalau perwalian itu tidak ada, buat apa disebutkan menghalang-halangi.
Kalau perempuan itu boleh menikahkan dirinya sendiri, tentu ia tidak perlu
kepada saudara laki-lakinya tersebut. Sebab barang siapa yang urusannya
menjadi kekuasaannya sendiri tentulah tidak akan dikatakan kepada orang lain
menghalang-halanginya bila orang lain itu tidak setuju dengan tindakannya.

d. Perkawinan itu mempunyai beberapa tujuan, sedangkan perempuan biasanya
tunduk kepada perasaannya, karena itu ia tidak pandai memilih, sehingga tidak
dapat mencapai tujuan perkawinan. Oleh sebab itu ia tidak boleh melakukan
akad nikah secara langsung. Akad nikah harus dilakukan oleh walinya supaya
tujuan perkawinan itu bisa tercapai secara sempurna.*

3. Syarat-Syarat Menjadi Wali
Orang-orang yang disebutkan di atas baru berhak menjadi wali bila
memenuhi persyaratan sebagai berikut ;

a. Telah dewasa dan berakal sehat dalam arti anak kecil atau orang gila tidak

berhak menjadi wali. Ini syarat umum bagi orang yang melakukan akad.

“® Yunahar llyas, Op.Cit., 121.
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b. Laki-laki, Tidak boleh perempuan menjadi wali. Dalilnya adalah hadis Nabi dari
Abu Hurairah yang telah dikutip di atas. Ulama hanafiyah dan Ulama Syiah
Imamiyah mempunyai pendapat yang berbeda dalam persyaratan ini. Menurut
mereka perempuan yang telah dewasa dan berakal sehat dapat menjadi wali
untuk dirinya sendiri dan dapat pula menjadi wali untuk perempuan lain yang
mengharuskan adanya wali. Sebagaimana dijelaskan di atas.”’

c. Muslim, tidak sah orang yang tidak beragama Islam menjadi wali untuk orang

muslim. Hal ini berdalil dari firman Allah swt dalam surat Ali Imran ayat 28 :

z
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Artinya : janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang
kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin.

d. Orang merdeka

e. Tidak berada dalam pengampuan atau mahjur alaih. Alasannya ialah bahwa
orang yang berada dalam pengampuan tidak dapat berbuat hukum dengan
sendirinya. Kedudukannya sebagai wali merupakan suatu tindakan hukum.

f. Berpikiran baik, orang yang terganggu pikirannya karena ketuannya tidak boleh
menjadi wali, karena dikhawatirkan tidak akan mendatangkan maslahat dalam
perkawinan tersebut.*

g. Adil dalam artian tidak pernah terlibat dalam dosa besar dan sering terlibat
dalam dosa kecil serta tetap memelihara sopan santun atau muru’ah. Ulama

Syiah tidak mensyaratkan adilnya wali dalam perkawinan. keharusan wali itu

" Amir Syarifuddin, Op.Cit., 73.
8 QS. al-Imron (3) : 28.
* Amir Syarifuddin, Op.Cit., 78.
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adil berdasarkan kepada sabda Nabi dalam hadis Aisyah menurut riwayat dari

Daruquthniy :
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Artinya :....Dari Ibnu Abbas berkata : berkata Rasulullah Saw :
Tidak sah nikah kecuali bila dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil.

h. Tidak sedang melakukan ihram untuk haji atau umrah.

Dalam hal persyaratan ini Ulama Hanafiyah mengemukakan
pendapat yang berbeda. Menurut mereka wali yang melakukan ihram dapat
menikahkan pasangan yang sedang ihram.*

4. Macam-Macam Wali
Yang berhak menempati kedudukan wali itu ada tiga kelompok :
a. Wali nasab

Wali nasab artinya anggota keluarga laki-laki dari calon mempelai
perempuan yang mempunyai hubungan darah patrilineal dengan calon
mempelai perempuan.

Wali nasab terbagi menjadi dua :
1) Wali mujbir.
Yaitu wali nasab yang berhak memaksakan kehendaknya untuk

menikahkan calon mempelai perempuan tanpa meminta izin kepada

Al-Daruquthniy, Sunan Daruquthniy, No.11, juz Ill, (CD Maktabah Syamelah : http//: www.shamela.ws),
221.

1 Amir Syarifuddin, Op.Cit., 82.
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2)

wanita yang bersangkutan . Hak yang dimiliki wali mujbir disebut dengan
hak ijbar. Dalam hal ini ulama Syafi’iyah membatasi bahwa hak ijbar
hanya dimiliki Ayah dan kakek. Ulama Hanafiyah menempatkan seluruh
kerabat nasab, baik sebagai asabah dalam kewarisan atau tidak. Sebagai
wali nasab termasuk zawil arham. *

Menurut mereka yang mempunyai hak ijbar bukan hanya
ayah dan kakek tetapi semuanya memiliki hak ijbar, selama yang
dikawinkannya itu adalah perempuan yang masih kecil atau tidak sehat
akalnya. Berbeda dengan pendapat jumhur ulama, anak dapat menjadi
wali terhadap ibunya yang akan kawin. Ulama Malikiyah menempatkan
seluruh kerabat nasab yang asabah sebagai wali nasab dan membolehkan
anak mengawinkan ibunya, bahkan kedudukannya lebih utama dari ayah
atau kakek. Golongan ini menambahkan orang yang diberi wasiat oleh
ayah sebagai wali adalah kedudukan sebagaimana kedudukan ayah.
Berbeda dengan Ulama Hanafiyah golongan ini memberikan hak ijbar
hanya kepada ayah saja dan menempatkannya dalam kategori wali akrab.
Wali nasab biasa

Yaitu wali nasab yang tidak mempunyai kewenangan untuk
memaksa menikahkan tanpa izin atau persetujuan dari wanita yang
bersangkutan dengan kata lain wali nasab biasa tidak memiliki

kewenangan untuk menggunakan hak ijbar.*

> Ipid.,

*% Hernawati dan Mukhlisin, Menuju Pernikahan Islami, (Karanganyar : Genius Komputer, 2008), 35.
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Dalam menetapkan wali nasab terdapat perbedaan pendapat
di kalangan Ulama. Beda pendapat ini disebabkan oleh tidak adanya
petunjuk yang jelas dari Nabi, sedangkan dalam al-Qur’an tidak
membicarakan sama sekali siapa-siapa yang berhak menjadi wali.

Jumhur ulama yang terdiri dari Syafi’iyah, Hanabilah,
Zhahiriyah dan Syiah Imamiyah membagi wali kedalam dua kelompok :

Pertama : Wali dekat atau wali garib yaitu ayah atau kalau
tidak ada ayah pindah kepada kakek. Keduanya mempunyai kekuasaan
yang mutlak terhadap anak perempuan yang akan dikawinkannya. la
dapat mengawinkan anaknya yang masih berada dalam usia muda tanpa
minta persetujuan dari anaknya tersebut. Ketidakharusan meminta
pendapat dari anaknya yang masih muda itu adalah orang yang masih
muda itu tidak mempunyai kecakapan untuk memberi persetujuan. Ulama
Hanabilah menempatkan orang yang diberi wasiat oleh ayah untuk
mengawinkan anaknya berkedudukan sebagai ayah.

Kedua : Wali jauh atau wali ab’ad, yaitu wali dalam garis
kerabat selain ayah dan kakek, juga selain anak dan cucu, karena anak
menurut Ulama jumhur tidak boleh menjadi wali terhadap ibunya dari
segi dia adalah anak. Bila anak berkedudukan sebagai wali hakim boleh
dia mengawinkan ibunya sebagai wali hakim. Adapun urutan wali ab’ad

adalah sebagai berikut :**

% Ibid., 35.
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p.

q.

Saudara laki-laki kandung,

Saudara laki-laki seayah.

Anak saudara laki-laki kandung.

Anak saudara laki-laki seayah.

Paman kandung.

Paman seayah.

Anak laki-laki paman kandung.

Anak laki-laki paman seayah.

Saudara laki-laki kakek sekandung

Saudara laki-laki kakek seayah

Anak laki-laki saudara laki-laki kakek kandung
Anak laki-laki saudara laki-laki kakek seayah
Saudara buyut sekandung

Saudara buyut seayah

Anak laki-laki buyut sekandung

Anak laki-laki buyut seayah

Ahli waris kerabat lainnya kalau ada.

3) Wali hakim

(sultan). Di Indonesia wali hakim adalah wali yang ditunjuk oleh Menteri
Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberikan hak dan

kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah. Wali hakim diatur dalam

Wali hakim adalah wali nikah yang ditunjuk oleh pemerintah

33



Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 tentang wali hakim. Wali

hakim dapat bertindak sebagai wali nikah apabila :

a)

b)

Wali nasab tidak ada : memang tidak ada (kemungkinan calon
mempelai kehabisan wali, dalam artian semua wali nasab yang
memenuhi syarat sebagai wali telah meninggal dunia atau calon
mempelai wanita tidak mempunyai wali karena wali berlainan agama
atau calon mempelai perempuan merupakan anak yang dilahirkan di
luar pernikahan)

Wali nasab tidak mungkin hadir : karena berpergian jauh sejauh
masufakul qasri (92,5 km) dan sulit dihubungi, berhaji atau
melaksanakan umroh.

Wali nasab tidak diketahui tempat tinggalnya.

Wali nasab ghaib (mafqud) : diperkirakan masih hidup tetapi tidak
diketahui rimbanya.

Wali nasab adhal atau enggan menikahkan (setelah ada putusan
Pengadilan Agama tentang wali tersebut). Wali adhal adalah wali yang
enggan menikahkan wanita yang telah balig dan berakal dengan
seorang laki-laki pilihannya.>®

Walinya nasab menjadi mempelai laki-laki dan perempuan berada di
bawah kewaliannya, sedang tidak ada wali yang sederajat dengan wali

nasab tersebut.

*51bid ., 36.
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4)

5)

g) Walinya sedang sakit pitam atau itam atau ayan. Bila kondisi akal dari
nasab yang tidak baik maka wali nikahnya bisa dilakukan oleh wali
hakim.

h) Walinya tidak boleh dihubungi (dipenjara) Karena harus menjalani
suatu hukuman di Lembaga Pemasyarakatan yang tidak bisa
dihubungi.

i) Walinya dicabut hak kewaliannya oleh Negara.*

J) Walinya ta’adzur (berhalangan). Berhalangan maksudnya adalah
karena sakit atau pikun, jompo atau yang berhubungan dengan bagian
fisik dari orang.

Wali Mu 'tig

Wali Mu'tig adalah seseorang yang memiliki hak dan
kewenangan menjadi wali nikah terhadap budak perempuan yang
dimerdekakannya.

Wali Muhakkam

Wali Muhakkam adalah wali yang diangkat melalui
persetujuan dua calon mempelai karena wali nasab tidak dapat menjadi

wali dengan sebab-sebab tertentu dan wali hakim tidak ada.>’

*® Badan Kesejahteraan Masjid Pusat, Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, (Jakarta: BKN Pusat,

1992), 31.

" Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta : Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas
Islam Indonesia, 1996) , 42.
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5. Kedudukan

Keberadaan wali dalam pernikahan adalah suatu yang mesti dan tidak sah
akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali itu ditempatkan sebagai
rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan ulama secara prinsip. Dalam akad
perkawinan itu sendiri, wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas
nama mempelai perempuan dan dapat pula sebagai orang yang dimintai
persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut.

Dalam mendudukan wali sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai
perempuan dalam melakukan akad terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama.
Terhadap mempelai yang masih kecil, baik laki-laki atau perempuan ulama sepakat
dalam mendudukannya sebagai rukun atau syarat dalam akad perkawinan.
Alasannya ialah bahwa mempelai yang masih kecil tidak dapat melakukan akad
dengan sendirinya dan oleh karenanya akad tersebut dilakukan oleh walinya.
Namun terhadap perempuan yang telah dewasa baik ia sudah janda atau masih
perawan, ulama berbeda pendapat. Beda pendapat itu disebabkan karena tidak
adanya dalil yang pasti yang bisa dijadikan rujukan. *®

Memang tidak ada satu ayatpun dalam al-Qur’an yang jelas secara ibarat al-
nash yang menghendaki keberadaan wali dalam akad perkawinan. Namun dalam al-
Qur’an terdapat petunjuk nash yang ibaratnya tidak menunjuk kepada keharusan
adanya wali, tetapi dari ayat tersebut secara isyarat nash dapat dipahami
menghendaki adanya wali. Di samping itu, terdapat pula ayat-ayat al-Qur’an yang

dipahami perempuan dapat melaksanakan sendiri perkawinannya.

%8 Amir Syarifuddin, Op.Cit., 86.
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Diantara ayat al-Qur’an yang mengisyaratkan adanya wali adalah sebagai
berikut :

Surat Al-Bagarah (2) ayat 232
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Artinya : Dan bila kamu telah mentalag perempuan dan hampir habis
iddahnya, maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin dengan
bakal suami mereka.

Surat Al-Bagarah (2) ayat 221 :
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Artinya : Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum
mereka beriman

Surat An-Nur (24) ayat 32 :
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Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan
orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan
hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan
memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya)
lagi Maha mengetahui.

Ibarat nash ketiga ayat tersebut di atas tidak menunjukkan keharusan adanya
wali. karena yang pertama larangan menghalangi perempuan yang habis masa

iddahnya untuk kawin, ayat kedua langan perkawinan perempuan muslimah dengan

% QS. al-Bagarah (2) : 232.
% QS. al-Bagarah (2) : 221.
81 QS. al-Nur (24) : 32.
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laki-laki musyrik, sedangkan ayat ketiga suruhan untuk mengawinkan orang-orang
yang masih bujang. Namun dalam ketiga ayat itu khitab Allah berkenaan dengan
perkawinan dialamatkan kepada wali, dapat pula dipahami daripada keharusan
adanya wali dalam perkawinan. Dari pemahaman ketiga ayat tersebut di atas jumhur
ulama menetapkan keharusan adanya wali dalam perkawinan.®

Memang hal-hal yang berkenaan dengan kawin dan mengkawinkan Allah
mengalamatkan titahnya kepada wali, karena dalam kehidupan masyarakat terutama
masyarakat Arab waktu turun-turun ayat ini perkawinan itu berada di tangan wali.
Ayat-ayat itu sepertinya memberikan pengkukuhan adanya wali. Meskipun
demikian, rasanya tidak mungkin dari taqrir itu ditetapkan hukum wajib apalagi
rukun dalam perkawinan.

Di samping itu terdapat pula ayat al-Qur’an yang memberikan pengertian
perempuan itu kawin sendiri tanpa mesti memakai wali. Diantaranya adalah :

Dalam surat Al-Bagarah (2) ayat 232 :
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Artinya : Dan apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa
iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan
bakal suaminya.

Dalam surat Al-Bagarah (2) ayat 230 :
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82 Amir Syarifuddin, Op.Cit., 89..
®3QS. al-Bagarah (2) : 232.
% QS. al-Bagarah (2) : 230.
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Artinya : Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua),
Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang
lain.
Dalam surat Al-Baqgarah (2) ayat 234 :
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Artinya : Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan
meninggalkan isteri-isteri (hendaklah Para isteri itu) menangguhkan dirinya
(ber'iddah) empat bulan sepuluh hari. kemudian apabila telah habis 'iddahnya, Maka
tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka
menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.

Ayat pertama di atas dengan tegas mengatakan perempuan itu mengawini
bekas suaminya dan wali dilarang mencegahnya. Ayat kedua dengan jelas
menyatakan perempuan itu melakukan perkawinan dengan laki-laki lain dan ayat
ketiga perempuan itu berbuat atas dirinya (maksudnya kawin). Dalam ketiga ayat
tersebut fa’il atau pelaku dari perkawinan itu adalah perempuan itu sendiri tanpa
disebutkan adanya wali.

Dari ayat-ayat kelompok kedua di atas ulama Hanafiyah dan ulama Syiah
Imamiyah berkesimpulan bahwa perempuan yang sudah dewasa dan sehat akalnya
dapat melakukan sendiri perkawinannya dan tidak perlu wali yang

mengakadkannya. Alasan rasionalnya ialah orang yang telah dewasa dan sehat akal

dapat bertindak hukum dengan sendirinya tanpa diperlukan bantuan walinya.

% S. al-Bagarah (2) : 234.
% Amir Syarifuddin, Op.Cit., 90.
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Golongan Hanafiyah dan Syiah Imamiyah yang tidak mewajibkan adanya
wali bagi perempuan dewasa dan sehat akal, menanggapi hadis pertama di atas
dengan menyatakan bahwa hadis tersebut mengandung dua arti : Pertama : tidak
sempurna suatu perkawinan tanpa adanya wali, bukan berati tidak sah. Kedua : bila
kata tidak itu diartikan dengan tidak sah, maka arahnya adalah kepada perempuan
yang masih kecil atau tidak sehat akalnya, karena terhadap dua perempuan tersebut
ulama Hanafiyah, seperti ulama jumhur, juga mewajibkan adanya wali.

Sedangkan terhadap hadis kedua ulama Hanafiyah dan pengikutnya
mengatakan bahwa perkawinan yang batal itu adalah bila perkawinan yang
dilakukan tanpa izin dari wali, bukan yang mengawinkannya hanyalah wali. Hadis
yang melarang perempuan mengawinkan dirinya atau perempuan lain itu adalah bila
perempuan itu masih kecil sedangkan yang sudah dewasa boleh saja dia
mengawinkan dirinya atau orang lain.®’

Disamping pembelaan Hanafiyah terhadap hadis-hadis yang dikemukakan
jumhur ulama, ulama Hanafiyah juga mengemukakan hadis Nabi yang mendukung
pendapatnya. Diantaranya adalah hadis Nabi dari Ibnu Abbas menurut riwayat
Muslim :
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Artinya : ....dari Ibnu Abbas bahwasannya Nabi Saw berkata : Janda lebih
berhak atas dirinya ketimbang walinya. (HR.Nasa’i, Ibnu Hiban dan Abu Dawud)

67 H
Ibid., 95.
% HR. Muslim, Abu Dawud, Nasa’i dan Ibnu Hiban (CD Maktabah Syamilah : Pustaka Ridwana)
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Hadis tersebut di atas digunakan oleh ulama Hanafiyah dan pengikutnya
untuk menguatkan pendapatnya dalam memahami ayat-ayat al-Qur’an tersebut
sebelumya untuk menetapkan tidak wajibnya wali bila yang melangsungkan
perkawinan itu adalah perempuan yang sudah dewasa dan sehat akal.

Dua kubu yang berbeda secara prinsip tersebut di atas dapat dirinci sebagai
berikut

a) Ulama Hanafiyah dan ulama Syiah Imamiyah berpendapat bahwa untuk
perkawinan anak kecil baik sehat akal atau tidak sehat akal diwajibkan
adanya wali yang akan mengakadkan perkawinanya. Sedangkan perempuan
yang sudah dewasa dan sehat akalnya dapat melangsungkan sendiri akad
perkawinannya tanpa adanya wali.

b) Ulama Syafi’iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa setiap akad perkawinan
dilakukan oleh wali, baik perempuan itu dewasa atau masih kecil, janda atau
masih perawan, sehat akal atau tidak sehat. Tidak hak sama sekali bagi
perempuan utnuk mengakadkan perkawinannya.

c) Pendapat Imam Malik menurut riwayat asyhab, wali mutlak dalam suatu
perkawinan dan tidak sah perkawinan tanpa adanya wali. Namun menurut
riwayat Ibnu Qasim, keberadaan wali hanyalah sunnah hukumnya dan tidak
wajib. Dalam literatur lain yang dinukilkan bahwa keberadaan wali hanya
diwajibkan bila perempuan yang kawin itu adalah perempuan yang
bangsawan dan tinggi martabatnya, sedangkan selain itu tidak diperlukan

wali.
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6. Urutan hak kewalian

Jumhur ulama mempersyaratkan urutan orang yang berhak menjadi wali
dalam arti selama masih ada wali nasab, wali hakim tidak dapat menjadi wali dan
selama wali nasab yang lebih dekat masih ada wali yang lebih jauh tidak dapat
menjadi wali.

Pada dasarnya yang menjadi wali itu adalah wali nasab yang qgarib. Bila wali
garib tersebut tidak memenuhi syarat baligh, berakal, Islam, merdeka, berpikiran
baik dan adil. Maka perwalian berpindah kepada wali ab ’ad, tetapi pindah kepada
wali hakim secara kewalian umum. Demikian pula wali hakim menjadi wali nikah
bila keseluruhan wali nasab sudah tidak ada, atau wali garib dalam keadaan adhal
atau enggan menikahkan tanpa alasan yang dapat dibenarkan. Begitu pula akad
perkawinan dilakukan oleh wali hakim bila wali garib sedang berada di tempat lain
yang jaraknya mencapai dua marhalah (sekitar 60 km) demikian adalah menurut
pendapat jumhur ulama.®

Dalam hal berpindahnya hak kewalian kepada wali hakim terdapat pendapat
lain. Menurut ulama Hanafiyah bila wali garib berpergian ke tempat jauh atau ghaib
dan sulit untuk menghadirkannya, hak kewalian pindah kepada wali ab’ad dan tidak
kepada wali hakim. pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Ulama Malikiyah.

Pindahnya kewalian kepada wali hakim atau sulthan bila seluruh wali tidak
ada atau bila wali garib dalam keadaan enggan menikahkan .hal ini menjadi
kesepakatan ulama. Dasarnya adalah hadis Nabi dari Aisyah menurut riwayat empat

perawi hadis selain Al-Nasa’i yang mengatakan :

% Amir Syarifuddin, Op.Cit., 98.
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Artinya: ....dari Aisyah RA dari Nabi Saw bahwasannya beliau berkata
berkata : Siapapun perempuan yang menikah tanpa seizin walinya, maka nikahnya
batal, nikahnya batal, nikahnya batal. Jika hubungan seksual telah terjadi (setelah
pernikahan itu) maka perempuan itu berhak mendapatkan maharnya karena ia telah
menghalalkan kehormatannya. Jika pihak wali enggan menikahkan, maka hakimlah
yang bertindak sebagai wali bagi seseorang yang tidak ada walinya. (HR. Abu
Daud, Ibnu Majah, Ad-Darimi dan At-Tirmidzi dari Aisyah)

Sedangkan yang menjadi dasar berpindahnya hak kewalian kepada wali
hakim pada saat wali garib berada di tempat lain menurut jumhur ulama adalah
disamakan kepada wali yang ada.

7. Hak ljbar Wali

Baik al-Qur’an maupun hadis tidak menjelaskan makna ijbar secara rinci,
namun diperlukan pemaknaan secara etimologis dengan menelusuri makna kata-
kata yang berkaitan masalah ijbar.

Pengertian ijbar muncul dalam bentuk konsep utuh, dan makna yang

sebenarnya secara implisit akan tampak kemudian dalam penelusuran konsep

tersebut karena kata ijbar mempunyai arti yang dikenal umum dalam bahasa arab.

Secara etimologis kata ijbar berasal dari kata dasar =),  Ja& ‘_Ac >l

4.3l 5,48 S yang berarti memaksakan dan mewajibkan untuk melakukan sesuatu.

"® HR. Nasa’i nomor 4261 (CD Maktabah Syamilah : http//:www.shamela.ws)
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Pengertian ijbar berdasarkan kata dasarnya juga berarti 3 (memaksa) dan a_ Y

(pemaksaan).”

Sementara itu secara terminologis kata ijbar adalah kebolehan bagi ayah
atau kakek untuk menikahkan anak perempuan yang masih gadis tanpa izinnya.
Dengan demikian ayah lebih berhak terhadap anaknya yang masih gadis dari pada
anak itu sendiri. Dalam pengertian figh, ayah atau kakek dapat menikahkan anak
perempuannya tanpa dibutuhkan persetujuan dari yang bersangkutan , vyaitu
perempuan yang masih gadis atau yang keperawanannya hilang bukan akibat
hubungan seksual misalnya terjatuh, kemasukan jari atau semacamnya. "

Ijbar juga perlu dibedakan dengan ikrah. Ikrah adalah tindakan yang tidak
bertanggung jawab, melanggar HAM, dan terkadang disertai dengan ancaman.
Pemaksaan ini dilakukan oleh orang-orang yang kurang bertanggung jawab
terhadap si gadis. Sedangkan ijbar adalah tindakan untuk melakukan perkawinan
bagi anak gadisnya atas dasar tanggung jawab yang hanya bisa dilakukan oleh ayah
dan kakek. ljbar dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan atau tanggung jawab
seorang ayah terhadap anaknya. Karena keadaan anaknya yang dianggap belum atau
tidak memiliki kemampuan untuk bertindak. ® Sementara itu wacana yang
berkembang dalam masyarakat kita adalah bahwa orangtua seringkali memaksa

anaknya untuk kawin atau menikahkan anaknya dengan pilihannya, bukan pilihan

™ Ahmad Warson Munawir, Kamus al-Munawir, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 164-165.

"2 Taufiq Hidayat , Rekonstruksi Hak ljbar, De Jure I, (Malang: P3M fak.Syariah UIN Malang, 2009) , 12.

" Husein Muhammad, Figh perempuan: refleksi kyai atas wacana agama dan gender, (Yogyakarta:
LKIS,2002) , 80.
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anaknya, yang populer dengan sebutan kawin paksa. Hal ini merupakan kesalahan
mendasar dalam memahami makna ijbar dan ikrah.

Dengan memahami makna ijbar, kekuasaan ayah untuk menikahkan anak
perempuannya hanyalah hak mengawinkan saja, bukan tindakan memaksakan
kehendaknya sendiri tanpa memperhatikan kerelaan sang anak. Dengan demikian
hak ijbar seorang ayah lebih menekankan aspek tanggung jawab, dengan asumsi
dasar bahwa anak perempuannya belum atau tidak memiliki kemampuan untuk
bertindak sendiri. ™
Urgensi Wali dalam Pernikahan

Salah satu hadis yang menjadi dasar urgensitas perwalian dalam pernikahan

adalah hadis berikut :
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Artinya :....dari Abi Musa berkata : berkata Rasulullah Saw : Tidak ada
nikah kecuali dengan adanya wali (HR.Ahmad, Abu daud Tirmidzi dan Ibnu Majah
dari Abu Musa)

Secara tekstual hadis di atas memberikan pemahaman bahwa
pernikahan yang dilangsungkan tanpa adanya seorang wali hukumnya adalah

batal karena dalam hadis tersebut secara tegas menyatakan demikian dan tidak

ada garinah yang dapat memalingkan makna hadis tersebut kepada makna

™ Taufiq Hidayat, Op.Cit., 13.

"Musnad Ahmad, Musnad Kufiyin,hadis nomor 18911; Musnad Abu Dawud kitab an-Nikah bab fi al-wali
hadis nomor 1785; Sunan at-Tirmidzi kitab an-Nikah bab ma jaa la nikaha illa bi wali hadis nomor
1020;Sunan Ibnu Majah kitab an-Nikah bab la nikaha illa bi wali hadis nomor 1871.
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yang hanya menunjuk pada aspek kesempurnaan sebuah pernikahan. Bahkan
melalui kajian tematis-korelatif terhadap hadis-hadis yang memiliki tema yang
semakna, dibutuhkannya seorang wali sebagai kunci sahnya pernikahan meliputi
izin dan tindakan untuk mengakadkannya sehingga tidak memberikan peluang
bagi seorang perempuan untuk menikahkan dirinya kepada orang lain sekalipun
telah mendapatkan izin dari seorang wali.”

Namun satu hal yang harus diakui bahwa persinggungan antara
legislasi hukum Islam dengan nilai-nilai yang berkembang pada masa Jahiliyah
merupakan satu hal yang tidak terbantahkan bahkan mempunyai kontribusi yang
tidak sedikit dalam pembentukan hukum Islam. Persoalan wali dalam pernikahan ini
pun sebenarnya tidak dapat dipisahkan dari kedudukan perempuan yang sangat
tidak mempunyai akses dalam kehidupan publik bahkan boleh dikatakan mereka
ibarat robot yang tidak bisa berbuat apa-apa tanpa adanya bantuan remote
control yang ada di tangan para laki-laki sehingga terhadap dirinya pun sama sekali
tidak mempunyai kebebasan untuk memilih sekalipun menyangkut hal-hal yang
sifatnya privasi seperti dalam memilih jodoh.

Realita inilah yang sebenarnya tidak dapat diabaikan begitu saja dalam
memahami teks-teks keagamaan termasuk hadis Nabi ketika berbicara tentang relasi
laki-laki dan perempuan sekalipun juga perlu ditegaskan bahwa setting historis yang

dapat dimasukkan sebagai Asbab al-wurdd makro —dalam perbincangan ilmu hadis—

"® Nor Salam, “Studi Atas Hadis La Nikaha Illa Bi Waliyyin : Analisis llmu Hadis”, skripsi, (Malang : UIN
Maliki Malang, 2010), 98.
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tidak dapat dikatakan sebagai hubungan sebab-akibat melainkan hanya sebagai
instrumen peraga atas apa yang sebenarnya terjadi.

Kaitannya dengan keberadaan wali dalam pernikahan dalam konteks
kekinian yang mana perempuan telah mendapatkan dunianya yang tentu sangat
berbeda dengan dunia mereka pada masa-masa Jahiliyah, di mana perempuan juga
memiliki hak untuk memilih sesuatu yang dianggap baik terhadap kehidupannya,
maka kondisi ini tidak serta merta dapat menghapuskan fungsi wali yang juga
mendapatkan legitimasi dari nash-nash hadis yang secara kualitas maupun kuantitas
dapat dipertanggung jawabkan. Hal ini tentu saja mengingat fungsi wali dalam
pernikahan diproyeksikan sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak
perempuan dalam kehidupan rumah tangga yang akan dibangunnya. Namun
demikian, wali tidak lagi mempunyai hak untuk memveto —yang dalam term figh
disebut sebagai hak ijbar— seorang perempuan untuk menuruti kehendaknya
melainkan hanya berfungsi sebagai pemberi pertimbangan. Hak veto bagi seorang
wali hanya diperbolehkan dalam hal-hal tertentu seperti bagi seorang perempuan
yang dianggap tidak cakap sehingga dalam hal ini tidak lagi dibedakan antara
perawan dan janda seperti dikenal dalam Kkitab-kitab figh melainkan harus
dibedakan berdasarkan tingkat kecakapannya.’’

Setidaknya ada dua alasan yang dapat dijadikan sebagai pijakan untuk
menolak adanya hak ijbari. Pertama, adalah peristiwa yang dialami oleh
Khunasa’ binti Khidam al-Anshariyah tatkala ia dinikahkan oleh ayahnya dengan

anak saudaranya dengan tujuan dengan dinikahkannya dengan Khunasa’ maka

" Ibid.,100.
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perbuatan buruk laki-laki tersebut bisa hilang, sementara Khunasa’ tidak
menyenanginya. Kemudian ia datang hendak mengadu kepada Rasulullah Saw
yang kebetulan pada saat itu ia ditemui oleh Aisyah. Tidak lama kemudian
Rasulullah datang dan Khunasa’ pun mengadukan apa yang tengah dialaminya.
Mendengar pengaduan tersebut, Rasulullah memanggil ayahnya dan menyuruh
untuk menyerahkan perjodohannya kepada anak perempuannya (Khunasa’). Tetapi
kemudian Khunasa’ berkata bahwa ia menerima apa yang telah diperbuat oleh
ayahnya hanya saja ia ingin memberikan penjelasan bahwa wali (ayah) tidak
memiliki hak untuk memaksa. "

Kedua, adalah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim yang berasal dari
Said bin Mansur :
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Artinya : Telah menceritakan kepada kami Sa’id bin Manshur dan Qutaibah
bin Sa’id, mereka berdua berkata : Telah menceritakan kepada kami Malik. Dan
telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya — dan lafadh ini miliknya - , ia
berkata : Aku berkata kepada Malik : Apakah ‘Abdullah bin Al-Fadhl pernah
berkata kepadamu, dari Nafi’, dari Ibnu ‘Abbas : Bahwasannya Nabi shallallaahu
‘alaihi wa sallam pernah bersabda : “Seorang janda lebih berhak atas dirinya
daripada walinya, sedangkan anak gadis harus dimintai ijin/persetujuan darinya.
Sedangkan ijinnya adalah diamnya ?”. Ia (Maalik) menjawab : “Ya”

Berdasarkan pada dua hadis di atas, maka hadis yang berbunyi ¥) zS3Y

5 hanya berposisi sebagai penegasan bahwa adanya wali dalam pernikahan

merupakan sebuah keniscayaan, sementara dua hadis yang disebutkan terakhir di

’® Ibid., 101.
" HR.Muslim nomor 1421 (CD Maktabah Syamilah : Pustaka Ridwana)
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atas berposisi sebagai aturan main yang membatasi kekuasaan seorang wali. Andai
saja, ijbar seorang wali dibenarkan, niscaya pada kasus Khunasa’, Nabi akan
membenarkan tindakan ayahnya. Begitu juga hadis kedua yang dengan tegas

menunjukkan keharusan wali memintai ijin orang yang akan dinikahkan (o'ﬁi-"wﬂ),

sementara redaksi “meminta ijin” sama sekali tidak berkonotasi dengan kata

“memaksa”.®

B. Gender dalam Islam
1. Pengertian Gender
Kata gender berasal dari bahasa Inggris berarti jenis kelamin. Dalam
Webster’s New World Dictionary, gender diartikan sebagai perbedaan yang tampak
antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku.®
Di dalam Women’s Studies Encyclopedia dijelaskan bahwa gender adalah
suatu konsep cultural yang berupaya membuat pembedaan (distincion) dalam hal
peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan
perempuan yang berkembang dalam masyarakat.®
Meskipun kata gender belum masuk dalam perbendaharaan Kamus Besar
Bahasa Indonesia, istilah tersebut sudah lazim digunakan, khususnya di Kantor
Menteri Negara Urusan Peranan Wanita dengan ejaan “jender”. gender diartikannya

sebagai “interpretasi mental dan kultural terhadap perbedaan kelamin yakni laki-laki

8 Nor Salam, Op.Cit.,101.

8 The apparent disparity between man and women in values and behavior), lihat Victoria Neufeld (ed.),
Webster New World Dictionary, (New York : Webster’s New World Clevenland, 1984), 561.

8 Helen Tierney (ed.), Women’s Studies Encyclopedia, |, (New York : Green Wood Press, tt), 153.
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dan perempuan. gender biasanya dipergunakan untuk menunjukkan pembagian kerja
yang dianggap tepat bagi laki-laki dan perempuan”.

Dari berbagai definisi di atas dapat disimpulkan bahwa gender adalah suatu
konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan
dilihat dari segi sosial-budaya. gender dalam arti ini mendefinisikan laki-laki dan
perempuan dari sudut non-biologis dan merupakan suatu bentuk rekayasa masyarakat
(social constructions), bukannya sesuatu yang bersifat kodrati.®

2. Perbedaan Sex dengan Gender

Gender secara umum digunakan untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki
dan perempuan dari segi sosial budaya, maka sex secara umum digunakan untuk
mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi anatomi biologi. Istilah
sex (dalam kamus bahasa Indonesia juga berarti "jenis kelamin™) lebih banyak
berkonsentrasi kepada aspek biologi seseorang, meliputi perbedaan komposisi kimia
dan hormon dalam tubuh, anatomi fisik, reproduksi, dan karakteristik biologis
lainnya. Sedangkan gender lebih banyak berkonsentrasi kepada aspek sosial, budaya,
psikologis, dan aspek-aspek non biologis lainnya.

Studi gender lebih menekankan pada aspek maskulinitas (masculinity) atau
feminitas (femininity) seseorang. Berbeda dengan studi sex yang lebih menekankan
kepada aspek anatomi biologi dan komposisi kimia dalam tubuh laki-laki (maleness)
dan perempuan (femaleness). Proses pertumbuhan anak (child) menjadi seorang laki-
laki (being a man) atau menjadi seorang perempuan (being a woman), lebih banyak

digunakan istilah gender dari pada istilah sex. Istilah sex umumnya digunakan untuk

#Nasaruddin Umar, Prespektif Gender Dalam Islam, Paramadina | (Jakarta : Paramadina, 1998), 98.
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merujuk kepada persoalan reproduksi dan aktivitas seksual (love-making activities),
selebihnya digunakan istilah gender.®
3. Gender dalam Hukum Islam

Secara historis telah terjadi dominasi dalam semua masyarakat di sepanjang
zaman. Kecuali dalam masyarakat matriarkal, yang jumlahnya tidak seberapa.
Perempuan dianggap lebih rendah daripada laki-laki. Dari sinilah muncul doktrin
ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan. Perempuan tidak cocok memegang
kekuasaan ataupun memiliki kemampuan yang dimiliki dengan laki-laki dan karena
itu, dianggap tidak setara dengan laki-laki. Laki-laki harus memiliki dan
mendominasi perempuan, menjadi pemimpinnya dan menentukan masa depannya,
dengan bertindak baik sebagai ayah, saudara laki-laki ataupun suami. Alasannya,
untuk kepentingannyalah dia harus tunduk kepada jenis kelamin yang unggul.
Dengan dibatasi di rumah dan dibatasi di dapur, dia dianggap tidak mampu
mengambil keputusan di luar wilayah. Akan ada malapetaka yang sangat besar,
dengan dikatakan, apabila perempuan menjadi penguasa sebuah negeri.®

Meskipun begitu, semua ketidaksesuaian terhadap perempuan ini hendaknya
tidak menjadikan agama sebagai penyebab utama. Orang juga harus melihat agama
dalam konteks sosiologis atau sosio-historis tertentu yang kongkret. Akan lebih benar
untuk mengatakan bahwa masyarakat patriarkislah yang bertanggung jawab terhadap
status inferior perempuan seperti itu. Teks-teks skriptualis tanpa kecuali telah

ditafsirkan oleh laki-laki. Bahkan mereka mengembangkannya lebih jauh untuk

* 1bid. 99.
8 Asghar Ali Engineer, Hak-Hak Perempuan Dalam Islam, diterjemahkan Farid Wajidi dan Cici Farkha
Assegaf (Yogyakarta : Bentang, 1994), 55.

51



menemukan apa yang tidak ada dalam kitab suci.®® Dari sinilah yang menjadi akar
permasalahan lahirnya kesenjangan antara peran laki-laki dan perempuan. Oleh
karena itu, untuk mengetahui bagaimana sebenarnya al-Quran menempatkan posisi
laki-laki dan perempuan maka perlu adanya sebuah pengkajian ulang terhadap
beberapa ayat dalam al-Qur’an yang membicarakan tentang asal kejadian manusia,
konsep kesetaraan laki-laki dan perempuan serta ayat-ayat yang membicarakan
tentang prinsip-prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.

a. Asal usul penciptaan laki-laki dan perempuan.

Konsep tentang asal kejadian manusia merupkan isu yang sangat
penting dan mendasar dibicarakan, baik ditinjau secara filosofis maupun teologis,
karena konsep kesetaraan atau ketidaksetaraan laki-laki dan perempuan berakar
dari konsep penciptaan ini. Tidak adanya penjelasan secara terperinci dalam al-
Quran terhadap mekanisme penciptaaan Hawa mendorong timbulnya sebuah
penafsiran bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Oleh karena itu
perlu adanya pengkajian ulang terhadap kata nafs wahidah dan zaujaha dalam

surat al-Nisa’ ayat 1 yang berbunyi :

Artinya : Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang

8 Asghar Ali Engineer, Pembebasan Perempuan, diterjemahkan oleh Agus Nuryanto, (Yogyakarta : LKiS,
2003), 66.
8 QS. Al-Nisa’ (3) : 1.
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telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan
isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan
perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan
(mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan
(peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan
mengawasi kamu.

Para feminis muslim seperti Riffat Hasan tidak sepakat dengan
penafsiran yang mengemukakan bahwa Hawa diciptakan Adam. Perempuan
(Hawa) tidaklah diciptakan dari laki-laki (Adam). Munculnya sikap dan
pandangan umat Islam bahwa Adam adalah ciptaan Tuhan yang pertama dan
Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam, berasal dari injil. Untuk memperkuat
pendapatnya ini, Riffat Hasan mengutip empat rujukan tentang penciptaan
perempuan dalam genesis (kitab kejadian). Dalam kajian terhadap teks-teks
genesis tersebut diperoleh bahwa dalam bahasa lbrani, istilah Adam berasal dari
kata ‘Adamah yang berarti tanah.* Oleh karena itu, tidak dapat dipahami kalau
Hawa diciptakan dari diri Adam, karena Adam adalah istilah dalam bahasa lIbrani
yang berarti tanah. Teks-teks injil semacam itulah yang kemudian merasuki teks-
teks hadis yang dengan berbagai cara telah dijadikan sarana untuk menafsirkan
al-Quran.*

Secara khusus, Riffat Hasan menjelaskan bahwa kata nafs bukan
merujuk kepada Adam karena kata tersebut bersifat netral, bisa berarti laki-laki

ataupun perempuan. Begitu juga kata zauj tidak berarti perempuan karena secara

bahasa berarti pasangan yang bisa laki-laki ataupun perempuan. Karena

8 Fatimah Mernisi dan Riffat Hasan, Setara Di Hadapan Allah: Relasi Laki-Laki Dan Perempuan Dalam
Tradisi Islam Pasca Patriarkhi, diterjemahkan LSPPA, (Yogyakarta : Media Gama Offset, 1995), 45.
89 H

Ibid., 52.
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menurutnya, Kkata zauj yang berarti perempuan hanya dikenal di kalangan
masyarakat hijaz, sementara di daerah lain digunakan kata zaujah.”

Maulana Azad, seorang penafsir terkemuka di India, mengatakan
bahwa kebijaksanaan ilahi menciptakan semua dari satu diri. Tetapi dia
menafsirkan ungkapan nafs wahidatin (satu makhluk hidup) sebagai ayah.
Apakah kata itu berarti seseorang atau satu makhluk hidup atau ayah,
implikasinya sama, yakni bahwa semuanya berasal dari satu makhluk hidup, laki-
laki dan perempuan, dan karena itu memiliki status yang setara. al-Quran tidak
menyetujui pandangan bahwa Hawa dilahirkan dari tulang rusuk Adam yang
bengkok dan karena itu, memiliki status yang lebih rendah.”

Demikian juga dengan Amina Wadud Muhsin. secara rinci ia
membahas ayat di atas dengan melihat komposisi bahasa dan teks kata per kata.
la mengatakan bahwa al-Qur’an tidak menjelaskan bahwa Allah menciptakan
manusia dari laki-laki ataupun menunjukkan bahwa asal usul manusia adalah
Adam. Hal itu dilihat dari kata nafs yang berbentuk muannats. Secara konseptual
kata nafs tersebut mengandung makna netral, bisa menunjuk kepada laki-laki dan
juga bisa menunjuk kepada perempuan.®

Di samping itu, tidaklah bisa dipastikan bahwa Hawa adalah manusia
pertama dari kalangan perempuan ataupun istri bagi Adam, seperti yang selama

ini dipahami. Hal itu dapat dilihat dari kata zauj yang berbentuk mudzakkar, yang

! Asghar Ali Engineer, Op.Cit., 58.
%2 Amina Wadud Muhsin, Wanita Di Dalam al-Qur’an, diterjemahkan Yaziar Radianti (Bandung :  Pustaka,
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secara konseptual bersifat netral, tidak menunjuk kepada laki-laki ataupun
perempuan. Secara umum kata zauj dala al-Qur’an digunakan untuk menunjuk
jodoh, pasangan, istri dan kelompok. Karena sedikitnya informasi yang diberikan
al-Qur’an tentang penciptaan zauj ini, maka para mufassir klasik akhirnya
mengambil bibel yang mengatakan bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk
Adam.

Tentang teknis penciptaan Hawa, Amina tidak mengemukakan
pendapatnya secara tegas, apakah Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam atau
Hawa diciptakan terpisah yang mekanismenya sama seperti penciptaan Adam
dan dari substansi yang sama dengan Adam. Amina hanya menjelaskan bahwa
kata min dalam bahasa arab, dapat digunakan sebagai kata preposisi (kata depan)
“dari” dan untuk menunjukkan makna “menyarikan sesuatu dari sesuatu lainnya”
dan dapat digunakan untuk menyatakan sama macam atau jenisnya. Apabila
minha dalam surat al-Nisa’ ayat 1 digunakan fungsinya yang pertama (preposisi),
maka maknanya bahwa Hawa diciptakan dari Adam. Sebaliknya bila digunakan
fungsi min yang kedua, maka maknanya Hawa diciptakan dari jenis dan substansi
yang sama dengan Adam.*

Kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan dalam kepemimpinan.

Dalam surat al-Nisa’ ayat 34 dijelaskan bahwa :

*7~TL;§3/< e agad ‘&‘Jw‘-‘“ LT Je 5 e

.
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% Ibid., 24

55



deo
=2

> 7 @ 2 95 < O AL L S Y T G P O T

OB papels azlasdl § agaaly J ashad G a)sid 0L

z - P g Sz P -

e e ST Y Sl Sale Ty S el

Artinya : kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena

Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain

(wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta

mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi

memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara

(mereka). wanita-wanita yang kamu kHawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah

mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka.

kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk
menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

—n\

Ayat ini adalah yang paling banyak mengandung perdebatan sejauh
memperhatikan konsep dominasi kaum laki-laki. Banyak penafsir terdahulu, di
bawah pengaruh etos abad pertengahan, telah memakainya sebagai dukungan
yang suci pada superioritas laki-laki. Beberapa penafsir konservatif India
menerjemahkan kata gawwam dalam bahasa urdu dengan darogha (yakni, laki-
laki adalah sebagai pegawai polisi bagi perempuan). Meskipun begitu, kaum
modernis yang ingin menegakkan persamaan jenis kelamin membaca ayat ini
dengan sangat berbeda. **

Muhammad Abduh memahami kata gawwam sebagai kepemimpinan
yang memiliki arti menjaga, melindungi, menguasai, dan mencukupi kebutuhan
perempuan. Sebagai konsekuensi dari kepemimpinan itu adalah dalam bidang
warisan, laki-laki mendapat bagian lebih banyak daripada bagian perempuan,

karena laki-laki bertanggung jawab terhadap nafkah perempuan. Tanggung jawab

% QS.al-Nisa’ (4) : 34.
% Asghar Ali Engineer, Hak-Hak Perempuan Dalam Islam, diterjemahkan Farid Wajidi dan Cici Farkha
Assegaf (Yogyakarta : Bentang, 1994), 55.

56



memberi nafkah ini tidak dibebankan kepada perempuan tetapi kepada laki-laki,
karena laki-laki dikaruniai kekuatan fisik. Adapun perbedaan taklif dan hukum
antara laki-laki dan perempuan menurut Muhammad Abduh adalah sebagai
akibat dari perbedaan fitrah dan kesiapan individu (potensi), juga sebab lain yang
sifatnya kasabi, yaitu memberi mahar dan nafkah. Jadi, sewajarnya apabila laki-
laki (suami) yang memimpin perempuan (isteri) demi tujuan kebaikan dan
kemaslahatan bersama. Namun demikian, secara fitrah juga, seorang perempuan
tidak boleh menerima kepemimpinan laki-laki atas dirinya tanpa suatu imbalan
(mahar), karena dalam adat kebiasaan sebagian masyarakat terdapat kaum
perempuan yang memberikan mahar kepada laki-laki agar dirinya berada di
bawah kepemimpinan laki-laki.*®

Adapun bentuk kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan adalah
bentuk kepemimpinan yang sifatnya demokratis, kepemimpinan yang
memberikan kebebasan bagi yang dipimpin untuk bertindak menurut aspirasi dan
kehendaknya sendiri, baik dalam hal memilih pekerjaan dan pendidikannya.
Bukan kepemimpinan yang sifatnya paksaan, yaitu orang yang dipimpin dipaksa
mengikuti kehendak yang telah digariskan oleh yang memimpin. Oleh karena itu,
posisi menempatkan laki-laki sebagai pemimpin terhadap perempuan bukan
berarti menunjukkan bahwa derajat perempuan berada di bawah laki-laki. Akan
tetapi, hal itu menunjukkan suatu bentuk kerjasama yang baik.®’

Ali Asghar Engineer mengatakan, permasalahan yang melingkupi

% Nurjannah Ismail, Perempuan Dalam Pasungan : Bias Laki-Laki Dalam Penafsiran, (Yogyakarta : LKiS,
2003), 182-183.
*" Ibid., 183-184.
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surat al-Nisa’ ayat 34 ini sebernarnya terletak pada masalah kesadaran sosial dan
penafsiran yang tepat. Kesadaran kaum perempuan pada masa turunnya ayat itu,
tidak diragukan lagi, masih sangat rendah dan pekerjaan domestik dianggap
sebagai kewajiban perempuan. Lebih dari itu, laki-laki menganggap dirinya
sendiri lebih unggul karena kekuasaan dan kemampuan mencari nafkah dan
membelanjakannya untuk perempuan. al-Quran mencerminkan situasi sosial itu.
al-Qur’an hanya mengatakan bahwa laki-laki adalah gawwam (pemberi nafkah
atau pengatur urusan keluarga) dan tidak mengatakan bahwa mereka harus
menjadi gawwam. dapat dilihat bahwa adalah gawwam merupakan sebuah
pernyataan kontekstual bukan normatif. Seandainya al-Qur’an mengatakan
bahwa laki-laki harus menjadi gawwam, maka ia akan menjadi sebuah
pernyataan normatif dan pastilah akan mengikat bagi semua perempuan pada
semua zaman dan dalam semua keadaan. Tetapi Allah tidak menginginkan hal
itu. Hal ini menunjukkan bahwa dengan keadaan yang terus berubah dan
kesadaran yang semakin kuat di kalangan perempuan, konsep mengenai hak-hak
mereka akan berubah.®®

Berbeda dengan Asghar, Amina wadud Muhsin secara eksplisit
mengakui bahwa laki-laki menjadi pemimpin bagi perempuan. Akan tetapi,
kepemimpinannya itu harus disertai syarat : jika laki-laki punya atau sanggup
membuktikan kelebihannya dan kedua, jika laki-laki mendukung perempuan
dengan menggunakan harta bendanya. Kelebihan yang dimaksud di sini adalah

karena laki-laki mendapatkan harta warisan dua kali lipat dibanding perempuan,

% Asghar Ali Engineer, Op.Cit., 62-63.
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dan karena itu berkewajiban memberikan nafkah bagi perempuan. Jadi, kata
Amina, terdapat hubungan timbal balik antara hak istimewa yang diterima laki-
laki dengan tanggung jawab yang dipikulnya. Tanpa terpenuhi kedua syarat
tersebut maka laki-laki bukanlah pemimpin bagi perempuan.®

Dengan pengertian seperti itu, bagi Amina, kelebihan itu tidak bisa
tidak harus bersyarat, karena surat al-Nisa’34 mengatakan “mereka” (jamak
maskulin) telah dilebihkan atas “mereka” (jamak feminim). Ayat itu
menyebutnya ba’dh (sebagian) di antara mereka atas ba’dh (sebagian lainnya).
Penggunaan kata ba’dh berhubungan dengan hal-hal nyata yang teramati pada
manusia. Tidak semua laki-laki unggul atas kaum perempuan dalam segala hal.
Sebagian laki-laki memiliki kelebihan atas sebagian perempuan dalam hal
tertentu. Demikian pula sebaliknya, perempuan juga memiliki kelebihan atas
laki-laki dalam hal-hal tertentu. Jadi, jika Allah telah menetapkan kelebhan

sesuatu atas yang lainnya, itu tidak berarti maknanya absolut terus.'®

Prinsip-prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.
Ada beberapa variabel yang dapat digunakan sebagai standar dalam
menganalisis prinsip-prinsip kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam al-

Qur’an. Variabel-variabel tersebut antara lain, sebagai berikut :

1) Laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba dan khalifah di bumi.

% Amina Wadud Muhsin, Op.Cit., 93-94.

190 Ipid., 94.
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Salah satu tujuan penciptaan manusia adalah menyembah kepada

Tuhan, sebgaimana disebutkan dalam QS. al-Dzariyat ayat 56 :

j..\...x.J Y‘ Y‘)U';"vj'l} L»)

Artinya : dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan
supaya mereka mengabdi kepada-Ku.

Dalam kapasitas manusia sebagai hamba, tidak ada perbedaan antara
laki-laki dan perempuan. Keduanya mempunyai potensi dan peluang yang
sama untuk menjadi hamba ideal. Hamba ideal dalam al-Qur’an diistilahkan
dengan orang-orang yang bertagwa dan untuk mencapai derajat ketagwaan
ini tidak dikenal adanya perbedaan jenis kelamin, suku bangsa atau
kelompok etnis tertentu.**al-Quran menegaskan bahwa hamba yang paling
ideal ialah yang paling tagwa, sebagaimana disebutkan di dalam QS. Al-

Hujurat : 13:

Tl L G ks 3

Artinya : Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari
seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa -
bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal.
Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah
orang yang paling tagwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha
mengetahui lagi Maha Mengenal.

Kekhususan-kekhususan dalam al-Qur’an yang diperuntukkan

101 0S.al-Dzariyat (51) : 56.
102 Nasaruddin umar, Argumen Kesetaraan Gender, (Jakarta : Dian rakyat, 2010), 229.
103 S, al-Hujurat (49) : 13.
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kepada laki-laki seperti seorang suami setingkat lebih tinggi di atas istri,
laki-laki pelindung perempuan, memperoleh warisan lebih banyak dari pada
perempuan, menjadi saksi yang efektif dan diperkenankan berpoligami bagi
mereka yang memenuhi syarat, tetapi ini semua tidak menyebabkan laki-laki
menjadi hamba-hamba yang utama. kelebihan-kelebihan tersebut diberikan
kepada laki-laki dalam kapasitasnya sebagai anggota masyarakat yang
memiliki peran publik dan sosial lebih ketika ayat-ayat al-Qur’an
diturunkan.***

Dalam kapasitas sebagai hamba, laki-laki dan perempuan masing-
masing akan mendapatkan penghargaan dari Tuhan sesuai dengan kadar
pengabdiannya, sebagaimana disebutkan dalam QS.al-Nahl : 97:
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Artinya : Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki

maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan

Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan

Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa
yang telah mereka kerjakan.

Selanjutnya, maksud dan tujuan penciptaan manusia di muka bumi

ini, adalah disamping untuk menjadi hamba yang tunduk, patuh, dan

mengabdi kepada Allah, juga untuk menjadi khalifah di bumi. Kapasitas

manusia sebagai khalifah di bumi ditegaskan dalam al-Qur’an QS. al-

Bagarah ayat 30 :

104 Nasaruddin Umar, Op.Cit., 230.
105 0S.al-Nahl (16) : 97.
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Artinya : ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat:
"Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi."
mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi
itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah,
Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan
Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak
kamu ketahui."

Kata khalifah dalam ayat di atas tidak menunjukkan kepada salah
satu jenis kelamin atau kelompok etnis tertentu. Laki-laki dan perempuan
mempunyai fungsi dan tugas yang sama sebagai khalifah, yang akan
mempertanggungjawabkan  tugas-tugas  kekhalifahannya di  bumi,
sebagaimana halnya mereka harus bertanggung jawab sebagai hamba Tuhan.

2) Adam dan Hawa , terlibat secara aktif dalam drama kosmis.

Semua ayat yang menceritakan tentang drama kosmis, yakni cerita
tentang keadaan Adam dan pasangannya di surga sampai keluar ke bumi,
selalu menekankan kedua belah pihak secara aktif dengan menggunakan kata
ganti untuk dua orang (huma), yakni kata ganti untuk Adam dan Hawa |,
seperti dapat dilihat dalam beberapa kasus berikut ini : Pertama, keduanya
diciptakan di surga dan memanfaatkan fasilitas surga yang disebutkan dalam

QS.al-Bagarah: 35, Kedua, Adam dan Hawa mendapatkan kualitas godaan

yang sama dari setan yang disebutkan dalam QS.al-A’raf : 20, Ketiga,

106 0S.al-Bagarah (2) : 30.
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keduanya memakan buah khuldi dan sama-sama menerima akibat jatuh ke
bumi, sebagaimana disebutkan dalam QS.al-A’raf : 22, Keempat, keduanya
memohon ampun dan sama-sama diampuni Tuhan, sebagaimana yang
disebutkan dalam QS.al-A’raf : 23, Kelima, setelah di bumi, keduanya
mengembangkan keturunan dan saling melengkapi serta saling
membutuhkan, sebagaimana disebutkan dalam QS.al-Bagarah :187.'
3) laki-laki dan perempuan sama-sama menerima perjanjian primordial

Laki-laki dan perempuan sama-sama mengemban amanah dan
menerima perjanjian primordial dengan Tuhan. Seperti diketahui, menjelang
seporang anak keluar dari rahim ibunya, ia terlebih dahulu harus menerima
perjanjian dengan Tuhannya, sebagaimana disebutkan dalam QS.Al-A’raf :
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Artinya : dan (ingatlah), ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan
anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap
jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukankah aku ini Tuhanmu?" mereka
menjawab: "Betul (Engkau Tuban kami), Kami menjadi saksi". (kami
lakukan yang demikian itu) agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan:
"Sesungguhnya Kami (Bani Adam) adalah orang-orang yang lengah
terhadap ini (keesaan Tuhan)"

Menurut ar-Razi, tidak ada seorangpun anak manusia lahir di muka

197 Nurjannah Ismail, Op.cit., 289.
108 0S.al-A’raf (8) : 172
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bumi ini yang tidak berikrar akan keberadaan Tuhan, dan ikrar mereka
disaksikan oleh para malaikat. Tidak ada seorangpun yang mengatakan
“tidak”. Dalam Islam, tanggung jawab individual dan kemandirian
berlangsung sejak dini, yaitu semenjak dalam kandungan. Sejak awal sejarah
manusia, dalam Islam tidak dikenal adanya diskriminasi jenis kelamin. Laki-
laki dan perempuan sama-sama menyatakan ikrar ketuhanan yang sama.*
d. laki-laki dan perempuan sama-sama berpotensi meraih prestasi.
Peluang meraih prestasi maksimum tidak ada perbedaan antara laki-

laki dan perempuan. Hal ini ditegaskan secara khusus di dalam ayat berikut :
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Artinya : Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki
maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan
Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan

Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa
yang telah mereka kerjakan.

Ayat-ayat tersebut di atas mengisyaratkan konsep kesetaraan yang
ideal antara laki-laki dan perempuan, dan memberikan ketegasan bahwa
prestasi individual , baik dalam bidang spiritual maupun urusan Kkarir
profesional, tidak mesti dimonopoli atau didominasi oleh salah satu jenis
kelamin saja. Laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan yang sama

dalam meraih prestasi optimal. Namun, dalam realitas masyarakat, konsep

109 Nasaruddin Umar, Op.Cit., 235.
110 3S.al-Nahl (6) : 97.
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ideal ini membutuhkan tahapan dan sosialisasi, karena masih terdapat
banyak kendala. Terutama kendala budaya yang sulit diselesaikan.
4. Pernikahan yang berkesetaraan gender

Hak-hak perkawinan (marital right) merupakan salah satu indikator penting
bagi status perempuan dalam masyarakat. Dalam kebanyakan masyarakat dan sistem
keagamaan, perempuan tidak mendapatkan hak independen untuk memasuki
kehidupan perkawinan menurut kehendak bebas mereka sendiri. Seorang perempuan
pada umumnya dianggap tidak mampu memilih pasangan hidup karena kemampuan
mentalnya lebih rendah daripada laki-laki. Namun, al-Qur’an tidak berpandangan
demikian dan menganggap perempuan setara dengan laki-laki dalam hal kemampuan
mentalnya maupun moralnya. Kedua jenis kelamin ini sama-sama diberi ganjaran
atau hukuman untuk amal kebaikan dan keejahatan yang telah dilakukannya.

Demikianlah al-Qur’an surat al-Ahzab ayat 35 mengatakan :
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Artinya : Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan

perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya,

laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki
dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki

111 0S.al-Ahzab (31) : 35.
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dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara
kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah
telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

Dengan demikian akan terlihat jelas bahwa dalam al-Qur’an memperlakukan
kedua jenis kelamin manusia secara sama dalam hal tanggung jawab moral serta
ganjaran dan balasan. Hal ini secara logis meluas ke dalam lingkup perkawinan juga.
Perkawinan dalam Islam, sebagaimana diketahui, merupakan sebuah kontrak dua
pasangan yang setara. Seorang perempuan sebagai pihak yang sederajat dengan laki-
laki dapat menetapkan syarat-syarat yang diinginkannya sebagaimana juga seorang
laki-laki. Laki-laki tidak lebih tinggi kedudukannya dalam hal ini. gadi atau siapa
pun yang menyelenggarakan pernikahan, tidak dapat bertindak melakukan tugasnya
tanpa memastikan persetujuan pengantin perempuan dan syarat-syarat yang ingin
ditetapkannya, termasuk besar mas kawin yang ingin dia dapatkan dari calon
suaminya. Syarat-syarat ini ditetapkan di hadapan dua saksi yang bersaksi di depan
gadi, yang kemudian menghadirkan mereka di hadapan pengantin laki-laki untuk
menjadi saksi apakah pengantin laki-laki menerima syarat-syarat yang diminta.

Demikianlah akan terlihat bahwa tanpa persetujuan seorang perempuan dan
persetujuan atas syarat-syarat yang dimintanya, sebuah pernikahan tidak dapat terjadi.

Jelaslah bahwa perempuan merupakan mitra sejajar dalam kesepakatan kontrak

perkawinan.**?

112 Ali Asghar Engineer., Op.Cit., 34.
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5. Gender dalam keluarga.
a. Peran dan tanggung jawab anggota keluarga

1) Berbagi rasa suka dan duka serta memahami peran, fungsi dan kedudukan
orang tua maupun anak dalam kehidupan sosial, saling memberi dukungan,
akses, berbagi peran pada konteks tertentu dan memerankan peran bersama-
sama dalam konteks tertentu pula. Misalnya pada keluarga yang
memungkinkan untuk berbagi peran tradisional domestik secara fleksibel
sehingga dapat dikerjakan siapa saja yang memiliki kesempatan dan
kemampuan diantara anggota keluarga tanpa memunculkan diskriminasi
gender, maka berbagi peran ini sangat baik untuk menghindari beban ganda
bagi salah satu anggota keluarga.. Pengaturan peran atas dasar gender ini
dilakukan berlandaskan pada kesamaan visi, adanya komitmen, an taradhin
(saling meridhoi) dan fleksibel sehingga dapat beradaptasi dengan perubahan
karena seringkali dalam kehidupan keluarga yang bias gender memberikan
beban yang tidak seimbang pada anggota keluarga sehingga memicu
munculnya kekerasan dalam rumah tangga.'*®

2) Memperhatikan tumbuh kembang anak dan memberikan perhatian, kasih
sayang, perlindungan, motivasi dan sumbang saran serta sama-sama
memiliki tanggung jawab untuk saling memberdayakan dalam kehidupan
sosial, spiritual dan juga intelektual. Dan memberikan kesempaan anak
untuk selalu aktif, kreatif dan inovatif dalam mengembangkan kemauan dan

kemampuannya.

113 Mufidah Ch, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender, (Malang : UIN Malang Press, 2008), 139.

67



b.

Indikator kesetaraan gender dalam keluarga :

1) Seberapa besar partispasi aktif laki-laki dan perempuan baik dalam perumusan
dan pengambilan keputusan atau perencanaan maupun dalam pelaksanaan
segala kegiatan keluarga baik dalam wilayah domestik maupun publik.

2) Seberapa besar akses dan kontrol serta penguasaan laki-laki dan perempuan
dalam berbagai sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang
menjadi aset keluarga. Seperti hak memperoleh pendidikan dan pengetahuan,
jaminan kesehatan, hak reproduksi dan hak-hak yang lainnya.

3) Seberapa besar manfaat yang diperoleh laki-laki dan perempun dari hasil
pelaksanaan berbagai kegiatan, baik sebagai pelaku maupun sebagai

pemanfaat dan penikmat dari aktifitas dalam keluarga.**

114 |pid., 53.

68



BAB I
BIOGRAFI DAN SEJARAH SOSIO-INTELEKTUAL

IMAM SYAFI’1

A. Nama, Nasab dan Kelahiran

Imam Syafi’i mempunyai nama panggilan Abu Abdillah dan nasab Imam
Syafi’i dari ayahnya adalah Muhammad bin Idris bin al-Abbas bin Utsman bin Syafi’i
bin as-Saib bin Ubaid bin Abdi Yazid bin Hasyim bin al-Muthalib bin Abdi Manaf bin
Qushay bin Killab bin Murrah bin Ka’ab bin Lu’ai bin Ghalib.™*> Sedangkan mengenai
asal usul ibunya, terdapat dua pendapat mengenai garis keturunan ibunya. Pendapat
pertama adalah riwayat yang syadz yang diriwayatkan oleh Abu Abdullah al-Hafizh
yang menyatakan bahwa ibunda Imam Syafi’i bernama Sayyidah Fatimah binti

Abdullah binti Hasan binti Husein binti Ali bin Abu Thalib. Kemudian riwayat yang

15 Masturi Irham dan Asmu’i Taman, 60 Biografi Ulama Salaf, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2005), 355.
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kedua menyatakan bahwa ibunya berasal dari keturunan al-Azdiyah dengan nama
Fatimah binti Abdullah al-Azdiyah. al-Azdiyah sendiri merupakan salah satu kabilah di
Yaman, yang hidup dan menetap di Hijaz. Pendapat kedua inilah adalah riwayat yang
shahih dan disepakati oleh mayoritas Ulama.

Nasab beliau bertemu dengan Rasulullah saw di Abdi Manaf. Nama nasab
Muthalib yang bersambung kepadanya adalah salah seorang dari empat anak Abdi
Manaf. Abdi manaf mempunyai empat oang putra laki-laki, yaitu : Muthalib, Hasyim,
Abdu Syams yang merupakan kakek dari Bani Umayyah dan yang terakhir adalah
Naufa, kakek dari Jubair bin Muth’am. Muthalib inilah yang mengasuh anak kakaknya
Hasyim yang bernama Abdul Muthalib yang merupakan kakek dari Nabi saw. Bani
Muthalib dengan Bani Hasyim mempunyai hubungan kekeluargaan yang sangat erat
dan mereka berdiri dalam satu barisan. Di zaman jahiliyah saingan keduanya adalah
Bani Abdu Syams. Lahir di Gaza pada tahun 150 H, kemudian dibawa oleh ibunya ke
Mekkah, "¢

Imam Syafi’i dilahirkan pada tahun 150 H di kota Ghazzah atau sekarang
dikenal dengan sebagai kota Gaza, sebuah kota kecil yang berada di perbatasan
Palestina-Israel yang sekarang menjadi persengketaan antara kedua negara tersebut.
Beliau lahir pada zaman Dinasti Bani Abbas, tepatnya pada zaman kekuasaan Abu
Ja’far al-Manshur (137-159 H./754-774 M.). Mengenai tempat kelahirannya, memang
ada sebagian Ulama yang berbeda pendapat. Ada yang mengatakan beliau lahir di
Asgalan, sebuah kota yang bejarak sekitar satu farsakh dari kota Gaza. Bahkan ada

yang berpendapat bahwa beliau dilahirkan di Yaman. Meski demikian, mayoritas

116 |pid., 356
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ulama lebih berpegang kepada pendapat yang mengatakan bahwa sang imam lahir di
Gaza. '

Berkenaan dengan hari kelahiran Imam Syafi’i, sebagian kalangan
menambahkan bahwa Imam Syafi’i lahir di malam wafatnya Imam Abu Hanifah.
Penambahan ini hanya dimaksudkan untuk menguatkan pendapat mereka yang
menyatakan bahwa di saat sang Imam wafat, maka lahirlah Imam seorang Imam yang
lain. Sebagaimana Imam Ahmad bin Hambal pernah berkata : diceritakan dari Nabi
saw, Bahwa Allah Swt akan menghantarkan kepada umat ini pada tiap-tiap seratus
tahun seorang pembaharu dalam agama, Umar bin Abdul Azis dihantarkan untuk
seratus tahun pertama dan aku berharap Imam Syafi’i untuk seratus tahun yang kedua.

Keluarga Imam Syafi’i adalah dari keluarga Palestina yang miskin dan dihalau
di negerinya. Mereka hidup di dalam perkampungan orang Yaman, tetapi kemuliaan
keturunan beliau adalah menjadi tebusan kepada kemiskinan. Keberadaan ekonomi
yang miskin dan nasab yang mulia membuat beliau mempunyai akhlak yang terpuji
dan perilaku mulia. Sebab ketinggian dan kemuliaan nasab menjadkan beliau sejak
kecil terobsesi untuk mengejar kemuliaan dan menjauhi hal-hal yang hina yang akan
merusak nama besar keturunannya. Kemiskinan membuatnya tidak dapat memberi,
namun dia tidak mau berbuat sesuatu yang nista. Usahanya untuk meraih kesuksesan
senantiasa beliau lakukan dengan gigih, penuh semangat dan ketabahan agar

kemiskinan yang dirasakannya dapat terangkat dan hilang dari diri beliau. **®

117 Jaih Mubarok, Modifikasi Hukum Islam Studi Tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid, (Jakarta: PT.Raja
Grafindo Persada, 2002), 27.
118 Masturi Irham dan Asmu’i Taman, Op.cit., 356.
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Bapak Imam Syafi’i meninggal dunia ketika beliau masih kecil sehingga
beliau sudah menjadi yatim ketika masih kecil. Karena ibunya khawatir terlantar, maka
Syafi’i akhirnya diajak ibunya di kampung halaman ibunya di Mekah supaya beliau
dapat tumbuh disana. Pada waktu pindah itu, Imam Syafi’i baru berumur dua tahun. Di
Mekah ini, mereka berdua tinggal di sekitar tanah haram yang bernama Syu’ab al-
Khaif dan disana beliau mulai menimba Ilmu. Setelah itu, beliau pindah ke Madinah,
ke Baghdad dua kali dan akhirnya menetap di Mesir. Beliau tiba di Mesir pada tahun
199 H. Sedangkan menurut sumber lain, beliau tiba di Mesir pada tahun 201 H dan
menetap di sana sampai akhir hayatnya.

Dia menikah dengan seorang perempuan yang bernama Hamidah binti Nafi’
bin Unaisah bin Amru bin Utsman bin Affan. Pernikahan beliau dengan Hamidah ini
kemudian melahirkan tiga orang anak yang diantaranya adalah Abu Utsman
Muhammad (seorang hakim di kota Halib di Syam), Zainab dan Fatimah.**®

Mengenai postur tubuh dan bentuk fisik dari Imam Syafi’i sebagaimana
disebutkan Abu Nu’man dengan sanadnya dari Ibrahim bin Murad, dia Berkata,” Imam
Syafi’i itu berbadan tinggi, gagah, berjiwa bangsawan dan berjiwa besar”. Sedangkan
menurut az-Za’farani mengatakan bahwa Imam Syafi’i adalah seseorang dengan wajah
simpatik dan ringan tangan.

Al-Muzni berkata,”’aku belum pernah melihat seseorang yang wajahnya
melebihi ketampanan Imam Syafi’i. ketika dia memegang jenggotnya, maka aku

melihat, bahwa tidak ada seseorang yang lebih bagus dari cara dia memegangnya”.*°

119 Abu Vida’ al-Anshori, Mukhtashar Kitab al-Umm, (Kudus: Pustaka Setia, 2006), 14.
120 Masturi Irham dan Asmu’i Taman, Op.Cit., 357.
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B. Riwayat Akademik

Semasa umur tiga belas tahun, Imam Syafi’i dapat menghafal al-Qur’an
dengan mudah dan menghafal serta menulis hadis-hadis. Beliau juga sangat tekun
mempelajari kaidah-kaidah dan nahwu bahasa arab yang ditulisnya di atas tulang
belulang dan potongan-potongan kertas. Untuk tujuan itu beliau penah mengembara ke
kampung-kampung dan tinggal bersama kabilah Huzail lebih kurang selama sepuluh
tahun, lantaran hendak mempelajari bahasa mereka dan adat istiadat mereka. Kabilah
Hudzail sendiri dikenal sebagai kabilah yang paling baik bahasa arabnya. Imam Syafi’i
banyak menghafal syair-syair dan gasidah dari kabilah Huzail.

Sebagaimana kita ketahui bahwa Imam Syafi’i pada masa mudanya banyak
menumpu tenaganya untuk mempelajari syair, sastra dan sejarah, tetapi Allah
menyediakan baginya beberapa sebab yang mendorong beliau untuk mempelajari ilmu
figh dan ilmu-ilmu yang lain. Sebagaimana riwayat yang menerangkan bahwa pada
suatu ketika Imam Syafi’i berjalan dengan menggunakan seekor binatang, beliau masih
kecil menginjak dewasa, bersama-sama beliau seorang juru tulis Abdullah Az-Zubairi,
tiba-tiba Imam Syafi’i satu rangkaian syair. Juru tulis itu menyenggol belakang beliau
untuk memberi nasihat katanya : orang yang semacam engkau tidak sesuai membaca
syair yang demikian, karena ia menjatuhkan muru’ah, serta orang itu bertanya :
dimanakah engkau dengan ilmu figh? Pertanyaan ini sangat berkesan dan memberi
kesadaran terhadap Imam Syafi’i. Oleh karena itu, beliau terus mengikuti Muslim bin
Khalid Az-Zinji dan Sufyan bin Uyaynah, seorang mufti Mekah untuk belajar figh
kepadanya. Beliau mempunyai kemampuan yang luar biasa dalam menyerap pelajaran

yang diberikan. Bahkan Muslim bin Khalid Az-Zinji telah memberikan izin kepada
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pemuda yang bernama Muhammad bin Idris untuk mengeluarkan fatwa di masjidil
Haram pada saat usia beliau masih baru mencapai lima belas tahun. Beliau bekata pada
sang imam yang saat itu masih remaja,”’berfatwalah wahai Abu Abdillah. Saat ini anda
telah berhak mengeluarkan fatwa” .**!

Setelah mendapat izin dari para syaikhnya untuk berfatwa, timbul
keinginannya untuk mengembara ke Madinah, untuk mengambil ilmu dari para
ulamanya. Terlebih lagi di sana ada Imam Malik bin Anas, penyusun al-Muwaththa'.
Maka berangkatlah beliau ke sana menemui sang Imam. Di hadapan Imam Malik,
beliau membaca al-Muwaththa' yang telah dihafalnya di Mekkah, dan hafalannya itu
membuat Imam Malik kagum kepadanya. Beliau menjalani mulazamah kepada Imam
Malik demi mengambil ilmu darinya sampai sang Imam wafat. Di samping Imam
Malik, beliau juga mengambil ilmu dari ulama Madinah lainnya seperti lbrahim bin
Abu Yahya, 'Abdul 'Aziz ad-Darawardi, Athaf bin Khalid, Isma'il bin Ja'far, Ibrahim
bin Sa'd dan masih banyak lagi.***

Setelah Imam Malik wafat, Imam Syafi’i pergi ke Yaman. Perginya Imam
Syafi’i ke Yaman bermula dari kedatangan sorang wali (gubernur) Yaman yang
berziarah ke makam Nabi Muhammad saw. Gubernur ini kemudian mendengar cerita

dari orang Madinah tentang kepintaran dan kecakapan Imam Syafi’i. kemudian

gubernur itu berniat menemui Imam Syafi’i dalam pertemuannya itu disepakati bahwa

121 Masturi Irham dan Asmu’i Taman, Op.Cit., 358.
122 Arif Syarifuddin, mam Syafi’i Sang Pembela Sunah dan Hadits Nabi, http//: www.muslim.or.id, (diakses
tanggal 12 desember 2010), 3.
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Imam Syafi’i bersedia untuk berpindah ke Yaman. Di Yaman beliau diangkat sebagai
sekertaris negara sambil mengajar dan menjadi mufti.*>*

Beliau juga pernah pergi ke Irak untuk berguru kepada Muhammad bin
Hasan. Selama tingal di Irak ini, beliau menelurkan kitab karyanya yang diberi nama
kitab Al-Hujjah yang dikenal dengan nama gaul gadim Imam Syafi’i. pada tahun 199

H, beliau kemudian meninggalkan Irak untuk berpergian ke Mesir dan semua karya

beliau yang ditulis di Mesir dikenal sebagai qaul jadid.

C. Paraguru dan Murid Imam Syafi’i

Guru-gurunya : Muslim bin Khalid az-Zinji, Sufyan bin Uyaynah, Imam
Malik Bin Anas, Ibrahim bin Sa’ad, Said bin Salim al-Qaddah, Ad-Darawardi, Abdul
Wahab Ats-Tsaqgafi, Ibnu Ulyah, Abu Dhamrah, Hatim bin Ismail, Ibrahim bin
Muhammad bin Abi Yahya, Ismail bin Ja’far, Muhammad bin Khalid Al-Jundi, Umar
bin Muhammad bin Ali bin syafi’ Ash-Shan’ani, Athaf bin Khalid Al-Makhzumi,
Hisyam bin Yusuf dan masih banyak lagi.***

Murid-muridnya : Sulaiman bin Dawud, Abu Bakar Abdullah bin az- Zubair
Al-Humaidi, Ibrahim bin al-Mundzir Al-Hizami, Abu Tsaur Ibrahim bin Khalid, Imam
Ahmad bin Hambal, Abu Ya’kub Yusuf bin Yahya al-Buwaithi, Harmalah, Abu Ath-
Thahir bin as-Sarh, Abu Ibrahim bin Ismail bin Yahya bin Al-Muzni, Ar-Rabi’ bin

Sulaiman al-Jizi, Amr bin Sawad Al-Amiri, al-Hasan bin Muhammad bin Ash-Shabah

123 Sirajuddin Abbas, Sejarah Dan Keagungan Mazhab Syafi’i, (Jakarta: Pustaka Tarbiyah, 2004), 24.
124 Muhammad bin A.W.al-Aqil, Manhaj Aqidah Imam Syafi’i, (Jakarta : Pustaka Imam Syafi’i, 2008), 42.
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az-Za’farani, Abul Walid Musa bin Abi Al-Jarud Al-Makki, Yunus bin Abdil A’la,

Abu Yahya Muhammad bin Sa’ad bin Ghalib al-Aththar, dan lain-lain.**®

D. Kegelisahan Intelektual

Pada masa-masa awal periode tabi’in (masa Dinasti Umayah) muncul aliran-
aliran dalam memahami hukum-hukum syari’ah, serta dalam merespons persoalan-
persoalan baru yang muncul sebagai akibat semakin luasnya wilayah Islam, yakni ahlu
al-hadits dan ahl al-ra yu. Aliran pertama, yang berpusat di Hijaz (Makkah-Madinah),
banyak menggunakan hadis dan pendapat-pendapat sahabat, serta memahami secara
harfiah, sedangkan aliran kedua, yang berpusat di Iran, banyak menggunakan rasio
dalam merespons persoalan baru yang muncul. Salah satu contoh kasus perbedaan ini
adalah pada suatu ketika seorang dari kelompok ahlu al-hadis ditanya tentang dua
orang anak bayi yang menyusu air susu seekor domba, apakah hal ini menjadikan
hubungan susuan (radha’ah) atau tidak? Jawabnya, Ya, karena berdasar-kan hadis
“Dua anak bayi yang menyusu pada satu air susu yang sama menjadikan antar
keduanya haram menikah”. Meskipun jawabannya ini sesuai dengan teks hadis, tetapi
hal ini tidak sejalan dengan rasio karena maksud hadis ini hanyalah pada air susu ibu,
dan bukan pada domba atau hewan lain."*°

Munculnya kedua aliran tersebut terutama disebabkan oleh dua faktor, sebagai
berikut. (1) Pengaruh geografis, kalau kondisi sosial di Madinah pada masa Dinasti

Umayah ini tidak banyak berbeda dengan kondisi pada masa Nabi dan masa Khulafa’

125 H

Ibid., 43.
126 MH.Mukti, “al-Syafi’i Sebagai Bapak Ushul Figh”, lbda, 1, (Purwokerto : P3M STAIN Purwokerto,
2004), 3.
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al-Rosyidin, maka kondisi sosial di Irak banyak berbeda dengan kondisi jaman Nabi
dan Khulafa’ur Rosyidin karena Irak sudah menjadi kota metropolitan pada saat itu
sehingga persoalan-persoalan pun lebih kompleks daripada di Madinah. Dalam
menghadapi persoalan-persoalan baru itu dibutuhkan adanya ijtihad, sementara Hadis
yang beredar di Irak tidak sebanyak yang beredar di Madinah yang merupakan tempat
turunnya wahyu. Maka para ahli ijtihad mengeluarkan fatwa yang banyak berdasarkan
rasio karena adanya pengaruh sahabat-sahabat dalam memberikan fatwa. ‘Umar ibn
Khaththab dan Ibn Mas’ud, misalnya, dalam memberikan fatwa banyak menggunakan
rasio dengan berusaha mencari ‘illah (legal reason) dan jiwa syari’ah; sedangkan
‘Abdullah ibn ‘Amr ibn Ash (w. 73 H) sangat berhati-hati dalam mengeluarkan fatwa
dengan hanya menggunakan nash (teks) Al-Qur’an dan Hadis. Di antara ahli fatwa dari
kalangan tabi’in adalah Sa’id ibn Musayyab (13-94 H), Ibrahim al-Nakha’i (46-96 H),
Hasan al-Bashri (w. 111 H), dan sebagainya. Namun demikian, pada periode ini juga
belum dilakukan pembukuan hukum-hukum syari’ah, dan belum diformulasikan dalam
bentuk ilmu figh. Demikian pula, metode ijtihad ini belum diformulasikan dalam
bentuk ilmu ushul figh dan Qowa’id fighiyyah.'*’

IImu-ilmu agama Islam memang baru muncul pada masa-masa awal dari
Dinasti Abbasiyah (133-766 H atau 750-1258), setelah kaum muslimin dapat
menciptakan stabilitas keamanan di seluruh wilayah Islam. Di sisi lain, kaum muslimin
yang tingkat kehidupannya memang semakin baik, tidak lagi berkonsentrasi untuk
memperluas wilayahnya, melainkan berupaya untuk membangun suatu peradaban

melalui pengembangan ilmu pengetahuan. Oleh karenanya, muncullah berbagai

127 MH.Mukti, Ibid., 4.
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kegiatan dalam kaitan dengan kebangkitan ilmu pengetahuan ini, yang terdiri dari tiga
bentuk yakni (1) penyusunan buku-buku, (2) perumusan ilmu-ilmu, dan (3)
penerjemahan manuskrip dan buku berbahasa asing ke dalam bahasa Arab. lImu
pengetahuan yang berkembang tidak hanya ilmu-ilmu agama Islam saja, tetapi juga
ilmu-ilmu keduniaan yang memang tak dapat dipisahkan dengan ilmu-ilmu agama
sehingga pada masa ini muncul ahli ilmu agama Islam, ahli-ahli ilmu bahasa Arab,
ahli-ahli ilmu alam, para filosof, dan sebagainya. **®

Penyusunan buku-buku tersebut mengambil beberapa tahap. Tahap pertama,
yakni yang paling sederhana, hanya terbatas pada pencatatan ide-ide dan hasil
percakapan. Tahap kedua, mengambil bentuk pembukuan ide-ide sejenis, serta
pembukuan buku-buku hadis. Tahap ketiga, mengambil bentuk penyusunan buku-
buku yang sudah disistematisasi dengan bab-bab. Tahap ini diikuti dengan penyusunan
buku-buku hadis, figh, tafsir, sejarah, dan sebagainya, yang tepatnya dimulai pada
tahun 143 H atau 760 M. Di antara penulis pertama dan terkemuka pada masa itu
adalah Malik ibn Anas (93-178 H atau 713-795 M) yang menulis Kitab al-Muwattha’,
Ibn Ishag (151 H atau 768 M) menulis buku tentang sejarah Nabi, dan Abu Hanifah
(80-150 H atau 700-767 M) menulis buku figh dan ijtihad. Hanya saja buku karya Abu
Hanifah ini tidak sampai kepada kita.

Ada beberapa hal yang mendorong berkembangnya ilmu pengetahuan ini,
terutama: (1) masuknya orang-orang non-Arab ke dalam agama Islam (mawali), baik
dari Persia, Bizantum maupun Mesir. Mereka ada kalanya dari kalangan orang dewasa

yang sudah memiliki ilmu pengetahuan yang cukup tinggi atau memiliki kemampuan

128 Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994), 53.
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di bidang administrasi negara. Ada kalanya dari kalangan anak-anak yang di bawah
asuhan orang-orang Muslim di kemudian hari menjadi ulama yang ahli dalam ilmu-
ilmu agama Islam; (2) Dukungan khalifah-khalifah Abbasiyyah, terutama sejak Abu
Ja’far al-Manshur (137-159 H atau 754-775 M) untuk melakukan penerjemahan buku-
buku filsafat Yunani ke dalam bahasa Arab serta pembukuan ilmu-ilmu Islam.
Penulisan buku-buku ini di samping dilakukan atas dorongan murni internal kaum
Muslimin pada waktu itu, juga sebagai upaya untuk memagari pengaruh pemikiran-
pemikiran asing yang tidak sesuai dengan ajaran Islam; (3) Bertambahnya perhatian
dalam penghafalan al-Qur’an serta pembukuan hadis, sehingga mempermudah untuk
berijtihad atau merumuskan ilmu-ilmu agama Islam. **°

Muhammad bin Idris al-Syafi’i adalah yang pertama kali merumuskan dan
membukukan ilmu ushul figh (150-204 H atau 767-820 M) dengan kitabnya berjudul
al-Risalah. Sebenarnya metodologi untuk memahami hukum Islam itu sudah ada
sebelum Syafi’i, hanya saja pada waktu itu metodologi ini belum dirumuskan dan
belum pula dibukukan secara sistematis sehingga Syafi’i dikenal sebagai penyusun
pertama Ilmu Ushul Figh. Munculnya lImu Ushul Figh ini tidak terlepas dari kondisi
pada waktu itu, di mana di satu pihak terdapat aliran ahlu al-hadis yang lebih
menekankan arti harfiah dalam memahami hukum; dan di lain pihak terdapat aliran ahl
al-ra’y yang memahami hukum dengan banyak menggunakan rasio, dan bahkan sering

meninggalkan Hadis. Sayangnya, masing-masing dari kedua aliran ini tidak memiliki

metodologi yang sistematis dan konsisten sehingga menimbulkan semakin

129 1hid., 54.
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beranekanya perbedaan pendapat, yang akhirnya mengarah kepada pemahaman
menurut keinginannya sendiri, terutama dikalangan aliran ahlu al-ra y."*

Syafi’i terpanggil untuk menertibkan perbedaan pemahaman tersebut dengan
memperkenalkan sebuah metodologi yang sistematis dan konsisten serta menempatkan
kedua aliran itu secara proporsional. Hal ini bisa dilakukan karena didukung juga oleh
latar-belakang Syafi’i yang pernah belajar dengan guru yang beraliran ahl al-hadis
(Malik ibn Anas) dan yang beraliran ahl al-ra’y. Dengan upaya ini, ia kemudian
dikenal sebagai orang yang telah memadukan kedua aliran ini. Di satu sisi ia telah
merumuskan logika hukum di balik teks-teks al-Qur’an dan Hadis, dan di sisi lain ia
juga telah menempatkan posisi yakni sebagai sumber hukum kedua setelah al-Qur’an

walaupun tidak didukung oleh praktik penduduk Madinah, sebagaimana disyaratkan

oleh Malik ibn Anas.*3!

E. Metode Pemikiran
Imam Syafi’i mempunyai dua pandangan, yang dikenal dengan gaul al-gadim
dan qaul al-Jadid. gaul gadim terdapat dalam kitabnya yang bernama al-Hujjah, yang
dicetuskan di Irak. gaul jadid-nya terdapat dalam kitabnya yang bernama al-Umm,
yang dicetuskan di Mesir. Adanya dua pandangan hasil ijtihad itu, diperkirakan bahwa
situasi tempat pun turut mempengaruhi ijtihad Imam Syafi’i. Keadaan di Irak dan di

Mesir memang berbeda sehingga membawa pengaruh terhadap pendapat-pendapat dan

130 MH.Mukti, Op.Cit, 4.
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ijtihad Imam Syafi’i. Ketika di Irak, Imam Syafi’i menela’ah kitab-kitab figh Irak dan
memadukan dengan ilmu yang ia miliki yang didasarkan pada teori ahlu al-hadis.

Pendapat gadim didiktekan Imam Syafi’i kepada murid-muridnya di Irak (di
antara muridnya yang terkenal di Irak adalah Ahmad ibn Hanbal, al-Husaen al-
Karabisy dan al-Za’faraniy). Qaul gadim Imam Syafi’i adalah pendapat-pendapatnya
yang dihasilkan dan perpaduan antara mazhab Iragi dan pendapat ahlu al-hadis.
Setelah itu Imam Syafi’i pergi ke Makkah dan tinggal di sana untuk beberapa lama.
Makkah pada waktu itu merupakan tempat yang sering dikunjungi para ulama dari
berbagai negara Islam. Di Makkah, Imam Syafi’i dapat belajar dari mereka yang
datang dari berbagai negara Islam itu, dan mereka pun dapat belajar dari Imam Syafi’i.
Tampaknya gaul gadim ini didiktekan oleh Imam Syafi’i kepada murid-muridnya
(ulama Irak) yang datang kepadanya ketika ia tinggal di Irak sebab Imam Syafi’i
datang ke Irak munazharah sebanyak dua kali.**>

Kedatangan yang pertama kali di Irak tidak disebutkan untuk menyampaikan
ajaran-ajaran kepada para ulama di sana, hanya disebutkan bahwa ia bertemu dengan
Muhammad bin al-Hasan al-Syaibaniy salah seorang murid Imam Abu Hanifah. Imam
Syafi’i sering mengadakan diskusi dengannya sehingga menurut Khudhary Beik,
pemikiran Imam Syafi’i penuh dengan diskusi tersebut.Setelah itu, Imam Syafi’i
kembali ke Hijaz dan menetap di Makkah. Kemudian kembali lagi ke Irak dan di sana
ia mendiktekan qaul gadim-nya atau gaul jadid-nya. Tetapi, dari sejarah perjalanan

Imam Syafi’i tersebut, dapat diperkirakan bahwa pendapatnya yang disampaikan di

132 |bid., 6.
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Makkah itu adalah gaul gadim-nya, meskipun pada saat itu gaul gadim-nya belum
didiktekan kepada murid-muridnya (ulama Irak).**?

Qaul gadim Imam Syafi’i merupakan perpaduan antara figh Irak yang bersifat
rasional dan figh ahl al-hadis yang bersifat “tradisional”. Tetapi, figh yang demikian
akan lebih sesuai dengan ulama-ulama berbagai negara Islam yang datang ke Makkah
pada saat itu, mengingat situasi dan kondisi negara-negara yang sebagian ulamanya
datang ke Makkah pada waktu itu berbeda-beda satu sama lain. Mereka dapat memilih
pendapat sesuai dengan situasi dan kondisi negaranya. Itu pula yang menyebab-kan
pendapat Imam Syafi’i mudah tersebar ke berbagai negara Islam. Kedatangan Imam
Syafi’i kedua kalinya ke Irak hanya beberapa bulan saja tinggal di sana, kemudian ia
pergi ke Mesir. Di Mesir inilah tercetus qaul jadid-nya yang didiktekan kepada murid-
muridnya (di antara murid-murid Imam Syafi’i yang terkenal di Mesir adalah al-Rabi’
al-Muradiy, al-Buwaithiy, dan al-Muzaniy).

Qaul jadid Imam Syafi’i ini dicetuskan setelah bertemu dengan para ulama
Mesir dan mempelajari figh dan hadis dari mereka serta adat istiadat, situasi dan
kondisi Mesir pada waktu itu, sehingga Imam Syafi’i mengubah sebagian hasil
ijtihadnya yang telah difatwakan di Irak. Jika kandungan gaul jadid Imam Syafi’i ini
adalah hasil ijtihadnya setelah pindah ke Mesir. gaul jadid-nya ini ditulis dalam kitab
al-umm.

Adapun pegangan Imam Syafi’i dalam menetapkan hukum adalah al-Qur’an,
Sunnah, Ijma’, dan Qiyas. Hal ini sesuai dengan yang disebutkan Imam Syafi’i dalam

kitabnya, al-Risalah, bahwa, Tidak boleh seseorang mengatakan dalam hukum

33 1bid.,
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selamanya, ini halal, ini haram kecuali kalau ada pengetahuan tentang itu. Pengetahuan
itu adalah kitab suci al-Qur’an, Sunnah, Ijma’, dan Qiyas. ***

Pokok pikiran Imam Syafi’i dapat dipahami dari perkataannya yang tercantum
dalam kitabnya, al-Umm, sebagai berikut: “Dasar utama dalam menetapkan hukum
adalah al-Qur’an dan Sunnah. Jika tidak ada, maka dengan menggiyaskan kepada al-
Qur’an dan Sunnah. Apabila sanad hadis bersambung sampai kepada Rasulullah Saw,
dan shahih sanadnya, maka itulah yang dikehendaki Ijma’ sebagai dalil adalah lebih
kuat khabar ahad-nya dan hadis menurut zhahir-nya. Apabila suatu hadis mengandung
arti lebih dari satu pengertian, maka arti yang zhahir-lah yang utama. Kalau hadis itu
sama tingkatannya, maka yang lebih sahih-lah yang lebih utama. Hadis Mungqathi’
tidak dapat dijadikan dalil kecuali jika diriwayatkan oleh Ibnu al-Musayyab. Suatu
pokok tidak dapat digiyaskan kepada pokok yang lain, dan terhadap pokok tidak dapat
dikatakan mengapa dan bagaimana, tetapi kepada cabang dapat dikatakan mengapa.
Apabila sah menggiyaskan cabang kepada pokok, maka giyas itu sah dan dapat
dijadikan hujjah.

Dari perkataan beliau tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa pokok-pokok
pikiran beliau dalam mengistinbathkan hukum adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur’an dan al-Sunnah
Imam Syafi’i memandang al-Qur’an dan Sunnah berada dalam satu
martabat. Beliau menempatkan al-Sunnah sejajar dengan al-Qur’an karena menurut
beliau, Sunnah berfungsi menjadi penjelas bagi sesuatu yang diterangkan oleh al-

Qur’an secara umum dan memberikan rincian tentang apa saja yang diterangkan

B4 1bid., .

83



oleh al-Qur’an secara garis besar. Tidak mungkin sunah berperan sebagai penjelas
al-Qur’an kecuali jika sunnah tersebut berkedudukan setingkat dengan yang
dijelaskannya.™*> Namun, hadis ahad tidak sama nilainya dengan al-Qur’an dan
Sunnah, keduanya adalah wahyu, mekipun kekuatan Sunnah secara terpisah tidak
sekuat seperti al-Qur’an.

Dalam pelaksanaannya, Imam Syafi’i menempuh cara bahwa apabila di
dalam al-Qur’an sudah tidak ditemukan dalil yang dicari, ia menggunakan hadis
mutawatir. Jika tidak ditemukan dalam hadis mutawatir, ia menggunakan khabar
ahad. Jika tidak ditemukan dalil yang dicari kesemuanya itu, maka dicoba untuk
menetapkan hukum berdasarkan zhahir al-Qur’an atau Sunnah secara berturut.
Dengan teliti ia mencoba untuk menemukan mukhashshish dari al-Qur’an dan
Sunnah. Selanjutnya menurut Sayyid Muhammad Musa dalam kitabnya al-ijtihad,
Imam Syafi’i jika tidak menemukan dalil dari zhahir nash al-Qur’an dan Sunnah
serta tidak ditemukan mukhashshish-nya, maka ia mencari apa yang pernah
dilakukan Nabi atau keputusan Nabi. Kalau tidak ditemukan juga, maka dia cari lagi
bagaimana pendapat dari para ulama sahabat. Jika ditemukan ada ijma’ dari mereka
tentang hukum masalah yang dihadapi, maka hukum itulah yang ia pakai.

Imam Syafi’i walaupun berhujjah dengan hadis ahad, namun dia tidak
menempatkan sejajar dengan al-Qur’an dan hadis Mutawatir, karena hanya al-

Qur’an dan hadis mutawatir sajalah yang qoth’iy tsubut-nya, yang dikafirkan orang

35 M. Abu Zahrah, Imam Syafi’i : Biografi Dan Pemkirannya Dalam Masalah Akidah, Politik dan Fikih,
(Jakarta : Lentera, 2007), 315.
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yang mengingkarinya dan disuruh bertaubat. Imam Syafi’i dalam menerima hadis

ahad mensyaratkan sebagai berikut:

1) Perawinya terpercaya. la tidak menerima hadis dari orang yang tidak dipercaya;

2) Perawinya berakal, memahami apa yang diriwayatkannya;

3) Perawinya dhabith (kuat ingatannya);

4) Perawinya benar-benar mendengar sendiri hadis itu dari orang yang
menyampaikan kepadanya;

5) Perawi itu tidak menyalahi para ahli ilmu yang tidak meriwayatkan hadis itu."*°

Imam Syafi’i mengatakan bahwa hadis Rasulullah Saw tidak mungkin
menyalahi al-Qur’an dan tidak mungkin mengubah sesuatu yang telah ditetapkan
oleh al-Qur’an. Imam Syafi’i mengatakan:

“Segala yang Rasulullah Sunnahkan bersama Kitabullah adalah

Sunnahku (Jalanku), maka Sunnah itu sesuai dengan Kitabullah dalam

menashkan dengan yang sepertinya secara umum adalah merupakan

penjelasan sesuatu dari Allah, dan penjelasan itu lebih banyak merupakan
tafsir dari firman Allah. Apa yang disunnahkan dari sesuatu yang tidak ada
nashnya dari al-Qur’an, maka dengan yang Allah fardhukan untuk
menaatinya secara umum terhadap perintahnya, kita harus mengikutinya”

b. Ijma’

Imam Syafi’i mengatakan bahwa ijma’ adalah hujjah, dan ia menempatkan
ijma’ ini sesudah al-Qur’an dan al-Sunnah sebelum giyas. Imam Syafi’i menerima
ijma’ sebagai hujjah dalam masalah-masalah yang tidak diterangkan dalam al-
Qur’an dan Sunnah. Ijma’ menurut pendapat Imam Syafi’i adalah ijma’ ulama pada

suatu masa di seluruh dunia Islam, bukan ijma’ suatu negeri saja dan bukan pula

ijma’ kaum tertentu saja. Namun, Imam Syafi’i mengakui bahwa ijma’ sahabat

136 MH.Mukti, Op.Cit., 10.
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merupakan ijma’ yang paling kuat. Di samping itu, Imam Syafi’i mengatakan
bahwa tidak mungkin segenap masyarakat Muslim bersepakat dalam hal-hal yang
bertentangan dengan al-Qur’an dan Sunnah.

Imam Syafi’i juga menyadari bahwa dalam praktek, tidak mungkin
membentuk atau mengetahui kesepakatan macam itu semenjak Islam meluas ke luar
dari batas-batas Madinah. Dengan demikian, ajarannya tentang ijma’ ini hakikatnya
bersifat negatif. Artinya, ia dirancang untuk mencoba otoritas kesepakatan yang
hanya dicapai pada suatu tempat tertentu di Madinah misalnya, Dengan demikian,
diharapkan keberagaman yang bisa ditimbulkan oleh konsep konsensus oleh
kalangan ulama di suatu tempat yang ditolaknya dapat dihilangkan.*’

[jma’ yang dipakai Imam Syafi’i sebagai dalil hukum itu adalah ijma’ yang
disandarkan kepada nash atau ada landasan riwayat dari Rasulullah Saw. Secara
tegas ia mengatakan bahwa ijma’ yang berstatus dalil hukum itu adalah ijma’
sahabat. Imam Syafi’i hanya mengambil ijma’ sharih sebagai dalil hukum, dan
menolak ijma’ sukuti menjadi dalil hukum. Alasannya menerima ijma’ sharih,
karena kesepakatan itu disandarkan kepada nash dan berasal dari semua mujtahid
secara jelas dan tegas sehingga tidak mengandung keraguan. Sementara alasannya
menolak ijma’ sukuti karena tidak merupakan kesepakatan semua mujtahid.
Diamnya sebagian mujtahid menurutnya belum tentu menunjukkan setuju. Jika

dikritisi lebih jauh, nampaknya ide ijma’sebagai sumber hukum Islam merupakan

137 Ibid., 11.
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upaya inisiatif yang antispatif, agar masyarakat Islam tetap terpelihara dalam
persatuan.’*®
c. Qiyas

Imam Syafi’i menjadikan giyas sebagai hujjah dan dalil keempat setelah al-
Qur’an, Sunnah dan ijma’ dalam menetapkan hukum. Imam Syafi’i adalah
mujtahid pertama yang membicarakan qiyas dengan patokan kaidahnya dan
menjelaskan asas-asasnya. Mujtahid sebelumnya sekalipun telah menggunakan
giyas dalam berijtihad, namun belum mempunyai patokan kaidahnya dan
menjelaskan asas-asasnya, bahkan dalam praktek ijtihad secara umum belum
mempunyai patokan yang jelas sehingga sulit diketahui mana hasil ijtihad yang
benar, dan mana yang keliru. Di sinilah Imam Syafi’i tampil ke depan memilih
metode qgiyas, serta memberikan kerangka teoritis dan metodologinya dalam bentuk
kaidah rasional, namun tetap praktis. Untuk itu Imam Syafi’i pantas diakui dengan
penuh penghargaan sebagai peletak pertama metodologi pemahaman hukum dalam
Islam sebagai satu disiplin ilmu sehingga dapat dipelajari dan diajarkan. **°

Sementara itu, dalil penggunaan giyas, Imam Syafi’i mendasarkan pada
firman Allah dalam al-Qur’an Surah Al-Nisa’, ayat 59:

do
A2
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Artinya : kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka
kembalikan ia kepada Allah (al-Qur’an) dan kepada Rasulullah (Sunnah)....

138 Muh. Zuhri, Hukum Islam Dalam Lintas Sejarah, (Jakarta : Raja Grasindo Persada :, 1996), 117.
139 MH.Mukti,Op Cit, 11.
140 S, Al-Nisa’ (4) : 59.

87



Imam Syafi’i menjelaskan bahwa maksud ‘“kembalikan kepada Allah dan
Rasulnya” itu ialah giyaskanlah kepada salah satu dari al-Qur’an atau Sunnah.
Selain berdasarkan al-Qur’an, Imam Syafi’i juga berdasarkan kepada Sunnah dalam
menetapkan giyas sebagai hujjah, yaitu hadis tentang dialog Rasulullah dengan
sahabat yang bernama Mu’az ibn Jabal, ketika ia akan diutus ke Yaman sebagai
Gubernur di sana:

“Bagaimana cara engkau memutuskan perkara bila diajukan
kepada-mu?” Mu’az menjawab, “Saya putuskan berdasarkan Kitabullah”;
Rasulullah bertanya lagi, “Jika tidak engkau temukan dalam Kitabullah?”
Mu’az menjawab, “Jika tidak ditemukan, maka dengan Sunnah”; Mu’az
menjawab pula, “Jika tidak ditemukan dalam al-Sunnah”, maka saya ber-
ijtihad dengan pendapat saya dan tidak mengabaikan perkara tersebut.”

Kata dalam hadis di atas, merupakan suatu usaha maksimal yang dilakukan
mujtahid dalam rangka menetapkan hukum suatu kejadian, yang dalam istilah ahli
ushul figh disebut ijtihad. Menerapkan hukum dengan cara menganalogikan adalah
salah satu metode dalam berijtihad. Jadi, ungkapan ijtihad dalam hadis tersebut
adalah termasuk cara menetapkan hukum dengan giyas, bahkan Imam Syafi’i
memberikan konotasi yang sama antara ijtihad dengan giyas. Namun, giyas tidak
boleh dilakukan kecuali oleh orang yang menguasai hukum-hukum kitabullah,
sunah rasul, pendapat kaum salaf, ijma’, ikhtilaf serta bahasa arab yang baik dan
benar.**!

Menurut Imam Syafi’i, peristiwa apapun yang dihadapi kaum Muslimin,

pasti didapatkan petunjuk tentang hukumnya dalam al-Qur’an, sebagaimana

dikatakannya dalam kitab Al-Risalah bahwa Tidak ada satu peristiwa pun yang

141 Fathoel hadi, “Tipologi Pemikiran Hukum Islam Imam Mazhab (Telaah Kritis Terhadap Pemikiran Imam
Hanafi Dan Imam Syafi’i)”, al-Ulum, Il (Surakarta : STAIMUS Surakarta,), 50.
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terjadi pada penganut agama Allah (yang tidak terdapat ketentuan hukumnya),
melainkan didapatkan petunjuk tentang cara pemecahannya dalam Kitabullah.
Ketegasan Imam Syafi’i ini didasarkan pada beberapa ayat al-Qur’an, antara lain
dalam surah al-Nahl, ayat 89 sebagai berikut:
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Artinya : Dan Kami turunkan al-Kitab (al-Qur’an) untuk menjelaskan segala

sesuatu, petunjuk rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang Muslim.
F. Karya-karya Imam Syafi’i

Al-Baihagi dalam Managib Asy-Syafi’i mengatakan bahwa Imam Syafi’i
telah menghasilkan sekitar 140-an kitab, baik dalam ushul maupun dalam furu .

Sedangkan menurut Fuad Sazkin dalam pernyataannya yang secara
ringkasnya bahwa kitab karya Imam Syafi’i jumlahnya mencapai antara 113-140
kitab.'*?

Ibnu an-Nadim menuturkan dalam Al-Fahrasat bahwa karya Imam Syafi’i
berjumlah 109 kitab. Tedapat pula keterangan dalam kitab Tawali at-7a ’sis karya
Ibnu Hajar bahwa karya Imam Syafi’i berjumlah 78 kitab yang merujuk pada
keterangan Imam Baihagi.

Murid-murid Imam Syafi’i membagi karya Imam Syafi’i menjadi dua

bagian, yaitu al-Qadim dan al-Hadits. al-Qadim adalah kitab-kitab karyanya yang

142 0S.al-Nahl (16) : 89.
143 MH.Mukti,Op Cit, 12.
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ditulis ketika Imam Syafi’i berada di Baghdad dan Mekah. Sedang al-Hadits adalah
kitab-kitab karyanya yang ditulis ketika berada di Mesir.***
Adapun nama-nama kitab yang pernah dikarang oleh Imam Syafi’i adalah
sebagai berikut :
1. Kitab al-Umm
Setelah Imam Syafi’i wafat, para muridnya mengumpulkan beberapa
pelajarannya untuk disatukan menjadi satu kitab yang kemudian kumpulan kitab
tersebut dikenal dengan nama al-Umm. Sebuah pembahasan dan telaah yang
panjang dilakukan guna mengungkap tentang siapakah sebenarnya orang yang telah
membuat dan menyeleksinya hinga menjadi sebuah kitab bernama al-Umm.
Berdasarkan pernyataan Abu Thalib al-Makki, orang yang melakukannya adalah
murid Imam Syafi’i yang bernama Yusuf Bin Yahya Al-Buwaithi. Sedang menurut
sumber lain, orang yang melakukannya adalah murid Imam Syafi’i yang lain, yaitu
ar-Rabi’ bin Sulaiman. al-Umm, berisi tentang berbagai macam masalah figh, yang
kemudian oleh muridnya ar-Rabi’ bin Sulaiman diriwayatkan kembali menjadi tujuh
jilid dengan memasukkan beberapa pemikiran tersebut ke dalam :
1) Kitab Jami’'ul Ilmi, penjelasan beliau dalam membela kebenaran sunah
rasulullah
2) Kitab Ibthaalul Istihsan, bantahan beliau bahwa istihsan tidak dapat dipakai

sebagai metode penyelesaian hukum dalam berhujjah

144 Masturi Irham dan Asmu’i Taman, Op Cit, 376.
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3) Kitab ar-Radu’ ala Muhammad bin Hasan, bantahan beliau terhadap
Muhammad bin Hasan dalam hal penggunaan pendapat ulama Madinah
seubagai dasar hukum.

4) Kitab Sirajul ‘Auza’i, pembelaan beliau terhadap pembebasan Imam Auza’i

5) Kitab Ikhtilaful Hadis, penjelasan beliau tentang hadis-hadis Nabi Muhammad
Saw.

6) Kitab Musnad, uraian beliau tentang sanad-sanad hadis yang terdapat dalam
kitab al-Umm."*

2. Kitab Sunan al-Ma 'tsuroh
Kitab ini adalah riwayat Ismail bin Yahya al-Muzni yang telah
sukses dicetak di Haidarabad, Kairo pada tahun 1315 H.
3. Kitab Ar-Risalah
Kitab ini menjelaskan tentang maslaha ushul figh. Kitab ini diberi
nama Ar-Risalah karena Imam Syafi’i menulisnya untuk menjawab surat yang
berisi permintaan dari Abdurrahman bin Mahdi. Dalam bahasa arab, Ar-Risalah
mempunyai arti surat. Kitab ini telah ditahqig Ahmad Syakir dan terbit di Kairo
pada ahun 1940 M.
4. Kitab Musnad
Dalam kitab ini disebutkan hadits-hadis yang telah dikumpulkan
Abdul Abbas Ibnu Muhammad bin Ya’qub Al-Asham dari karya Imam Syafi’i

yang lain.

%5 N. Noor Matdawam, Dinamika Hukum Islam, (Yogyakarta : Bina Karier, 1985), 106.
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5. Kitab Al-Agidah

6. Kitab Ushul Ad-Din Wa Masa’il As-Sunah

7. Kitab Ahkam Al-Qur’an

8. Kitab Masa’il Fi Al-Figh Sa’alaha Abu Yusuf Wa Muhammad Bin Al-Hasan Al-
Syaibani Li Asy-Syafi’i Wa Ajwibatuha.

9. Kitab As-Sabaq wa Ar-Ramyu

10. Kitab Washiyah'*®

11. Kitab Al-Hujjah

12. Kitab Al-Fikh Al-Akbar yang telah dicetak di kairo pada tahun 1900 M.

13. Kitab /mla’ al-Shaghir

14. Kitab Amali al-Kubro

15. Kitab Mukhtashor Robi’

16. Kitab Mukhtashor Muzani

17. Kitab Mukhtashor Buwaithi

18. Kitab Jizyah

19. Kitab Thaharah

20. Kitab Istigbal Qiblah

21. Kitab ljab al-jum’ah

22. Kitab Sholatul ‘Idain

23. Kitab Ibthal al-Istihsan

24. Kitab Sholatul Khusuf

25. Kitab Bayadh al-Fardh

Y“*Munawar Khalil, Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), 217 —219.
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26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

Kitab Sifat al-Amr wa al-Nahyi

Kitab Ikhtilaf al-Malik al-Syafi’i
Kitab Iktilaf al-lragiyyin

Kitab Ikhtilaf Muhammad bin Husain
Kitab Fadha'il al-Quraishy

Kitab Manasik al Kabir

Kitab Risalah Jadid

Kitab Syahadat

Kitab Dhahaya.™*’

Kitab Kasril Ard dan masih banyak lagi

G. Wafatnya Imam Syafi’i

Beliau wafat pada malam Jumat akhir dari bulan rajab tahun 204 H dalam

usia 54 tahun. setelah isya’ akhir roh beliau yang suci kembali pada Tuhannya di

pangkuan muridnya, yaitu Robi’ ar-Rozi

Berita meninggalnya Imam Syafi’i tidak tersebar di Mesir kecuali setelah

penduduk mesir mengumumkan berita duka tersebut. Orang-orang pada keluar dari

rumahnya dan mereka ingin menanggung musibah besar ini.**®

Pada hari Jumat 30 rojab tahun 1204 H tidak ada pembicaraan bagi manusia

kecuali memohon rahmat dan kerelaan untuk almarhum yang mulia. Imam Syafi’i

sebelum wafatnya sempat berwasiat agar pada saat beliau wafat dimandikan oleh

YT \mam Sutrisno, Riwayat Hidup Imam Syafi’i, artikel dalam http//: www.imam sutrisno.blogspot.com,
(diakses tanggal 12 Desember 2010), 3.
8 Ali Fikri, ,Kisah-Kisah Imam Mazhab,(Yogyakarta : Mitra Pustaka,2003), 125
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gubernur Mesir. Pada saat itu keluarga Imam Syafi’i yang berangkat menemui
gubernur Mesir adalah Muhammad bin Siri bin Hakam.

Setelah jenazah beliau dimandikan oleh gubernur Mesir, kemudian dibawa
ke kediamaman Imam Syafi’i melewati jalan dan pasar al-Fusthath hingga melewati
daerah Darbi as-Siba’. Sesampai di daerah tersebut robongan jenazah beliau sempat
diberhentikan seorang wanita Sayyidah Nafisah. Sayyidah Nafisah meminta agar
jenazah sang imam dimasukkan ke dalam rumahnya agar dia bisa menyolati jenazah
beliau. **°

Kemudian jenazah Imam Syafi’i dibawa sampai komplek pekuburan kecil
dimana kuburan bani Zahroh berada. Bani Zahroh merupakan keturunan dari
Abdullah bin Abdurrahman bin Auf al-Zuhri. Dan kuburan tersebut dikenal dengan
kuburan bani Abdul Hakam. Disanalah Imam Syafi’i dimakamkan, yang kemudian
makam beliau dikenal sebagai dengan sebutan turbah Syafi’i dan disana pula

dibangun sebuah masjid yang disebut sebagai masjid asy-Syafi’i.

149 M.Hasan al-Jamal,2003, Biogfari 10 Imam Besar, diterjemahkan oleh M.Khaled Muslih dan M.Imam
Awaluddin, (Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 2005) , 86.
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BAB IV

HAK IJBAR WALI DALAM PANDANGAN IMAM SYAFI'Q

PERSPEKTIF GENDER

A. Pandangan Imam Syafi’i tentang Hak Ijbar Wali Mujbir

1. Landasan munculnya hak ijbar

Imam Syafi’i berpendapat bahwa wali dalam pernikahan menjadi sesuatu
yang harus ada, karena wali nikah adalah termasuk salah satu rukun dalam
pernikahan, yang berarti bahwa akad pernikahan tanpa adanya wali tidak sah

hukumnya : Allah swt berfirman :

150 Toosg2 7 s s

UMJ&)@M&‘MLM l.w...“ulﬁ:)}o‘).%ijl;w

Artinya : kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena
Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain
(wanita),

150 0S.al-Nisa® (4) : 34.
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Ayat ini adalah ayat paling jelas yang menunjukkan bahwa perempuan
merdeka tidak berhak menikahkan dirinya sendiri. Sebagaimana juga ditunjukkakan
oleh al-Qur’an dalam surat Al- Bagarah (2) ayat 232 yang berbunyi :

S ol Es. PE o Eogh AE Lo s g B 2~ e bl o
385 15] G 33l G380 of Gashai Sb fgla T (il (LT all 15]

=& & f& “ ez >0 © = 2 _ - » F _ fé. ,"4 o
S50 Nl AL a5 2 OF 0wy Jae 0SS oy 1L

< &
R R R PR s NORE RS o DI
Q}@Yf\)\)&dﬂb;@bb

Artinya : Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya,
Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal
suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf.
Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada
Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui,
sedang kamu tidak mengetahui.

Sebagian Ulama berkata bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Ma’qil bin
Yasar yang mencegah saudara perempuannya untuk kembali rujuk dengan suami
pertamanya, Al Barrah Abdullah bin ‘Asim. Ayat tersebut turun sebagai petunjuk
bahwa perempuan tidak boleh menikahkan dirinya sendiri dan larangan bagi para
wali untuk menolak menikahkan perempuan atau menjadi penghalang pernikahan
bagi perempuan yang di bawah kewaliannya.**?

Ayat ini juga banyak mengandung petunjuk bahwa pernikahan menjadi
sempurna dengan adanya kerelaan wali, mahar dan calon mempelai. di lain pihak

wali tidak boleh mempersulit putrinya. Oleh karena itu, jika dia mempersulit

151 0S.al-Bagarah (2) : 232.
152 Taufiq Hidayat , Rekonstruksi Hak ljbar, De Jure I, (Malang: P3M Fak.Syariah UIN Malang, 2009) , 13.
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putrinya maka penguasa dapat menikahkannya sebab, orang yang menghalangi
suatu hak , maka titah penguasa dapat mengambil hak itu dari sang wali. *3
sebagaimana ditunjukkan dalam sebuah hadis nabi:
Gu}au.auu:\husC._)‘);L;a\ucAM&J&MMLJ&M\MJ&\J&@JJ\L’J&\
3l pal Lag) 1 J8 ) azdia il (e Lgie Al iy adicle (e 3500 (e led ) o
OH Lo 8 (e ol Lay geall Lol bl ()l DG Jhaly LS Leal 5 (031 iy Caas
P dgY e Ay Glaldld | 5 il
Artinya: ....dar1 Aisyah RA dari Nabi Saw bahwasannya beliau berkata
berkata : Siapapun perempuan yang menikah tanpa seizin walinya, maka nikahnya
batal, nikahnya batal, nikahnya batal. Jika hubungan seksual telah terjadi (setelah
pernikahan itu) maka perempuan itu berhak mendapatkan maharnya karena ia telah
menghalalkan kehormatannya. Jika pihak wali enggan menikahkan, maka hakimlah
yang bertindak sebagai wali bagi seseorang yang tidak ada walinya. (HR. Abu
Daud, Ibnu Majah, Ad-Darimi dan At-Tirmidzi dari Aisyah)
2. Perbedaan al-bikr dan al-tsayyib
Dalam wilayah ijbar, terdapat pemaknaan yang berbeda antara perempuan
yang masih gadis dan janda sehingga implikasi hukum terhadap keduanya juga
berbeda. Yang dinamakan bikr adalah perempuan yang masih perawan dan
menyerupai perawan. Yang disebut perawan yakni sebutan bagi perempuan yang
benar-benar belum pernah berhubungan seksual dan perempuan yang menyerupai
perawan dalam hukumnya. Sedangkan yang disebut perempuan yang menyerupai
perawan (bikr hakikah) adalah apabila seorang perawan menikah berkali-kali dan
semua suaminya itu meninggal dunia atau bercerai, dan si perawan telah menerima

dari mereka mahar dan warisan, maka ia dapat dinikahkan sebagaimana halnya

seorang perawan, baik para suami itu sempat dukhul atau belum asalkan mereka

153 Abi Abdillah Muhammad bin Idris al-Syafi’i, Al-Umm, (Beirut : Dar al-Fikr, 1983), 13.
1 HR. Nasa’i nomor 4261 (CD Maktabah Syamilah : Pustaka Ridwana)
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belum melakukan hubungan intim, karena pada kondisi demikian predikat perawan
belum hilang darinya.'*®

Sedangkan tsayyib adalah apabila seorang perawan yang tidak lagi perawan
atau apabila seorang wanita telah dicampuri oleh seorang laki-laki dalam
pernikahan yang sah maupun pernikahan yang tidak sah atau dizinai, baik wanita itu
telah baligh atau masih kecil, maka hukumnya sama seperti janda, tidak boleh bagi

bapak menikahkannya tanpa izin darinya.**®

. Syarat-syarat berlakunya hak ijbar wali

Syafi’i menetapkan hak ijbar bagi seorang wali atas dasar kasih sayang yang
begitu dalam terhadap anak perempuannya. Sebagaimana yang dikatakan Syafi’i
bahwa tidak hak bagi seorang pun selain bapak untuk menikahkan perawan atau
janda yang masih kecil kecuali dengan restu darinya, dan tidak boleh pula
menikahkan mereka hingga baligh lalu diminta izin darinya. Apabila seseorang —
selain bapak- menikahkan perempuan yang masih kecil, maka nikah itu dinyatakan
batal. Pasangan suami istri itu tidak saling mewarisi dan tidak pula berlaku padanya
talak, hukumnya sama seperti hukum nikah yang rusak semua sisinya. Dimana
pernikahan ini tidak berkonsekuensi dengan adanya talak maupun warisan. >’
Karenanya Syafi’i hanya memberikan hak ijbar kepada ayah semata. Walaupun
dalam perkembangan selanjutnya Ulama Syafi’iyah memodifikasi hak ijbar dengan

memberikan kewenangan ijbar juga kepada kakek.'*®

155 Abi Abdillah Muhammad bin Idris al-Syafi’I, Op.Cit.,19.

% 1bid.,
7 1bid.,

158 pera Sopariyanti, Kawin Paksa Perspektif Figh Dan Perlindungan Anak, (Jakarta : RAHIMA, 2008), 15.
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Seorang ayah dipersonifikasikan sebagai sosok yang begitu peduli pada anak
perempuannya. Sebab sang gadis belum berpengalaman hidup berumah tangga.
Disamping ia pun malu untuk mencari pasangan sendiri, maka Syafi’i mencoba
memberi sarana bagi ayah untuk membantu buah hatinya.

4. Indikasi kerelaan gadis dan janda terhadap hak ijbar wali

Mengenai kebebasan dan persetujuan kaum wanita dalam perkawinan, al-
Syafi’i mengklasifikasinya ke dalam tiga kelompok yaitu gadis yang masih kecil,
gadis yang sudah baligh dan janda. Untuk gadis yang belum dewasa, batasan
umurnya adalah di bawah 15 tahun atau belum keluar darah haid.'*® Dalam hal ini
seorang ayah boleh menikahkan gadis tersebut tanpa izinnya terlebih dahulu, selama
pernikahan tersebut tidak merugikan terhadap sang anak. Dasar pembolehan bapak
menikahkan anaknya yang masih kecil adalah Mengenai batas minimal kedewasaan,
Syafi’i menetapkan bahwa batas minimal kedewasaan bagi anak adalah 15 tahun.
Hal ini didasarkan pada hadis yang menjelaskan bahwa jihad dianjurkan bagi anak
laki-laki yang telah berusia 15 tahun karena anak laki-laki yang telah berumur 15
tahun dianggap sudah dewasa. Dan orang Islam mengambil batasasan umur 15
tahun ini sebagai batas pemberlakuan hukum hadd.*®® Sebagaimana umur 15 tahun
ini juga digunakan sebagai batas minimal kebolehan anak yatim untuk mengurusi

hartanya sendiri firman Allah swt surat Al-Nisa’ (4) ayat 6:

~% -

Ao
s P oot 2 o ow A - 5 T . w7 }//f ///9.4’, }/’J/
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161

159 Ibid., 18.

160 Abi Abdillah Muhammad bin Idris al-Syafi’i, Op.Cit., 18.
161 0S.al-Nisa’ (4) : 6.
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Artinya : dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin.
kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta),
Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.

Dari penjelasan hadis di atas, maka dapat dipahami bahwa yang
diperbolehkan untuk menangani urusan itu secara pribadi hanyalah anak laki-laki
atau perempuan yang sudah berusia 15 tahun atau yang sudah mengalami mimpi
basah atau perempuan yang sudah haid meskipun belum berusia 15 tahun, maka
bagi anak perempuan yang belum berumur 15 tahun atau belum mimpi basah atau
belum mengeluarkan darah maka berlaku hak ijbar baginya.'®* Hal ini sejalan
dengan hadis Nabi Saw yang diriwayatkan Aisyah :

Gl Lgie (el Al am ) Adiele (o 4 o o500 (o pldia (e Adne (i U sl
103 i &) Uly (o s a5l o A3 Ul g anlia il 3aS

Artinya : ...Dari Hisyam bin Urwah dari bapaknya dari Aisyah RA berkata
Nabi menikahiku saat aku berumur 6 tahun atau 7 tahun dan membina rumah tangga
denganku saat aku berumur 9 tahun.

Tindakan nabi yang menikahi Aisyah pada usia masih berusia 6 atau 7 tahun
dan mengadakan hubungan setelah berusia 9 tahun. Ditambah dengan tindakan Abu
Bakar yang menikahkan Aisyah yang masih belum dewasa, dengan alasan bahwa
semua urusan anak kecil menjadi tanggung jawab ayahnya. Inilah kemudian yang
menjadi dasar kebolehan menikahkan anak gadis yang masih kecil.

Sedangkan perkawinan bagi anak gadis yang sudah dewasa, terdapat hak

berimbang antara ayah dengan anak gadisnya. Ketentuan ijbar ini, diiringi anjuran

untuk bermusyawarah dengan pihak-pihak yang hendak melangsungkan pernikahan

162 Abi Abdillah Muhammad bin Idris al-Syafi’i, Loc.Cit.
163 Shahih Syafi’i nomor 4323 (CD Maktabah Syamilah : Pustaka Ridwana)
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dalam rangka mendapatkan izin atau persetujuan dari yang bersangkutan. Menurut
Syafi’i, terhadap pertanyaan mengapa harus bermusyawarah dengan seorang gadis

yang telah dewasa,*®* sebagaimana firman Allah :

165

PRIRTVSTET
Artinya : ..Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu..
Namun, anjuran bermusyawarah terhadap anak gadis yang sudah dewasa

hanya bersifat amru ikhtiyarin la fardin. Karena Hak ijbar ayah terhadap anak gadis

yang sudah dewasa didasarkan pada mafhum mukhalafah dari hadis di berikut ini :

(o Ladlll 5) (o (g Whas 5 = llle Lias Y s (0 485 ) guaia (0 a Wiaa
A ea ol o ¢ Galie 0ol e < 09 @il e Juzadll (g dilae @iaa Sl i ;]
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166 _.
RarE s

Artinya : Telah menceritakan kepada kami Sa’id bin Manshur dan Qutaibah
bin Sa’id, mereka berdua berkata : Telah menceritakan kepada kami Malik. Dan
telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya — dan lafadh ini miliknya - , ia
berkata : Aku berkata kepada Malik : Apakah ‘Abdullah bin Al-Fadhl pernah
berkata kepadamu, dari Nafi’, dari Ibnu ‘Abbas : Bahwasannya Nabi shallallaahu
‘alaihi wa sallam pernah bersabda : “Seorang janda lebih berhak atas dirinya
daripada walinya, sedangkan anak gadis harus dimintai ijin/persetujuan darinya.
Sedangkan ijinnya adalah diamnya ?”. Ia (Malik) menjawab : “Ya”

Hadis di atas menyatakan bahwa janda lebih berhak atas dirinya. Mafhum

mukhalafah hadis di atas adalah ketika janda berhak diberi hak untuk menentukan
persetujuannya secara tegas maka pemahaman sebaliknya bahwa ayah lebih berhak
menentukan urusan perkawinan anak gadisnya yang sudah dewasa, meskipun ada

anjuran untuk bermusyawarah diantara kedua belah pihak. Dari penjelasan itu dapat

1% bid., 19.
165 0S.al-Imran (3) : 159.
166 HR.Muslim nomor 1421 (CD Maktabah Syamilah : Pustaka Ridwana)
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diambil sebuah kesimpulan bahwa hak ayah melebihi hak anak gadisnya baik yang
sudah dewasa maupun yang belum dewasa.®’

Adapun perkawinan seorang janda harus ada izin secara tegas dari yang
bersangkutan. Keharusan ini didasarkan pada pada kasus perkawinan Khansa’ binti
Khidam yang ditolak oleh Rasulullah Saw karena Khansa’ dikawinkan oleh
bapaknya dengan seorang yang tidak disenangi dan tidak dimintai persetujuannya

terlebih dahulu. adapun dasar hukumnya adalah hadis sebagai berikut :

gaxas el de (e a) o ) O e ) die (e il iaa de 38 0 (oo Was
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Artinya : ....Dari Khansa binti Khidam sesungguhnya bapaknya telah
mengawinkannya. Sedang Khansa adalah seorang janda, dia enggan dengan
perkawinan tersebut, maka ia datang menghadap Rasulullah SAW maka Rasulullah
menolaknya (membatalkan) nikahnya.(riwayat Bukhori)'®°
Hadis di atas menegaskan bahwa ketika bapak berkeinginan menikahkan
anaknya yang sudah janda maka tidak boleh bagi bapaknya menikahkan kecuali
harus dengan persetujuan yang tegas dari janda tersebut. Karena apabila bapak
menikahkan janda tanpa ada persetujuan janda tersebut maka nikahnya tidak sah,
kecuali jika janda tersebut menyuruh untuk melanjutkan dan membebaskan

bapaknya untuk tetap melangsungkan pernikahan janda itu. Dengan demikian dapat

dipahami bahwa seorang janda lebih berhak terhadap dirinya sendiri daripada

168 Abu Dawud no. 2096 (CD Maktabah Syamilah : Pustaka Ridwana)
169 Al-Ja’fiy Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhori, tt, Shohih Bukhori, Beirut: Dar lbnu Katsir, juz
VI him 2547 lihat juga di Sunan Darimi juz Il him 187, Sunan Tirmidzi juz 111 him 4186,
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walinya, dan validitas perkawinannya bergantung pada persetujuannya, dan tidak
ada orang lain yang berhak mencegahnya untuk menikah.*"

Mengenai bentuk persetujuan anak gadis dan janda yang mengindikasikan
kerelaan mereka untuk dinikahkan. Imam Syafi’i mendasarkan pendapatnya pada

hadis yang diriwayatkan
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Artinya : Telah menceritakan kepada kami Sa’id bin Manshur dan Qutaibah
bin Sa’id, mereka berdua berkata : Telah menceritakan kepada kami Malik. Dan
telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya — dan lafadh ini miliknya - , ia
berkata : Aku berkata kepada Malik : Apakah ‘Abdullah bin Al-Fadhl pernah
berkata kepadamu, dari Naafi’, dari Ibnu ‘Abaas : Bahwasannya Nabi shallallaahu
‘alaihi wa sallam pernah bersabda : “Seorang janda lebih berhak atas dirinya
daripada walinya, sedangkan anak gadis harus dimintai ijin/persetujuan darinya.
Sedangkan ijinnya adalah diamnya ?”. la (Maalik) menjawab : “Ya”

Menurut Syafi’i persetujuan dari anak gadis baik yang masih kecil maupun
yang sudah dewasa yang menunjukkan kerelaannya untuk dinikahkan oleh
bapaknya adalah cukup dengan diamnya sedangkan persetujuan dari janda adalah
dengan perkataannya yang diucapkan secara tegas. Pembedaan izin antara gadis dan
janda ini dilakukan karena hadis di atas menegaskan bahwa janda lebih berhak atas
dirinya secara penuh dalam memberikan persetujuan dan keputusan untuk menikah
dengan calon suami yang dipilinkan bapaknya. Dan persetujuan bagi anak gadis
yang masih kecil dan yang sudah dewasa untuk menunjukkan persetujuannya

terhadap suami yang dipilihkan bapaknya cukup dengan diamnya saja. Karena

seandainya anak gadis diberikan keleluasan dengan diberi hak untuk memberikan

170 Abi Abdillah Muhammad bin Idris al-Syafi’i, Op.Cit., 18..
71 HR.Muslim nomor 1421 (CD Maktabah Syamilah : Pustaka Ridwana)
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persetujuan secara tegas dengan perkataan seperti apa yang diberikan kepada janda
maka tak ada bedanya pembedaan persetujuan seperti apa yang telah diisyaratkan
dalam hadis di atas."?

Menurut pendapat Syafi’i tujuan perkawinan pada hakikatnya adalah
pembentukan keluarga yang bahagia. akad perkawinan bukanlah semata-mata
merupakan wahana bagi kepentingan dua orang mempelai (suami istri) melainkan
keluarga mereka juga mempunyai peran yang sangat penting. seorang anak gadis
pada umumnya kurang memiliki kecerdasan dalam hal memilih calon pasangan
hidupnya. Sifat emosionalnya lebih menonjol dibanding dengan kecerdasan
akalnya. Kondisi ini bisa mengkhawatirkan boleh jadi, dia akan kawin dengan laki-
laki yang salah. untuk mengatasi hal ini unsur kerelaan anak perempuan atas calon
suaminya pada anak gadis yang umumnya tertutup dan malu-malu, kerelaan
diidikasikan dengan diam saja tersenyum, atau dengan cara-cara lainnya yang oleh
tradisi masyarakat dianggap sebagai sikap menyetujui atau minimal tidak menolak,
sudah dianggap cukup sebagai bahan pertimbangan bagi kepentingan
keluarganya.'’

Pada perempuan janda kerelaan tersebut diungkapkan secara terbuka,
terang-terangan Sikap keterbukaan seorang janda lebih disebabkan oleh karena
pengalamannya dalam perkawinan. Karena pengalaman ini, dia memahami betul
segala bentuk perkawinan. hal ini berbeda dengan anak perempuan gadis, dia belum

berpengalaman dalam perkawinan dan seringkali dia merasakan kesulitan besar

172 Abi Abdillah Muhammad bin Idris al-Syafi’i, Loc.Cit..
% Husein Muhammad, Figh Perempuan : Refleksi Kyai Atas Wacana Agama Dan Gender, (Yogyakarta :
LKiS, 2007), 118.
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untuk mengemukakan pendapatnya secara terang-terangan. adalah benar bahwa
perempuan dewasa berhak untuk bertindak sendiri dalam urusan-urusan mu 'amalah
maliyah (transaksi ekonomi). akan tetapi, dalam hal yang berkaitan dengan urusan
seksual tidaklah bisa disamakan. Sebab persoalan seksual lebih berdimensi
sensitivitas dan emosional daripada rasionalitas. Boleh jadi, dalam tradisi
masyarakat yang berkembang pada masa Imam Syafi’i, beberapa persyaratan di atas
menjadi ukuran minimal bagi indikasi kerelaan seorang anak gadis untuk kawin

dengan seorang laki-laki calon suaminya itu.*”

B. Hak Ijbar Wali dalam Pandangan Imam Syafi’i Perspektif Gender

Diberikannya hak ijbar bagi laki-laki yang dalam ini adalah ayah untuk
menikahkan anak perempuannya hanya memberikan keleluasaan bagi anak perempuan
baik yang masih gadis maupun janda untuk memberikan persetujuan yang
menunjukkan kerelaannya untuk dinikahkan. Adanya superioritas laki-laki terhadap
perempuan mengakibatkan Anak perempuan kehilangan haknya untuk dapat memilih
pasangan hidupnya sendiri. Akar persoalan masalah ini karena Imam Syafi’i
mendasarkan pendapatnya tentang hak ijbar wali terhadap surat al-Nisa’ ayat 34 yang
menerangkan besarnya superioritas laki-laki terhadap perempuan yang salah satunya
adalah besarnya peran bapak terhadap peran publik-produktif anak perempuannya
termasuk di dalamnya dalam hal memilih pasangan. Dalam surat al-Nisa’ ayat 34

dinyatakan bahwa :

174 Ipid., 120.
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Artinya : kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena
Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain
(wanita),

Ayat ini tampaknya memihak kepada laki-laki dan sebagaimana
ditunjukkan, sudah sering digunakan para ulama ortodoks untuk membuktikan
superioritas laki-laki. Pertama, penting diketahui dalam konteks apa ayat ini
diwahyukan. Dari penjelasan konteks diturunkannya ayat ini akan diketahui apa
sebenarnya yang menjadi maksud dan kandungan al-Qur’an. Seorang penafsir
terkemuka, Zamakhsyari, ketika menyoroti konteks pewahyuan ayat ini, berkata
bahwa seorang pemimpin Anshar, Sa’ad bin Rabi’ menampar istrinya, Habibah binti
Zaid, karena tidak taat kepadanya. Karena merasa tidak diperlakukan dengan baik.
Habibah mengeluhkan kepada ayahnya, yang kemudian membawanya kepada Nabi.
Sang ayah mengadu kepada Nabi bahwa puterinya telah ditampar oleh suamiknya
karena ketidaktaatannya. Nabi menganjurkan untuk membalas. Adanya penyataan
Nabi yang kontroversial dengan menganjurkan untuk membalas, jelas menimbulkan
kegemaparan para laki-laki di Madinah mengingat pada waktu itu masyarakat
Madinah yang menganut sistem patriarkal. Namun sebenarnya tindakan Nabi itu,
memiliki tujuan untuk mencegah dan menghapus secara bertahap pemukulan

terhadap istri yang marak pada zaman nabi.'"

75 0S. An-Nisa’ (4) : 34.
176 Asghar Ali Engineer, Hak-Hak Perempuan Dalam Islam, terjemahan Farid Wajidi dan Cici Farkha
Assegaf, (Yogyakarta : Yayasan Bentang Budaya, 1994), 64-65.
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Imam Syafi’i mengartikan gawwam di atas dengan pemimpin. Pemaknaan
gawwam dengan arti pemimpin ini dikarenakan masih mengakar kuatnya budaya
patriarkhi yang berkembang melingkupi lingkungan budaya di zaman kehidupan Imam
Syafi’i. dari pengertian ini, dapat dipahami bahwa Syafi’i mengakui adanya
superioritas laki-laki atas perempuan. Keunggulan laki-laki dalam bidang fisik, akal
maupun dalam beribadah menjadikan laki-laki memiliki kelebihan satu tingkat lebih
tinggi dari perempuan sehingga timbul suatu keyakinan bahwa laki-lakilah yang pantas
menjadi pemimpin perempuan dan mengurusi semua urusan publik-produktif
perempuan yang diantaranya adalah telah diambil alihnya hak memilih calon pasangan.
Sehingga dari adanya anggapan ini timbulah pembakuan peran kepemimpinan laki-laki
terhadap perempuan. Pembakuan peran ini meniadakan hak bagi seorang anak
perempuan untuk mencari dan memilih pasangan hidupnya sendiri yang kemudian
peran tersebut digantikan oleh bapaknya. Hal ini kemudian melahirkan apa yang
dinamakan sebagai hak ijbar wali.

Memang banyak penafsir terdahulu, di bawah pengaruh etos abad
pertengahan, telah memakainya sebagai dukungan yang suci pada superioritas laki-
laki. Beberapa penafsir konservatif india menerjemahkan kata gawwam dalam bahasa
urdu dengan darogha (yakni, laki-laki adalah sebagai pegawai polisi bagi
perempuan). Meskipun begitu, kaum modernis yang ingin menegakkan persamaan
jenis kelamin membaca ayat ini dengan sangat berbeda. Muhammad Asad, penafsir

modernis terkemuka misalnya, menerjemahkan ayat di atas sebagai berikut;'"’

77 Asghar Ali Engineer, Op.Cit., 69.
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“Laki-laki hendaknya menjaga perempuan sepenuhnya dengan bertanggung
jawab karena allah telah melimpahkan lebih banyak beban kepada laki-laki
daripada perempuan dan dengan apa yang mereka nafkahkan dari apa yang
mereka miliki. Dan perempuan yang bertakwa adalah yang paling beriman,
yang memelihara kerukunan yang telah (ditakdirkan) Allah untuk dipelihara.

Dan bagi (mereka) perempuan yang sakit hati, kamu mempunyai alasan

untuk takut maka pertama nasihatilah mereka, kemudian tinggalkanlah

sendiri di tempat tidur, kemudian pukullah mereka, dan apabila memberikan
perhatian kepadamu, janganlah mencari kesalahan untuk menyusahkan
mereka., dan apabila mereka memberikan perhatian kepadamu, janganlah
mencari kesalahan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah jelas

Maha tinggi lagi Maha besar”.

Dari sini, kata gawwam yang menjadi kata kunci di ayat itu, telah
diterjemahkan secara sangat berbeda oleh para penafsir lain. Dalam terjemahan ini
tekanannya bukan pada superioritas laki-laki atas perempuan., tetapi kewajiban laki-
laki untuk menjaga perempuan. Kata gawwan telah diterjemahkan dengan seseorang
yang harus “menjaga perempuan secara penuh.

Bahkan Maulana Asad merasa bahwa gawwam adalah bentuk yang
dikuatkan dari ga’im, dan bentuk gramatikal ini lebih komprehensif karena
menggabungkan konsep nafkah fisik dan perlindungan dan tanggung jawab moral.
Oleh karena itu, menurut Maulana Asad, menjadi gawwam berarti memberikan
tanggung jawab laki-laki kepada perempuan. Penting juga untuk dicatat, dalam
konteks apa Allah telah memberikan laki-laki fadhl (yakni, preferensi atau kelebihan)
atas perempuan.'’®

Menurut Riffat Hasan kata gawwam ini telah dialih bahasakan secara

bervariasi, ada yang mengartikan sebagai pelindung dan pemelihara (perempuan),

berkuasa (terhadap perempuan), memiliki keunggulan (di atas perempuan), dan yang

178 Ibid., 70.
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berdaulat atau penguasa (atas perempuan). Secara linguistik, kata gawwamun berarti
pencari nafkah atau mereka yang menyediakan sarana pendukung kehidupan. Titik
logis yang mesti dibuat disini, bahwa kalimat pertama bukan merupakan pernyataan
deskriptif yang menyatakan semua laki-laki dalam kenyataannya adalah pemberi
nafkah perempuan, karena jelas ada, paling tidak beberapa laki-laki tidak
memberikannya. Apa yang dinyatakan oleh kalimat tersebut agaknya adalah laki-laki
harus memiliki kemampuan untuk memberikan nafkah. (karena harus berimplikasi
bisa). Dengan kata lain, statemen ini sesungguhnya merupakan statemen normatif
menyangkut konsep Islam tentang pembagian kerja dalam sebuah sturktur keluarga
atau masyarakat.

Kenyataan bahwa laki-laki adalah gawwamun tidak lalu berarti perempuan
tidak bisa atau tidak boleh memberi nafkah untuk diri mereka sendiri, tapi hanya
karena mengingat beban berat yang dipikul karena kebanyakan perempuan harus
melahirkan dan membesarkan anak, mereka tidak harus memiliki kewajiban
tambahan mencari nafkah pada waktu yang bersamaan.”

Melanjutkan analisa terhadap ayat tersebut, kita sampai gagasan, bahwa
“Allah telah memberikan kepada satu kekuatan yang lebih daripada yang lain”.
Kebanyakan terjemahan menyatakan bahwa yang memiliki kekuatan, kemuliaan, atau
kelebihan itu adalah laki-laki. Namun, pernyataan- pernyataan al-Qur’an tidak
memberikan kelebihan kepada laki-laki. Pernyataan tersebut secara literal berarti

“sebagian kamu atas sebagian yang lain”, sehingga statemen tersebut bisa berarti

179 Fatimah Mernisi dan Riffat Hasan, Setara Di Hadapan Allah : Relasi Laki-Laki Dan Perempuan Dalam
Tradisi Islam Pasca Patriarkhi, (Yogyakarta : LSPPA Yayasan Prakarsa, 1995), 91.
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sebagian laki-laki memiliki kelebihan atas sebagian yang lain (laki-laki/atau
perempuan) dan sebagian perempuan memiliki kelebihan atas sebagian yang lain
(laki-laki dan /atau perempuan). Jadi menurut Riffat Hasan, tafsir kontekstual yang
tepat bagi ayat ini adalah sebagian laki-laki mendapat rejeki yang lebih banyak
menjadi pemberi nafkah yang lebih baik ketimbang laki-laki lainnya.*®

Bagian berikut ayat tersebut dimulai dengan “oleh karena itu”. Yang
menunjukkan bahwa bagian ini bersifat kondisional bagi yang pertama. Dengan kata
lain, jika laki-laki memenuhi fungsi yang menjadi tugas mereka sebagai pemberi
nafkah, perempuan harus memenuhi tugas-tugas mereka. Kebanyakan tafsir
menggambarkan tugas—tugas ini dalam kaitannya dengan ‘“ketaatan” istri terhadap
suami. Kata-kata shalihat, yang diterjemahkan sebagai “kepatuhan yang selayaknya
berkaitan dengan kata-kata salahiat yang berarti kemampuan dan potensialitas, bukan
kepatuhan. Kemampuan khusus perempuan adalah beranak. Kata ganitat yang
mengikuti kata shalihat juga diterjemahkan sebagai kepatuhan. Kemampuan khusus
perempuan adalah beranak. Kata ganitat yang mengikuti kata salihat juga
diterjemahkan sebagai kepatuhan, berarti juga “kantong air tempat membawa air
tanpa tumpah hingga ke tempat tujuan ”. ia membawa dan melindungi janin di dalam
kandungannya sampai bisa dilahirkan dengan selamat.®*
Apa yang penting dalam bagian pertama ayat ini adalah pembagian kerja

fungsional yang perlu untuk mempertahankan keseimbangan dalam masyarakat.

Laki-laki yang tidak harus memenuhi kewajiban beranak diberi tugas untuk mencari

180 |bid., 91-92.
181 1hid.
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nafkah. Perempuan dibebaskan dari tugas sebagai pemberi nafkah agar mereka bisa
memenuhi fungsi beranak. Kedua fungsi tersebut terpisah namun saling melengkapi
dan tidak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah.*®

Maulvi Mumtaz Ali, seorang advokat pembela hak-hak perempuan,
mengatakan bahwa gawwam adalah kepanjangan dari kata giyam yang berarti orang
yang harus lebih banyak bekerja di luar rumah untuk bekerja dan mencari nafkah
kehidupan. Dalam pengertian inilah bahwa laki-laki adalah gawwam bagi perempuan.
Dia membuat sebuah argumentasi yang menarik bahwa daripada membuktikan
superioritas laki-laki terhadap perempuan, ayat ini membuktikan bahwa laki-laki
harus bekerja untuk kehidupan yang menyenangkan bagi perempuan. Dengan
demikian, laki-laki dalam posisi melayani perempuan.'®®

Muhammad Abduh memahami kata gawwam sebagai kepemimpinan yang
memiliki arti menjaga, melindungi, menguasai, dan mencukupi kebutuhan
perempuan. Sebagai konsekuensi dari kepemimpinan itu adalah dalam bidang
warisan, laki-laki mendapat bagian lebih banyak daripada bagian perempuan, karena
laki-laki bertanggung jawab terhadap nafkah perempuan. Tanggung jawab memberi
nafkah ini tidak dibebankan kepada perempuan tetapi kepada laki-laki, karena laki-
laki dikaruniai kekuatan fisik. Adapun perbedaan taklif dan hukum antara laki-laki
dan perempuan menurut Muhammad abduh adalah sebagai akibat dari perbedaan
fitrah dan kesiapan individu (potensi), juga sebab lain yang sifatnya kasabi, yaitu

memberi mahar dan nafkah. Jadi, sewajarnya apabila laki-laki (suami) yang

182 1bid.
183 Asghar Ali Engineer, Op.Cit., 225.
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memimpin perempuan (isteri) demi tujuan kebaikan dan kemaslahatan bersama.
Namun demikian, secara fitrah juga, seorang perempuan tidak boleh menerima
kepemimpinan laki-laki atas dirinya tanpa suatu imbalan (mahar), karena dalam adat
kebiasaan sebagian masyarakat terdapat kaum perempuan yang memberikan mahar
kepada laki-laki agar dirinya berada di bawah kepemimpinan laki-laki.*®*

Adapun bentuk kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan adalah bentuk
kepemimpinan yang sifatnya demokratis, kepemimpinan yang memberikan
kebebasan bagi yang dipimpin untuk bertindak menurut aspirasi dan kehendaknya
sendiri, baik dalam hal memilih pekerjaan dan pendidikannya. Bukan kepemimpinan
yang sifatnya paksaan, yaitu orang yang dipimpin dipaksa mengikuti kehendak yang
telah digariskan oleh yang memimpin. Oleh karena itu, posisi menempatkan laki-laki
sebagai pemimpin terhadap perempuan bukan berarti menunjukkan bahwa derajat
perempuan berada di bawah laki-laki. Akan tetapi, hal itu menunjukkan suatu bentuk
kerjasama yang baik.*®®

Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Nasr Hamid Abu Zayd, beliau
mengemukakan bahwa ayat gqawamah tersebut merupakan bentuk ketetapan Ilahi
untuk melebihkan sebagian manusia atas sebagian yang lain. Maksud ketetapan itu
adalah pendeskripsian perbedaan sosial dan ekonomi yang berlaku di antara manusia,
yaitu perbedaan-perbedaan yang disebabkan oleh hukum gerak sosial atau disebabkan
oleh hukum-hukum yang muncul sesuai dengan kondisi wacana al-Qur’an pada jalan

dan hukum-hukum ilahi yang bersifat sosiologis yang dapat berubah karena hukum

184 Rasyid Ridho dan Muhammad Abduh, Tafsir al-Manar, jilid V (Kairo : Dar al-Manar, tt), 67-68.
'% Ibid., 183-184.
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yang berkembang.'®® Jadi, gawamah bukan suatu tasyri’ karena ia hanya merupakan
deskripsi atas suatu kondisi pada turunnya ayat itu, sedangkan pelebihan laki-laki atas
perempuan bukan merupakan ketetapan Ilahi karena ia hanya merupakan persaksian
atas realitas yang harus diubah demi mewujudkan kesetaraan yang fundamental.

Kalaupun deskripsi tersebut dianggap sebagai deskripsi tasyri’, arti
gawamah bukan merupakan kekuasaan mutlak yang buta, dalam artian mengontrol
dan memonopoli dengan kewenangan laki-laki untuk mengambil keputusan dan
mewajibkan ketertundukan mutlak dan buta kepada perempuan (istri) karena
gawamah adalah pelaksanaan tanggung jawab ekonomi dan sosial. Jadi, gawamah
adalah tanggung jawab yang ditanggung oleh orang mampu dari dua pihak, laki-laki
atau perempuan, atau kerjasama antara keduanya sesuai dengan tingkat kesulitan
kondisi dan situasinya.®’

Ali Asghar Enginner mengatakan, permasalahan yang melingkupi surat al-
Nisa’ ayat 34 ini sebernarnya terletak pada masalah kesadaran sosial dan penafsiran
yang tepat. Kesadaran kaum perempuan pada masa turunnya ayat itu, tidak diragukan
lagi, masih sangat rendah dan pekerjaan domestik dianggap sebagai kewajiban
perempuan. Lebih dari itu, laki-laki menganggap dirinya sendiri lebih unggul karena
kekuasaan dan kemampuan mencari nafkah dan membelanjakannya untuk
perempuan. al-Quran mencerminkan situasi sosial itu. al-Qur’an hanya mengatakan
bahwa laki-laki adalah gawwam (pemberi nafkah atau pengatur urusan keluarga) dan

tidak mengatakan bahwa mereka harus menjadi gawwam. dapat dilihat bahwa adalah

186 Nasr Hamid Abu Zayd, Dekontruksi Gender: Kritik Wacana Perempuan Dalam Islam, diterjemahkan oleh
M.Nur Ichwan dan M.Syamsul Hadi, (Jakarta: SAHMA, 2003), 191-192.
7 Ibid., 193.
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gawwam merupakan sebuah pernyataan kontekstual bukan normatif. Seandainya al-
Qur’an mengatakan bahwa laki-laki harus menjadi gawwam, maka ia akan menjadi
sebuah pernyataan normatif dan pastilah akan mengikat bagi semua perempuan pada
semua zaman dan dalam semua keadaan. Tetapi Allah tidak menginginkan hal itu.'®®

Apabila kesadaran sosial kaum perempuan sudah tumbuh, bahwa peran-
peran domestik yang mereka lakukan harus dinilai dan diberi ganjaran yang serupa
sesuai dengan doktrin yang diajarkan oleh al-Qur’an. Bukan semata-mata kewajiban
yang harus mereka lakukan, maka perlindungan dan nafkah yang diberikan laki-laki
terhadap mereka tidak dapat lagi dianggap sebagai keunggulan laki-laki, karena
peran-peran domestik yang dilakukan perempuan, laki-laki harus mengimbanginya
dengan melindungi dan memberi nafkah yang dilakukan oleh al-Qur’an disebut
sebagai gawwam itu. Dengan jalan pikiran itu, Asghar menyatakan bahwa pernyataan
ar-rijal gawwamun ‘ala an-nisa’ bukanlah pernyataan normatif , tapi pernyataan
kontekstual.**°

Berbeda dengan Asghar, Amina wadud Muhsin secara eksplisit mengakui
bahwa laki-laki menjadi pemimpin bagi perempuan. Akan tetapi, kepemimpinannya
itu harus disertai syarat : jika laki-laki punya atau sanggup membuktikan
kelebihannya dan kedua, jika laki-laki mendukung perempuan dengan menggunakan
harta bendanya. Kelebihan yang dimaksud di sini adalah karena laki-laki

mendapatkan harta warisan dua kali lipat dibanding perempuan, dan karena itu

berkewajiban memberikan nafkah bagi perempuan. Jadi, kata Amina, terdapat

188 Asghar Ali Engineer, Op.Cit., 62-63.
1% bid., 63.
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hubungan timbal balik anatara hak istimewa yang diterima laki-laki dengan tanggung
jawab yang dipikulnya. Tanpa terpenuhi kedua syarat tersebut maka laki-laki
bukanlah pemimpin bagi perempuan.*®

Dengan pengertian seperti itu, kelebihan itu tidak bisa tidak harus bersyarat,
karena surat an-Nisa’ 34 mengatakan “mereka” (jamak maskulin) telah dilebihkan
atas “mereka” (jamak feminim). Ayat itu menyebutnya ba’dh (sebagian) di antara
mereka atas ba’'dh (sebagian lainnya). Penggunaan kata ba’dh berhubungan dengan
hal-hal nyata yang teramati pada manusia. Tidak semua laki-laki unggul atas kaum
perempuan dalam segala hal. Sebagian laki-laki memiliki kelebihan atas sebagian
perempuan dalam hal tertentu. Demikian pula sebaliknya, perempuan juga memiliki
kelebihan atas laki-laki dalam hal-hal tertentu. Jadi, jika Allah telah menetapkan
kelebihan sesuatu atas yang lainnya, itu tidak berarti maknanya absolut terus.**

Di samping itu, ayat tersebut juga bukan berarti menunjukkan
kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan dalam segala aspek kehidupan. Dengan
merujuk kepada Sayyed Qutb, Amina mengatakan bahwa giwamah di atas hanya
berkaitan dengan urusan keluarga antara suami istri yang berupa sokongan materiil.
Hal itu berdasarkan pada ayat-ayat berikutnya yang menyinggung masalah
perkawinan dan penggunaan istilah tersebut dalam konteks suami istri. Oleh karena

itu, giwamah di atas lebih cenderung digunakan dalam hubungan fungsional suami

1% Amina Wadud Muhsin, Wanita Di Dalam al-Qur’an, terjemahan Yaziar Radianti, (Bandung : Pustaka,
1094), 93-94.
% Ibid., 94.
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istri terhadap kebaikan kolektif antara keduanya sebagai bagian dari masyarakat
secara keseluruhan.'*?

Dari penjelasan para aktifis gender di atas, dapat disimpulkan bahwa kata
gawwam adalah bentuk kepemimpinan kolektif kolegial antara laki-laki dan
perempuan, dengan tujuan saling melengkapi satu sama lain atau, kalaupun dikatakan
sebagai kepemimpinan normatif, tujuan kepemimpian laki-laki tersebut untuk
melindungi, menjaga dan memberi nafkah bagi perempuan bukan untuk
mendiskriminasi. Jadi, kata gawwam tidak bias dijadikan sebagai alat legitimasi
adanya superioritas laki-laki untuk mendiskriminasi hak-hak perempuan termasuk di
dalamnya adalah hak anak perempuan dalam hal memilih pasangannya sendiri.
Karena kata gawwam tersebut mengisyaratkan kepada laki-laki dan perempuan untuk
saling melengkapi satu sama lain bukan untuk mendiskriminasi dan hakekatnya laki-
laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban yang setara dalam mengakses ranah
domestik dan ranah publik. Maka dari itu, hak ijbar yang dimiliki ayah tidak bisa
dibenarkan karena hal tersebut menghilangkan hak anak perempuan untuk bisa
mengakses ranah publik yang diantaranya memilih pasangan.

Akar permasalahan lain, yang melatarbelakangi hak ijbar wali bagi anak
gadis yang masih kecil atau yang sudah dewasa adalah adanya anggapan Imam
Syafi’i bahwa anak gadis kurang bisa memilih pasangannya sendiri karena belum
berpengalaman dalam menikah, pemalu sehingga tidak bisa menyatakan persetujuan
secara verbal dan bahkan kurang cerdas dalam mencari dan memilih pasangan yang

tepat bagi dirinya sendiri sehingga ditakutkan akan menemukan pasangan yang salah.

192 Ipid., 97.
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Maka dari itu bapak memiliki peran yang besar untuk memilihkan pasangan bagi
anakknya. Sebenarnya asumsi-asumsi negatif terhadap perempuan itu muncul karena
anggapan bahwa perempuan itu lemah akalnya sehingga diberikan akses publik-
produktif yang terbatas bahkan tidak ada sama sekali.

Anggapan perempuan lemah akal sendiri didasarkan dari hadis Nabi yang
diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Nasa’i, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ahmad
bin Hambal yang seolah-olah menunjukkan laki-laki memiliki kelebihan dari segi

akal dan agama daripada perempuan. Hadis tersebut artinya sebagai berikut :

LU Loy & cpgie 81yl calli Ul Jal S oS5 5 6 ki) ) iS5 (Baaai Lol
s Jie Clails eyl Lay el o iS55 cpalll 5 5ES5 OB Sl Jal Sl O ga
saaLih Jie (jai ol J8 oaall s Jandl laiibe s il Jogus L S oS o 53 ki)

Jagdi Lima )y & hai g (L Lo LSS 5 Jinl) (sl D3¢ Ja  83ked Ja3 (el
193 | O:’ﬂ\ 01 ='9":

Artinya : Diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah telah
bersabda “wahai kaum perempuan! Bersedekahlah kalian dan perbanyaklah istigfar.
Karena, aku melihat kalian lebih ramai menjadi penghuni neraka”.seorang perempuan
yang cukup pintar diantara mereka bertanya:’ya Rasulullah mengapa kami kaum
perempuan lebih ramai menjadi penghuni neraka?’rasulullah bersabda: “kalian
banyak melaknat dan mengingkari suami. Aku tidak melihat yang kekurangan akal
dan agama dari pemilik pemahaman lebih daripada golongan kalian.”perempuan itu
bertanya lagi: “ya rasulullah! Apakah maksud kekurangan akal dan kekurangan
agama itu?”.rasulullah bersabda: “maksud kekurangan akal ialah kesaksian dua orang
perempuan sama dengan kesaksian seorang laki-laki, dan inilah yang dikatakan
kekurangan akal. Begitu juga perempuan tidak mengerjakan shalat pada malam-
malam yang dilaluinya kemudian berbuka pada bulan ramadhan karena haid. Maka
inilah yang dikatakan kekurangan agama

198 Al-Bukhari kitab haidl, hadis no.293 dan kitab al-zakah, hadis no.1369;Muslim dalam kitab al-iman,
hadis no.114;an-Nasa’i, bab shalat al-idain, hadis no 1558 dan 1561; Abu Dawud meriwayatkan dalam hadis
n0.4059; lbnu Majah meriwayatkan dalam hadis no.1278 dan 3993; dan Ahmad bin Hambal meriwayatkan
dalam Kitabnya, 11:66, 111:36, 46 dan 54.

117



Kata kekurangan “kekurangan akal”’dan”kekurangan agama” dalam Hadis
ini tidak berarti perempuan secara potensial tidak mampu menyamai atau mengunguli
prestasi kreativitas akal dan ibadah laki-laki. Kekurangan akal masih perlu dilacak
lebih lanjut apa yang sesungguhnya dimaksud kata al-‘ag/ pada masa Nabi. Kalau
kekurangan akal dihubungkan dengan kualitas persaksian, sementara persaksian itu
berhubungan dengan faktor budaya, maka bisa saja dipahami yang dimaksud
“kekurangan akal” dalam hadis ini adalah keterbatasan penggunaan fungsi akal bagi
perempuan karena adanya pembatasan-pembatasan budaya di dalam masyarakat.
Jadi, dalam hal ini sifatnya bukan permanen atau alamiah.

Demikian pula “kekurangan agama” yang dihubungkan dengan halangan
perempuan untuk melaksanakan sejumlah ibadah karena alasan haid, memerlukan
keterangan lebih lanjut, karena halangan itu bukan kehendak perempuan, melainkan
sesuatu yang bersifat alamiah yang mendapat dispensasi dari Tuhan. Jadi banyaknya
perempuan di dalam neraka menurut penglihatan Nabi mungkin saja karena populasi
perempuan lebih besar daripada laki-laki, sehingga proporsional kalau perempuan
lebih banyak di dalam neraka daripada laki-laki.***

Kekurangan akal (nugshan al-agl) masih perlu dilacak lebih lanjut apa yang
sesungguhnya dimaksud kata nugshan al-aql pada masa Nabi. Kalau kekurangan akal
dihubungkan dengan kualitas persaksian, sementara persaksian itu berhubungan
dengan faktor budaya, maka bisa saja dipahami yang dimaksud kekurangan akal
dalam hadits ini adalah keterbatasan fungsi akal bagi perempuan karena adanya

pembatasan-pembatasan budaya di dalam masyarakat. Jadi sifatnya bukan permanen

194 Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Gender Perspektif Gender, (Jakarta : Dian rakyat : 2010), 231.
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atau alaimah. Demikian pula kekurangan agama yang dihubungkan dengan halangan
perempuan untuk melakukan sejumlah ibadah karena alasan tidak bersih (haid),
memerlukan keterangan lebih lanjut karena halangan itu bukan kehendak perempuan
tetapi sesuatu yang bersifat alamiah yang mendapat dispensasi dari Tuhan. Jadi
banyaknya perempuan di dalam neraka menurut penglihatan Nabi mungkin saja
karena populasi perempuan lebih besar daripada laki-laki, sehingga proporsional
lebih banyak di dalam neraka daripada laki-laki.'*®

Mengenai superioritas rasional laki-laki, Maulvi Mumtaz Ali, dia
mengatakan bahwa tidak ada bukti dari sudut pandang fisiologis bahwa otak
perempuan adalah tongkak dan kurang baik dari pada otak laki-laki dan bahkan jika
itu benar maka hal demikian bukanlah karena sifat feminimnya, melainkan karena
situasi dimana dia dibesarkan. pendidikan terhadap seorang anak perempuan sangat
diabaikan dan mereka ditundukkan dengan pengaruh-pengaruh mental seperti itu
sehingga mereka mungkin berkembang dengan mental yang lemah, tidak sabaran,
mentalitas yang berganti dengan cepat, mudah percaya dan berpendapat secara tidak
kuat. Karena sejak semula mereka dibuat tidak setara, bagaimana mungkin
superioritas laki-laki dapat menjadi realistik dan prinsip.*®

Konteks hadis itu bisa diketahui dari riwayat Bukhari yang lain, yang

menyebutkan di mana, kapan dalam situasi bagaimana Nabi mengeluarkan sabda itu.

Riwayat itu lengkapnya adalah sebagai berikut :

& oe Al ae ol (e g ) Sal JB dea 0 dana Uudl e ol 0l Lias

% bid., 233.
196 Asghar Ali Engineer, Op.Cit., 234.
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Artinya : “Rasulullah pergi keluar menuju tempat shalat (lapangan) untuk
melakukan shalat hari raya Idul Fitri atau Idul Adha (keragu-raguan dari periwayat).
Di jalan beliau berjumpa dengan beberapa perempuan. Maka beliau bersabda: “wahai
kaum perempuan, bersedekahlah, karena ku melihat kamu menjadi sebagian besar
penghuni neraka.” Mereka bertanya: “apa sebabnya, wahai rasulullah?” beliau
menjawab: “kamu sekalian banyak melaknat dan tidak terima kasih atas kebaikan
suami. Saya tidak mengetahui ada wanita yang kurang akal dan agamanya yang bisa
menghilangkan akal laki-laki yang sabar, selain salah seorang di antara kamu.”
Mereka bertanya: “wahai Rasulullah, apa kekurangan akal dan agama kami?” beliau
menjawab: “tidaklah kesaksian seorang perempuan itu sama dengan separoh
kesaksian laki-laki?” mereka menjawab: mereka menjawab: “ya!” belaiu bersabda:
“itulah kekurangan akalnya! Tidakkah jika perempuan menstruasi, dia tidak shalat
dan berpuasa?” mereka menjawab: ‘“ya!” beliau bersabda: “itulah kekurangan
agamanya.”

Bagian awal matan Hadis itu, menunjukkan konteks yang dimaksudkan di
depan. Nabi menyatakan sabdanya itu di jalan ketika beliau menuju lapangan untuk
melakukan shalat Idul Fitri atau Idul Adha. Kedua shalat sunat ini disyariatkan
setelah hijrah. Ini berarti nabi melakukan dialog itu di salah satu jalan di Madinah.

Jalan-jalan madinah ketika itu, seperti jalan-jalan di pemukiman yang lain,
dulu dan sekarang, juga biasa dilakukan baik oleh laki-laki maupun perempuan untuk
kongkow atau ngrumpi. Kebiasaan ini di antaranya melatar belakangi turunnya ayat

surat an-Nur (24) : 30-31 yang berisi perintah kepada kaum mukminin untuk

9" HR. Bukhari, No. 1393, (CD Maktabah Syamilah : Pustaka Ridwana).
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menundukkan pandangan mata. Kebiasaan itu nampaknya berakar kuat di kalangan
penduduk Madinah. Nabi pernah bermaksud untuk melarang kebiasaan itu. Namun
orang yang berkeberatan, sehingga beliau membolehkan para sahabat untuk tetap
melakukannya dengan syarat mereka harus mau memenuhi hak-hak jalan. Hak-hak
itu disebutkan Nabi di antaranya adalah: menundukkan pandangan mata, menahan
diri dari dari pihak lain, menjawab salam, menganjurkan yang ma’ruf dan melarang
yang mungkar (HR.Imam Bukhari, Muslim dan Abu dawud dari abu Said al-
Khudri).*®

Berkaitan dengan ini ada kekosongan informasi tentang perempuan-
perempuan yang dijumpai Nabi di jalan itu, apakah mereka sedang kongkow, lewat
atau sedang melakukan kegiatan yang lain. Mengingat kuatnya kebiasaan itu, namun
nampaknya mereka itu sedang kongkow dan ngrumpi. Pertanyaan yang kemudian
muncul adalah apa saja yang mereka bicarakan dalam keisengan itu.

Untuk menjawab pertanyaan itu lagi-lagi juga yang dihadapi kekosongan
informasi. Namun dalam hadis itu sendiri apa petunjuk yang bisa digunakan untuk
mengisi kekosongan itu, yakni sabda Nabi kepada perempuan-perempuan itu: “kamu
sekalian banyak melaknat.” Dari kebiasaan kongkow masyarakat tradisional di
kampung-kampung, diketahui bahwa mereka yang melakukan kebiasaan itu sering
terbawa oleh situasi, sehingga mereka terbawa oleh situasi, sehingga mereka tidak
bisa memenuhi hak-hak jalan yang disebutkan dalam hadis dari Abu Said al-Khudri

itu. Mereka bukannya menahan pandangan mata, tetapi malah mengumbarnya,

98 Hamim Ilyas,”Kodrat Perempuan : Kurang Akal Atau Kurang Agama” dalam Perempuan Tertindas:
Kajian Hadis-Hadis Misoginis, (Yogyakarta : eLSAQ Press, 2008), 62-63.

121



bahkan juga mengumbar mulut mereka utnuk menggunjing dan menyoraki orang-
orang yang lewat. Mereka yang dijumpai Nabi di jalan itu nampaknya juga tidak bisa
memenuhi harapan toleransi Nabi dengan melaksanakan etika duduk-duduk di jalan
yang beliau ajarkan itu. *°

Kemungkinan mereka itu hanya menggunjing orang yang lewat atau
tetangga dan kawan mereka saja. Tapi juga melaknatnya, dalam pengertian
menyumpahinya. Hal ini sudah barang tentu membuat Nabi gemas. Kegemasan
beliau bertambah-tambah ketika mengetahui mereka melakukan itu di hari raya, hari
yang seharusnya diisi dengan kebaikan, tidak dengan kemungkaran. Bila keadaan
mereka begitu, maka wajar jika mereka dinilai sebagai orang yang kurang akal dan
agamanya. Nabi yang berperangai halus nampaknya terpaksa harus menasehati
mereka dengan menggunakan kata-kata yang keras, karena sense berpikir dan sense
beragama mereka rendah.?®

Dengan demikian jelas bahwa kurang akal dan agama itu bukan merupakan
kodrat perempuan, tapi merupakan nasehat atau kritik terhadap perempuan-
perempuan di zaman Nabi yang memiliki perilaku tertentu. Bila penerapan
pandangan itu diperluas, maka orang-orang yang bisa dinilai seperti itu, bukan hanya
mereka saja, tapi juga orang-orang lain yang memiliki perilaku yang sama dengan
perilaku mereka, baik perempuan maupun laki-laki.

Menurut penulis adanya anggapan Imam Syafi’i bahwa anak perempuan

lemah akalnya sehingga tidak bisa memilih pasangannya sendiri mungkin hanya

199 Ibid., 64
200 |hid., 65.
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sebuah fenomena yang terjadi pada masa Imam Syafi’i yang mana karena masih
mengakar kuatnya budaya patriarkhi pada saat itu sehingga anak perempuan hanya
memperoleh sedikit atau tidak sama sekali hak untuk mengakses ranah publik-
produktif terutama dalam memperoleh pendidikan sehingga dimunculkannya
anggapan bahwa perempuan itu lemah akalnya atau bias jadi corak pemahaman Imam
Syafi’i terhadap hadis di atas masih dipengaruhi oleh sentiment patriarkhis sehingga
menafikkan kondisi obyektif asbabul wurud hadis di atas.

Jadi, dengan tidak terbuktinya bahwa perempuan itu lemah akal maka hak
ijpar yang dimiliki oleh wali tidak bisa dibenarkan karena hal ini sangat
mendiskriminasi perempuan dan bahkan mengingkari adanya kesetaraan gender yang

sudah digariskan oleh Allah swt.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Melalui uraian data dan analisis yang telah diuraikan dan dijelaskan pada

bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1.

Imam Syafi’i memberlakukan hak ijbar wali ke dalam tiga kelompok. Pertama, bagi
anak kecil yang belum dewasa, ayahnya dapat menikahkannya tanpa harus meminta
persetujuannya terlebih dahulu. Kedua, bagi anak gadis yang sudah dewasa yaitu
yang sudah berusia 15 tahun atau sudah mimpi basah atau sudah mengeluarkan
darah haidh, ayahnya dapat menikahkannya tanpa meminta persetujuannya terlebih
dahulu. Meskipun ada anjuran untuk bermusyawah dengan anak gadis yang sudah
dewasa tersebut, tapi anjuran bermusyawarah tersebut sifatnya amru ikhtiarin la
fardhin. Ketiga, bagi anak perempuan yang sudah janda, ayahnya harus meminta

izin dari janda tersebut untuk menikahkannya. Dan izin dari janda tersebut harus
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diungkapkan secara tegas dengan perkataan. Sedangkan bagi anak gadis izinnya
cukup dengan diamnya saja.

Adanya pembedaan izin antara anak gadis dengan janda ini karena janda
memiliki sikap terbuka. Sikap keterbukaan seorang janda lebih disebabkan oleh
karena pengalamannya dalam perkawinan. Karena pengalaman ini, dia memahami
betul segala bentuk perkawinan. hal ini berbeda dengan anak perempuan gadis, dia
belum berpengalaman dalam perkawinan dan seringkali dia merasakan kesulitan
besar untuk mengemukakan pendapatnya secara terang-terangan karena dianggap
lemah akal.

. Hak ijbar yang diberlakukan Imam Syafi’i kepada anak gadis dan janda, menurut
pendapat aktifis gender tidak mencerminkan keadilan gender. Karena menurut
aktifis gender, kata gawwan yang menjadi landasan hak ijbar Imam Syafi’i tidak
mengisyaratkan kepemimpinan laki-laki terhadap perempuan secara mutlak dalam
segala hal yang termasuk di dalamnya adalah mengurusi urusan publik perempuan
yang diantaranya memilih pasangan. Namun kepemimpinan laki-laki yang
dimaksud hanya dalam bidang tertentu saja yang dalam hal ini mencarikan nafkah
dan memberi mahar. Sedangkan dalil lain yang dipakai Imam Syafi’i dalam
memberlakukan hak ijbar adalah adanya anggapan perempuan lemah akal. Menurut
aktifis gender, anggapan lemah akal ini tidak terbukti karena tidak ada bukti secara
fisiologis bahwa otak perempuan kurang baik disbanding laki-laki. Dilihat dari
asbabul wurud hadis yang membicarakan perempuan lemah akal, bahwa anggapan

perempuan lemah akal hanya ditujukan kepada sekelompok perempuan pada setting
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budaya tertentu. Bukan ditunjukkan pada perempuan secara keseluruhan yang

bersifat permanen.
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